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Analisis Ekonomi-Ekologi Untuk Perencanaan Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan 
di Wilayah Pesisir Provinsi Banten 


Yoga Candra Ditya, Luky Adrianto, Rokhmin Dahuri dan Setyo Budi Susilo 


Dalam perencanaan wilayah pesisir Provinsi Banten, perikanan budidaya memiliki peran penting 
terhadap nilai sosial dan ekonomi, terutama dalam hubungannya dengan aktivitas ekspor dari produk 
perikanan budidaya tersebut. Namun demikian, aktivitas perikanan budidaya juga berpotensi memberikan 
multiplier negatif jika dipandang dari segi efek yang ditimbulkan ke lingkungan pesisir, terutama ketika 
tidak ada pengelolaan yang baik pada aktivitas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah 
kekuatan struktur dan interaksi antar sektor dari perikanan budidaya, (2) Mengestimasi dampak ekonomi 
dan ekologi dari pembangunan perikanan budidaya, dan (3) Mengestimasi daya dukung lingkungan pesisir 
yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan 
tersebut, dibangun model ecological input-output dan pendekatan ecological footprint. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa indeks keterkaitan ke belakang (1,84) lebih tinggi daripada keterkaitan ke depan (1,02). 
Hal ini berarti bahwa aktivitas perikanan budidaya di Provinsi Banten lebih memiliki kemampuan dalam 
menarik sektor hulu dibandingkan dengan sektor hilirnya. Lebih lanjut, pembangunan perikanan budidaya 
juga memberikan multiplier ekonomi yang memiliki income multiplier (2,20) lebih tinggi dibandingkan 
employment multipliernya (1,17). Dari segi ecological multiplier, area mangrove memberikan indeks 
sebesar 0,005, COD (0,001), dan TDS (0,001). Penggunaan pendekatan ecological footprint, diestimasikan 
bahwa daya dukung dari area pesisir yang tersedia adalah pada level 48.886 ha dengan target permintaan 
497.825,59 juta rupiah. 


Kata Kunci: pembangunan perikanan budidaya, ecological input-output, ecological footprint, wilayah 
pesisir Banten 


INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES ) 


ISSN 2088-8449 Vol. 7 No. 2, 2012 


Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya 


UDC 639.(042) 
Dampak Subsidi Solar Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap di Bitung dan Pelabuhanratu 


Estu Sri Luhur dan Yesi Dewita Sari 


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan subsidi harga solar terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di dua lokasi dengan tingkat pemanfaatan sumber 
daya perikanan yang berbeda, yaitu Bitung dan Palabuhanratu. Data yang digunakan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada nelayan yang menggunakan 
alat tangkap berbeda di kedua lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya subsidi harga solar menyebabkan semakin besar 
keuntungan yang diterima oleh nelayan karena biaya operasional yang ditanggung oleh nelayan semakin 
rendah. Di Bitung hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy (D) berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan sebesar 2,28 yang artinya bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan 
penerimaan sebesar 2,28%. Dengan demikian, subsidi solar mampu mendorong usaha perikanan tangkap 
nelayan di Bitung secara berkelanjutan. Sementara itu di Palabuhanratu menunjukkan bahwa jumlah hari 
melaut (trip) dan subsidi solar (D) berpengaruh negatif terhadap penerimaan. Makin lama hari melaut 
di fishing ground Teluk Palabuhanratu justru mengurangi penerimaan nelayan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu terindikasi adanya kelebihan 
upaya penangkapan sehingga subsidi yang diberikan seharusnya bertujuan memfasilitasi nelayan untuk 
menangkap di luar Teluk Palabuhanratu. 
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Penguasaan Aset dan Struktur Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Menurut Musim Yang Berbeda 


Rizki Aprilian Wijaya, Hakim Miftakhul Huda, dan Manadiyanto 


Tulisan ini menyajikan struktur pembiayaan usaha penangkapan ikan tuna di Kota Bitung. Tujuan dari 
penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui biaya investasi yang dibutuhkan, struktur pembiayaan 
usaha berdasarkan perbedaan musim ikan dan ukuran kapal, serta prospek pengembangan usaha. Penelitian 
menggunakan metode survei. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pemilik kapal. 
Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan analisa finansial. Hasil analisis menunjukan 
bahwa biaya total armada tuna mengalami peningkatan pada saat musim paceklik dan penerimaan 
mengalami peningkatan pada saat musim puncak ikan. Ukuran kapal yang digunakan berhubungan positif 
dengan biaya total, penerimaan dan pendapatan usaha. Berdasarkan analisa kelayakan usaha, ukuran kapal 
< 5 GT lebih layak secara ekonomi dibandingkan dengan kapal berukuran 5 — 10 GT. Implikasi kebijakan 
yang disarankan adalah menciptakan iklim investasi yang baik untuk penangkapan ikan tuna dengan 
batasan ukuran kapal £ 10 GT melalui skema kerjasama antara nelayan lokal dan investor yang berminat 
dengan prinsip bagi hasil yang adil. 
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Rezim Hak Kepemilikan dan Akses Terhadap Sumberdaya Lahan Bagi Efektivitas 
Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu 


Tjahjo Tri Hartono, Hariadi Kartodihardjo, Ari Purbayanto, Arif Satria 


Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rezim hak kepemilikan tanah dan hak terhadap akses 
pengelolaan yang mendukung lembaga konservasi penyu yang efektif. Penelitian ini dilakukan di Ujung 
Genteng - Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pesisir yang terkait dengan upaya konservasi 
penyu mulai dari bulan Desember 2009 sampai Maret 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis 
spasial pada wilayah seluas 1.334,70 hektar menunjukkan bahwa antara tahun 2001 - 2010, luas lahan 
pertanian meningkat sebesar 31% dan daerah pengembangannya (28,78%) memanjang ke arah pantai. 
Pola perubahan penggunaan lahan dipicu oleh transisi dari tanah terlantar menjadi pemukiman dan 
pembangunan fasilitas wisata bahari. Berdasarkan dinamika perubahan penggunaan sumber daya lahan 
sangat diperlukan perubahan kelembagaan untuk menjamin kepastian pemanfaatan sumberdaya lahan 
di wilayah pesisir sejalan dengan tujuan konservasi penyu. Pemerintah pusat mendelegasikan otoritas 
kewenangannya ke tingkat desa dan pemerintah desa menjadi pemilik dan pengelola di instansi yang 
bersangkutan. 
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UDC 639.9 


Kajian Pemasaran Ikan Lele (Clarias Sp) Dalam Mendukung Industri Perikanan Budidaya 
(Studi Kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) 


Riesti Triyanti dan Nensyana Shafitri 


Penelitian bertujuan untuk mengkaji saluran pemasaran ikan lele di Kabupaten Boyolali. Penelitian 
juga dilakukan untuk mengkaji besarnya biaya, keuntungan, margin pemasaran serta efisiensinya. Penelitian 
menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan April 2012 
dengan teknik wawancara, pencatatan dan observasi. Teknik pengambilan sampel pembudidaya dilakukan 
secara random sampling; sedangkan sampel pedagang diambil secara snowball sampling. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif dan cost margin analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat 
pola rantai pemasaran ikan lele dengan rantai yang panjang di saluran | dan II dan rantai terpendek di 
rantai III. Biaya dan keuntungan terbesar untuk penjualan lele hidup terdapat di saluran pemasaran I, 
sedangkan margin pemasaran terkecil untuk penjualan lele hidup terdapat di saluran pemasaran II. Ketiga 
saluran pemasaran lele hidup sudah efisien dengan nilai farmer's share terbesar pada saluran II yaitu 
87,34 %; sedangkan saluran IV memiliki nilai farmer's share terkecil sebesar 8,9596. Hasil penelitian efisiensi 
saluran pemasaran lele diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan peningkatan nilai tambah 
dan daya saing produk perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya dan 
industri pengolahan. 
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UDC 639.057 


KEMISKINAN NELAYAN: 
Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliori, Rembang, 
Jawa Tengah 


M. Alie Humaedi 


Kemiskinan masyarakat nelayan secara faktual terjadi di mana-mana. Ia tidak hanya disebabkan oleh faktor 
internal dalam mekanisme produksinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal yang tercipta di lingkungannya. 
Tradisi dan kelembagaan tradisi tidak selalu dianggap baik dan mampu menjaga eksistensi kehidupan 
orang miskin. Bahkan, keduanya bisa menjerumuskan atau semakin membenamkan orang miskin pada 
kemiskinan absolut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian etnografi 
masyarakat nelayan ini berupaya memberikan tawaran jalan keluar berdasarkan potensi dan karakter 
kebudayaan masyarakat dalam menghadapi kemiskinannya. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif. Hasil kajian adalah sebagai berikut. Buwoh dan bank titil di Kaliori Rembang Jawa Tengah telah 
menjadi bukti otentik bagaimana tradisi yang dikemas oleh para pencari rente lebih kejam dari jeratan 
utang bakul yang selama ini dituduh sebagai penyebab utama kemiskinan nelayan. Meskipun kondisi 
faktual kemiskinan itu tidak serta merta mendorong nelayan menjadi penganut konstruksi instrumental, 
peran pemerintah dalam menstimulasi tradisi dan kelembagaan tradisi yang mereduksi kemiskinan harus 
dipacu dalam bentuk kebijakan dan program. 
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Konflik dan Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kerang Hijau di Kalibaru Jakarta Utara 


Nendah Kurniasari, Arif Satria dan Said Rusli 


Sebagai entitas usaha yang memanfaatkan sumberdaya pesisir yang bersifat common property 
resources, pembudidaya dan pengolah kerang hijau harus berhadapan dengan berbagai pelaku yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap wilayah pesisir yang sama. Kondisi ini memunculkan 
berbagai potensi konflik terkait dengan pengaturan peruntukan wilayah dan kewenangan dalam 
pengelolaan sumberdaya pesisir. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis eksistensi konflik dan strategi 
penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kerang hijau di Kalibaru Jakarta Utara. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil kasus di Kelurahan Kalibaru, 
Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Analisa data dilakukan mengacu pada teori struktural 
fungsional dan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber potensi konflik berawal dari 
perbedaan pemaknaan antar pihak yang berkonflik, serta penegakkan aturan yang tidak semestinya. Jenis 
konflik terdiri dari konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah dan konflik ekologi yang terjadi antara 
pembudidaya dan pengolah kerang hijau dengan nelayan, pemerintah dan pihak industri. Penyelesaian 
konflik cenderung dapat diselesaikan dengan cepat secara kekeluargaan jika yang berkonflik merupakan 
pengguna perairan secara langsung yang memahami kesepakatan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. 
Namun demikian konflik ini pun mempunyai dampak positif yaitu menumbuhkan kesadaran pembudidaya 
dan pengolah kerang hijau untuk berkelompok, mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu yang 
berkembang selama ini, serta membimbing kepada aliansi antar kelompok yang berkepentingan. 
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Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelatihan Perikanan Budidaya 
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Madyunin 


Untuk mengejar ketertinggalan teknologi budidaya perikanan yang dialami oleh pembudidaya ikan saat 
ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui pelatihan perikanan budidaya. Penelitian analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan budidaya perikanan ini bertujuan untuk mengukur 
hubungan kausalitas dari faktor sarana pelatihan, kualitas peserta pelatihan, ketepatan metode pelatihan, 
kualitas bahan ajar, dan faktor kualitas pelatih terhadap efektivitas pelatihan budidaya perikanan. Obyek 
penelitian ini yaitu purnawidya pelatihan budidaya perikanan yang dilatih di Balai Diklat Perikanan 
Banyuwangi, yang tersebar di tiga provinsi, sebanyak 105 orang. Data dianalisis dengan Structural Equation 
Modeling (SEM). Hasil penelitian mengemukakan bahwa faktor sarana pelatihan berpengaruh positif 
signifikan terhadap efektivitas pelatihan budidaya perikanan dan efektivitas pelatihan budidaya perikanan 
terhadap efisiensi kinerja pembudidaya ikan berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya diperoleh hasil 
bahwa faktor kualitas peserta pelatihan , kualitas isi bahan ajar, ketepatan metode pelatihan dan kualitas 
pelatih tidak signifikan terhadap efektivitas pelatihan yang dilakukan. Hasil penelitian merekomendasikan 
bahwa Balai Diklat Perikanan Banyuwangi perlu pembenahan terhadap kriteria calon peserta pelatihan, 
kualitas bahan pembelajaran, peningkatan kualitas pelatih. 
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ABSTRAK 


Dalam perencanaan wilayah pesisir Provinsi Banten, perikanan budidaya memiliki peran penting 
terhadap nilai sosial dan ekonomi, terutama dalam hubungannya dengan aktivitas ekspor dari produk 
perikanan budidaya tersebut. Namun demikian, aktivitas perikanan budidaya juga berpotensi memberikan 
multiplier negatif jika dipandang dari segi efek yang ditimbulkan ke lingkungan pesisir, terutama ketika 
tidak ada pengelolaan yang baik pada aktivitas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah 
kekuatan struktur dan interaksi antar sektor dari perikanan budidaya, (2) Mengestimasi dampak ekonomi 
dan ekologi dari pembangunan perikanan budidaya, dan (3) Mengestimasi daya dukung lingkungan pesisir 
yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan 
tersebut, dibangun model ecological input-output dan pendekatan ecological footprint. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa indeks keterkaitan ke belakang (1,84) lebih tinggi daripada keterkaitan ke depan (1,02). 
Hal ini berarti bahwa aktivitas perikanan budidaya di Provinsi Banten lebih memiliki kemampuan dalam 
menarik sektor hulu dibandingkan dengan sektor hilirnya. Lebih lanjut, pembangunan perikanan budidaya 
juga memberikan multiplier ekonomi yang memiliki income multiplier (2,20) lebih tinggi dibandingkan 
employment multipliernya (1,17). Dari segi ecological multiplier, area mangrove memberikan indeks 
sebesar 0,005, COD (0,001), dan TDS (0,001). Penggunaan pendekatan ecological footprint, diestimasikan 
bahwa daya dukung dari area pesisir yang tersedia adalah pada level 48.886 ha dengan target permintaan 


497.825,59 juta rupiah. 


Kata Kunci: pembangunan perikanan budidaya, ecological input-output, ecological footprint, wilayah 
pesisir Banten 


Abstract: Ecological-Economic Analysis of Sustainable Aguaculture Development Planning in the Coastal 
Zone of Banten Province. By: Yoga Candra Ditya, Luky Adrianto, Rokhmin Dahuri and Setyo 
Budi Susilo. 


In the planning of Banten coastal zone, aguaculture has important role due to its social and economic 
value especially related with export activities of the aguaculture products. However, aguaculture activities 
potentially have also a negative multiplier effect on the coastal environment, especially when there is 
no proper management of those activities. The aims of this research are (1) to identify the structure and 
interaction among sectors in aguaculture activities, (2) to estimate the economic and ecological impact of 
the aguaculture activities, and ;(3) to estimate carrying capacity of the coastal area enabling for sustaining 
aguaculture development. To achieve these objectives, ecological input-output model was developed and 
supported with ecological footprint approach. Results of the study reveal that backward linkages index 
(1.84) is higher than forward linkages one (1.02). This means that aguaculture activities in Banten Province 
has capacity to pull upstream sectors rather than downstream sectors. Furthermore, aguaculture 
developmant has also produced economic multiplier by which income multiplier is (2.20) higher than 
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employment multiplier (1.17). From the ecological multiplier point of view, mangrove area producs 
index as of 0.005, COD (0.001), and TDS (0.001). Using ecological footprint approach, the carrying 
capacity of appropriated coastal area is estimated at the level of 48,886 ha with the demand target of 


IDR 497,825.59 million. 


Keywords: aguaculture development, ecological input-output, ecological footprint, Banten coastal zone 


PENDAHULUAN 


Mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu agenda pembangunan 
ekonomi setiap wilayah. Berbagai cara dan 
kebijakan dilakukan agar tetap berada pada 
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal 
yang sama juga dilakukan oleh Provinsi Banten 
yang sedang giat-giatnya dalam melaksanakan 
pembangunan, sebagai provinsi yang relatif 
masih muda dan kaya akan sumberdaya 
alam, baik yang renewable maupun yang 
non-renewable. Provinsi ini berupaya untuk 
mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi 
dengan cara memanfaatkan seluruh potensi 
sumberdaya alam yang tersedia. 


Provinsi Banten memiliki garis pantai 
sepanjang 501 km dengan tiga muka pantai 
yaitu sebelah utara yang berhadapan dengan 
Laut Jawa, sebelah barat dengan Selat Sunda 
dan sebelah selatan dengan Samudera Hindia 
(BAPPEDA, 2002). Kemampuan Provinsi 
Banten dalam melakukan pengelolaan 
perikanan budidaya di wilayah pesisirnya 
telah memberikan total produksi sebesar 
16.810,70 ton dari budidaya tambak seluas 
8.010,55 ha dan budidaya laut seluas 11.882,00 
ha (BPS, 2006). Keseriusan pengelolaan 
perikanan budidaya di Provinsi Banten juga 
terlihat dengan dilaksanakannya Program 
Intensifikasi Budidaya Perikanan (INBUDKAN) 
yang kegiatannya meliputi kegiatan percontohan 
dan penguatan modal untuk memberdayakan 
masyarakat nelayan pembudidaya. 


Selain itu, perikanan budidaya mampu 
menciptakan peluang usaha dan penyerapan 
tenaga kerja. Namun demikian, ternyata 
sisi lain yang terjadi berkurangnya areal 
hutan mangrove yang dikonversi menjadi 
tambak mengakibatkan menurunnya potensi 
sumberdaya alam hayati. Kerusakan dan 
konversi hutan mangrove ini terjadi di pantai 
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Utara, selatan dan barat Provinsi Banten, yang 
meliputi wilayah pesisir Kabupaten Serang, 
Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Panimbang 
Kabupaten Pandeglang. Selama periode 2004 
tercatat luas hutan mangrove di Provinsi Banten 
2.374,11 ha kemudian pada tahun 2005 luas 
tersebut menurun menjadi 2.214,45 ha (DKP, 
2006). Dengan kata lain, terjadi penurunan 
luasan 6,73% per tahun, angka ini lebih besar 
dari rata-rata penurunan luasan mangrove 
secara nasional 1,1% per tahun. 


Implikasi dari hal ini dikarenakan kawasan 
pesisir merupakan kawasan yang rentan 
(vulnerable) terhadap perubahan lingkungan, 
yang akan menerima dampak negatif berupa 
pencemaran, sedimentasi, dan perubahan 
hidrologi serta penurunan keanekaragaman 
hayati (biodiversity loss) akibat aktivitas 
manusia dan pembangunan di daratan. Hal 
ini jika dibiarkan akan berakhir pada konflik 
penggunaan ruang karena sifat wilayah pesisir 
yang merupakan common property resource 
dengan pola pemanfaatan menjadi open access 
(siapa saja, kapan saja, dan berapa saja bebas 
menggunakan pesisir) yang akibatnya akan 
terjadi tragedy of the commons. 


Oleh karena itu, untuk mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi, baik melalui 
pemanfaatan sumberdaya alam, intensifikasi 
penggunaan lahan maupun industrialisasi 
memungkinkan timbulnya dampak terhadap 
lingkungan, atau sering dikatakan adanya 
trade-off antara sisi ekonomi dan ekologi. 
Namun demikian, dampak negatif dari 
kegiatan pembangunan ekonomi tidak 
berarti harus menghentikan atau mengurangi 
kegiatan pembangunan ekonomi, karena 
penghentian kegiatan pembangunan berarti 
akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi 
yang pada gilirannya akan menurunkan 
pendapatan masyarakat dan pada sisi lain akan 


meningkatkan pengangguran atau kemiskinan. 


Hal tersebut mendorong perlunya suatu 
perencanaan pembangunan perikanan budidaya 
yang berkelanjutan terkait dengan daya dukung 
kawasan/wilayah pesisir itu sendiri. Dengan 
menekankan pada perhatian pemanfaatan 
lahan pesisir yang optimal dan diharapkan 
dengan adanya perencanaan perikanan 
budidaya bisa mengestimasi kemungkinan 
konsekuensi yang timbul. Selain itu, belum 
adanya studi tentang daya dukung lingkungan 
dilihat dari segi pemanfaatan lahan pesisir 
yang optimal untuk keberlanjutan, analisis 
daya dukung kawasan menjadi tantangan 
tersendiri dalam pengembangan ilmu yang 
ada. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Menelaah 
kekuatan struktur dan interaksi antar sektor 
dari perikanan budidaya di Provinsi Banten; 2). 
Mengestimasi dampak terhadap ekonomi dan 
ekologi dari pembangunan perikanan budidaya 
di wilayah pesisir; dan 3). Mengestimasi 
daya dukung lingkungan pesisir yang dapat 
dimanfaatkan bagi kegiatan perikanan budidaya 
berkelanjutan. 


METODOLOGI 


Analisis ekonomi-ekologi digunakan dalam 
penelitian ini untuk mengkaji perencanaan 
pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan 
(meliputi budidaya laut dan budidaya 
tambak) di wilayah pesisir Provinsi Banten, 
menggunakan pendekatan ecological footprint 
dan pengembangan analisis ecological input- 
output dengan aspek ekonomi-ekologi. Pada 
aspek ekonomi mencakup dampak dari kegiatan 
perikanan budidaya terhadap pendapatan dan 
ketersediaan lapangan kerja. Aspek ekologi 
meliputi input sumberdaya alam untuk kegiatan 
perikanan budidaya dalam hal ini berupa input 
lahan dan mangrove serta dampak yang terjadi 
terhadap lingkungan akibat kegiatan tersebut 
yang berupa limbah bahan organik. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam kajian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh 
melalui penelusuran pustaka dan laporan 
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dari berbagai instansi, yang meliputi: data 
fisik, sosial dan ekonomi, antara lain: Neraca 
Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dan Tabel 
Input-Qutput Provinsi Banten. Wawancara 
juga dilakukan kepada stakeholders dalam 
hal ini BAPPEDA untuk konfirmasi penggunaan 
lahan. Guna keperluan analisa disusun tabel 
Input-Output perikanan Banten yang diawali 
dengan perhitungan variabel penyusunnya. 
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling 
lama dilakukan dan membutuhkan energi 
yang lebih karena ada tahap rekonsiliasi yang 
dilakukan berulang-ulang hingga tabel Input- 
Output perikanan yang disusun balance. 


Metode Analisis Data 


Ecological input-output digunakan untuk 
menelaah kekuatan struktur dan interaksi 
antar sektor dari perikanan budidaya dan 
mengestimasi dampak terhadap ekonomi 
dan ekologi dari pembangunan perikanan 
budidaya di wilayah pesisir yang meliputi 
multiplier ekonomi dan ekologi. Ecological 
input-output merupakan pengembangan 
dari model input-output (I-O) konvensional 
yang telah digunakan sebagai alat analisis 
perencanaan pembangunan selama ini (KMNLH 
dan BPS, 2000). Model ecological input- 
output dilakukan dengan cara memasukkan 
beberapa jenis komoditas ekologi, seperti air 
dan tanah ke dalam deretan sektor produksi 
dan menambahkan pada kolom-kolom terakhir 
beberapa output yang berupa limbah atau 
permasalahan lingkungan/ekologi seperti 
pencemaran dan sebagainya yang merupakan 
produk kegiatan ekonomi. 


Prinsip analisis yang digunakan sama 
dengan prinsip pada analisis dasar, dimana 
dengan mengasumsikan koefisien konstan, maka 
dampak perubahan permintaan akhir pada 
produksi berbagai sektor (termasuk produksi 
limbah) akan bisa diprediksi. Karena model 
ini mencakup komoditi ekologi seperti air dan 
tanah yang dimasukkan sebagai input, maka 
dapat diprediksi dampak perubahan permintaan 
akhir pada besarnya kebutuhan input setiap 
sektor, sehingga dampaknya pada degradasi 
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lingkungan dapat diperkirakan (KMNLH dan 
BPS, 2000). 


Di samping itu, pendekatan ecological 
footprint digunakan untuk mengestimasi daya 
dukung lingkungan untuk kegiatan perikanan 
budidaya berkelanjutan. Pengaruh fisik pada 
perhitungan metodologi difokuskan pada 
ketersediaan lahan yang diperkenalkan oleh 
Wackernagel dan Rees (1996) dan secara 
umum direferensikan untuk ecological 
footprint (Hubacek dan Giljum, 2002). Oleh 
Wackernagel dan Rees (1996), ecological 
footprint didefinisikan sebagai total area 
lahan dan perairan yang dibutuhkan untuk 
mendukung suatu populasi dengan spesifik 
lifestyle dan pemberian teknologi terhadap 
kebutuhan sumberdaya alam dan mengabsorbsi 
semua buangan dan emisi dalam kurun waktu 
tertentu. 


Lebih lanjut Adrianto (2006), 
menambahkan ecological footprint merupakan 
suatu konsep daya dukung lingkungan dengan 
memperhatikan tingkat konsumsi masyarakat, 
sehingga perbandingan ketersediaan lahan 
untuk populasi di suatu wilayah dengan 
ketersediaan ecological capacity, defisit atau 
surplus keberlanjutan dapat dikuantitatifkan. 


Analisis carrying capacity di sini 
menggunakan pendekatan ecological footprint, 
dimana menurut Hubacek dan Giljum (2002) 
perhitungan ecological footprint adalah bagian 
dari kategori lahan built-up dan kesesuaian 
lahan langsung untuk infrastruktur, bukan 
pada dasar penggunaan lahan aktual atau 
data tutupan lahan, tetapi diawali dengan 
konsumsi sumberdaya oleh suatu populasi 
yang spesifik dalam unit massa. 


Penggunaan ecological footprint 
dapat dilihat sebagai hal yang bermanfaat 
dengan suatu jalan yang berbeda untuk 
membuat kebijakan (Moffat et al., 2000). Yang 
fundamental dari metode ecological footprint 
adalah ide untuk menunjukkan areal lahan 
dalam beberapa tipe areal yang digunakan per 
kapita dari perhitungan terhadap populasi suatu 
wilayah. Model Haberl's digunakan sebagai 
model dasar perhitungan ecological footprint 
(Haberl et al., 2001), yaitu sebagai berikut : 
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gr DE Mi EX, 
Yai Ypi Yai 


2 reg lok 


dimana EF, = > EF, 


Keterangan : 

EF, - Ecological Footprint produk ke-i (Ha/ 
kapita) 

EF, = Total Ecological Footprint (lokal) (Ha/ 
kapita) 

DE = Domestic Extraction produk ke-i (Ton/ 
kapita) 


Impor produk ke-i (Ton/ha) 
EX. = Ekspor produk ke-i (Ton/ha) 


Yield (produktivitas) lokal produk 
ke-i (Ton/ha) 


- Yield (produktivitas) regional produk 
ke-i (Ton/ha) 


reg I 


Sementara itu biocapacity (BC) dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 


BC, = A,YF dimana BC,, => 4, YF 
Keterangan : 

A, = Luas land cover kategori ke-k (Ha) 
YF = Yield factor land cover kategori ke-k 


Untuk yield factor land cover yang 
digunakan dalam perhitungan biocapacity 
pada pendekatan ecological footprint di sini, 
didasarkan pada tipe land use dan faktor 
pembobotan dari riset yang diperkenalkan 
oleh Lenzen dan Murray (2001) dan dapat 
dilihat pada Tabel 1. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Struktur Permintaan dan Penawaran 


Berdasarkan kajian terhadap 
struktur permintaan dan penawaran pada 
sektor perikanan budidaya (Tabel 2), 


dapat dijelaskan bahwa sektor perikanan 
budidaya penyebarannya hampir merata. 
Jumlah permintaan seluruhnya mencapai 
218.391 juta rupiah. Dari jumlah tersebut 
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Tabel 1. Faktor Pembobotan Lahan Menurut Tipe Penggunaan Lahan. 


Table 1. Weighting Factor by Land Use Type. 


A Faktor Pembobotan/ 
Tipe penggunaan lahan / Land use Type Weighting Factor 
- Lahan yang dibangun/ Built 1.00 
- Lahan padang rumput atau tanaman yang terdegradasi akibat lahan 0.80 

tambang/ Degraded pasture or crop land Mined land : 
- Lahan padang rumput atau tanaman yang dibersihkan untuk perke 

bunan non-alami/ Cleared pasture and crop land Non-native planta 0.60 

tions 
- Menipisnya taman padang rumput dan perkebunan taman nasional/ 0.40 

Thinned pasture Parks and gardens Native plantations : 

- Sebagian padang rumput terganggu (kebanyakan kering)/Partially 0.20 


disturbed pasture (mostly arid) 


Sumber: Lenzen dan Murray (2001)/Source: Lenzen and Murray (2001) 


Tabel 2. Struktur Permintaan dan Penawaran Perikanan Budidaya di Provinsi Banten 


(Juta Rp). 


Table 2. Structure of Demand and Supply of Aquaculture in Banten Province (Million IDR). 


Permintaan Akhir/ Penyediaan Input/ Jumlah 
Permintaan Final Demand Input Primer Permintaan/ 
Antara / Penawaran 
sektor sector Between Domestik/ Ekspor/ Import/ Domestik/ / Sum of 
Demand Domestic Ekspor Import Domestic Demand/ 
Supply 
Perikanan 
budidaya/ 30,040 177,140 11,211 16,182 107,576 218,391 
Aquaculture 
Total Sektor/ — 5) 426,415 27,867,314 28,800,957 13,483,939 43,184,332 109,094,686 
Total Sector 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Qutput Tahun 2000/ 
Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000 


sebesar 30.040 juta rupiah atau sekitar 13,76% 
digunakan untuk memenuhi permintaan antara 
sektor produksi lainnya, memenuhi permintaan 
akhir domestik sebesar 177.140 juta rupiah 
(81,11%) dan selebihnya untuk ekspor, yakni 
sebesar 11.211 juta rupiah (5,13%) dari seluruh 
permintaan. 


Namun demikian, jika dilihat dari sisi 
penawaran menunjukkan bahwa Provinsi 
Banten hanya mampu berperan menyediakan 
produksi perikanan budidaya sebesar 107.576 
juta rupiah (49,26%) dari seluruh penawaran/ 
penyediaan produk, kekurangannya yakni 
sebesar 16.182 juta rupiah (7,41X) harus 
dipasok dari luar Provinsi Banten. Dengan 
adanya kekurangan pasokan sebesar 7,41% 


menunjukkan bahwa di Provinsi Banten telah 
terjadi kekurangan pasokan (minus) dalam 
penyediaan produksi perikanan budidaya atau 
penawaran sektor perikanan budidaya lebih 
kecil dari permintaannya, dengan demikian 
secara keseluruhan sektor perikanan budidaya 
mengalami defisit sebesar 4.971 juta rupiah 
(2,28%). 


Struktur Permintaan Akhir 


Hasil analisis terhadap sektor perikanan 
budidaya yang disajikan pada Tabel 3 
menunjukkan bahwa permintaan akhir sektor 
ini paling banyak digunakan untuk konsumsi 
rumah tangga yaitu sebesar 94,75%, dan 
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ekspor sebesar 5,95%, sedangkan untuk 
konsumsi pemerintah, pembentukan modal 
tetap sama sekali tidak ada, bahkan terjadi 
minus 0,7% untuk perubahan stok sehingga 
diperlukan impor untuk mengatasi hal 
tersebut. Interpretasi dari hal ini ternyata 
produksi perikanan budidaya lebih banyak 
digunakan untuk konsumsi rumah tangga 
baik langsung maupun tidak langsung 
dibandingkan untuk kegiatan produksi 
sektor lainnya. 


Nilai investasi yang terbentuk di sektor 
perikanan budidaya tidak ada, terbukti 
dengan pembentukan modal tetap sama 
sekali tidak ada. Hal ini perlu mendapat 
perhatian khusus dari pemerintah dan semua 
stakeholder, jika diinginkan sektor ini 
menjadi sektor andalan dimana salah satu 
alternatifnya adalah dengan meningkatkan 
investasi melalui pemberian insentif. 


Yoga Candra Ditya, Luky Adrianto, Rokhmin Dahuri dan Setyo Budi Susilo 


Struktur Input Primer 


Struktur input primer merupakan semua 
jenis balas jasa yang dibayarkan kepada 
sektor ekonomi sebagai kompensasi atas 
keterlibatannya dalam kegiatan perikanan 
budidaya. Pada Tabel 4 kegiatan usaha perikanan 
budidaya relatif lebih memberikan proporsi 
yang menguntungkan dibanding kegiatan 
ekonomi lainnya, ditunjukkan dengan surplus 
usaha sebesar 79.357 juta rupiah (73,7796) dari 
total nilai output. Angka ini lebih besar dari 
rata-rata surplus usaha semua sektor ekonomi 
wilayah (52,394). Ini menunjukkan bahwa 
dalam pembentukan output di sektor perikanan 
budidaya, komponen surplus usaha memegang 
peranan penting. Jika dibandingkan dengan 
tingkat suku bunga perbankan yang berkisar 
antara 6% hingga 12% per tahun, maka surplus 
usaha ini jauh lebih tinggi. Hal ini merupakan 
daya tarik tersendiri bagi para investor untuk 
menanamkan modalnya di sektor ini. 


Tabel 3. Komposisi Permintaan Akhir Perikanan Budidaya Menurut Komponennya. 
Table 3. Composition of Final Demand Aquaculture According to Components. 


Sektor Perikanan Budidaya/ 


Aguaculture Sector 
Komponen/Componen == 
Nilai (Juta Rp)/ % 
Value (Million IDR) 
Konsumsi rumah tangga/ Household consumption 178,465 94.75 
Konsumsi pemerintah/ Government consumption 0 0.00 
Pembentukan modal tetap/ Fixed capital formation 0 0.00 
Perubahan stok/ Stock changes (1,325) (0.70) 
Ekspor/ Eksport 11,211 5.95 
Jumlah permintaan akhir/Final demand total 188,351 100.00 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ 
Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000 
Tabel 4. Beberapa Komponen Input Primer Perikanan Budidaya dan Sektor Basis. 
Table 4. Some Components of the Primary Input Aguaculture and Sector Basis . 
Komponen/ Com- bel Pertanian/ Industri/ Perdagangan/ Lainnya/ Jumlah/ 
ponents Y a Agriculture Industry Trade Others Quantity 
Upah dan gaji/ 18,603 2,205,411 6,653,583 1,686,513 3,523,090 14,087,200 
Wages and salaries 17.29 54.33 29.07 22.21 41.28 32.62 
Surplus usaha/ 79,357 1,577,182 12,777,254 5,000,944 3,189,948 22,624,685 
Surplus effort 73.77 38.86 55:81 65.86 37.38 52:39 
107,576 4,059,114 22,889,689 7.,593,761 8,534,192 43,184,332 
Jumlah/Total 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ 


Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000 
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Namun demikian, tingkat upah dan gaji 
yang diterima masyarakat nelayan relatif kecil 
dibanding dengan kegiatan ekonomi lainnya 
yaitu sebesar 18.603 juta rupiah (17,29%). 
Angka tersebut lebih kecil dari rata-rata 
semua sektor ekonomi dalam membayar 
pekerja yaitu sebesar 32,62%. Padahal upah 
dan gaji merupakan satu-satunya komponen 
nilai tambah yang bisa langsung diterima oleh 
pekerja (buruh nelayan). Upah dan gaji yang 
relatif lebih kecil secara langsung dan tidak 
langsung akan mempengaruhi daya beli 
masyarakat (buruh nelayan). 


Keterkaitan Sektor Perikanan Budidaya 


Sektor perikanan budidaya mempunyai 
nilai Backward Linkages (BL) yang lebih besar 
yaitu sebesar 1,8378 dibandingkan dengan 
nilai Forward Linkages (FL) yang hanya sebesar 
1,0198. Hal ini berarti bahwa sektor perikanan 
budidaya mempunyai daya serap input yang 
tinggi dibandingkan dengan daya dorong 
outputnya. Daya serap tersebut sebagian 
besar dilakukan terhadap sektor industri 
yaitu sebesar 67.061 juta rupiah (30,71%) 
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dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 
sebesar 13.530 juta rupiah (6,20%). 


Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
perikanan budidaya mempunyai daya penyebaran 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat 
kepekaannya. Hal ini berarti bahwa sektor 
perikanan budidaya lebih kuat dipengaruhi 
oleh sektor-sektor penyedia input daripada 
dengan sektor-sektor pengguna output sektor 
yang bersangkutan. Gambar 1 adalah ilustrasi 
pengelompokkan sektor kegiatan berdasarkan 
daya penyebaran dan derajat kepekaan. Perikanan 
Budidaya dinotasikan dengan angka 2. 


Gambar 1 terlihat bahwa perikanan 
budidaya mempunyai indeks daya penyebaran 
tinggi dengan indeks derajat kepekaan rendah 
sehingga dikategorikan sebagai sektor Potensial, 
karena sektor tersebut mempunyai daya dorong 
yang lebih kecil dari rata-rata semua sektor, 
tetapi mempunyai daya tarik yang lebih besar 
dari rata-rata semua sektor. Di Provinsi Banten 
yang termasuk kelompok ini adalah perikanan 
budidaya, sektor konstruksi (6) dan sektor 
transportasi dan komunikasi (8). Namun 
demikian, sektor industri (4) masih menjadi 
sektor andalan di Provinsi Banten. 
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Gambar 1. Pengelompokkan Sektor Kegiatan Berdasarkan Daya Penyebaran dan Derajat 
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Dampak Ekonomi Pembangunan Perikanan 
Budidaya 


Kegiatan usaha perikanan budidaya 
pada umumnya secara langsung dan tidak 
langsung berdampak positif terhadap ekonomi 
masyarakat nelayan. Sejauh mana dampak 
ekonomi yang tercipta dapat ditunjukkan 
pada Tabel 5 yaitu nilai income multiplier 
dan employment multiplier. Analisis income 
multiplier menunjukkan bahwa sektor perikanan 
budidaya mempunyai nilai income multiplier 
sebesar 2,20 yang berada di atas rata-rata 
pembentukan pendapatan masyarakat 
secara sektoral sebesar 1,58. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 
satu juta rupiah permintaan akhir di sektor 
perikanan budidaya akan menyebabkan 
peningkatan pendapatan sebesar 2,20 kali. 
Informasi ini memberi petunjuk bahwa dari 
sisi pengganda pendapatan sektor perikanan 
budidaya cukup andal dalam menciptakan 
pendapatan masyarakat nelayan. 


Analisis employment multiplier 
menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya 
memiliki nilai sebesar 1,17 berada di bawah 
rata-rata total pembentukan lapangan kerja 
secara sektoral yang sebesar 1,57. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 
peningkatan satu juta rupiah permintaan akhir 
akan menyebabkan peningkatan penyerapan 
tenaga kerja sebanyak 1,17 orang. Informasi ini 
memberi petunjuk bahwa dari sisi pengganda 


tenaga kerja sektor perikanan budidaya belum 
cukup andal dalam menciptakan kesempatan 
kerja pada masyarakat nelayan. Hal ini perlu 
mendapat perhatian khusus dikarenakan 
upah dan gaji yang diterima oleh tenaga 
kerja di sektor tersebut relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan surplus usaha yang 
diterima oleh pengusaha. 


Dampak Ekologi Pembangunan Perikanan 
Budidaya 


Tinjauan ekologi dilakukan terhadap 
sumberdaya yang dimanfaatkan dalam 
pembangunan perikanan budidaya antara lain: 
lahan untuk produksi dan ekosistem mangrove 
sebagai input dari ekosistem serta polutan/ 
limbah bahan organik sebagai eksternalitas yang 
dihasilkan akibat kegiatan perikanan budidaya. 
Analisis ecological multiplier menunjukkan 
bahwa kebutuhan tertinggi area lahan terjadi 
pada sektor pertanian dengan nilai 0,1394, 
sedangkan perikanan budidaya menempati 
posisi kedua dengan nilai sebesar 0,0982 (Tabel 
6) yang berada di atas rata-rata kebutuhan 
area secara sektoral sebesar 0,0403. Hal ini 
mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan 
satu juta rupiah output bagi sektor perikanan 
budidaya baik secara langsung maupun tidak 
langsung dibutuhkan area tanah seluas 0,0982 
ha. Demikian juga untuk menghasilkan satu 
juta rupiah output sektor perikanan budidaya 
dibutuhkan area mangrove seluas 0,0103 ha. 


Tabel 5. Income Multiplier dan Employment Multiplier Perikanan Budidaya 
Table 5. Income Multiplier and Employment Multiplier aquaculture 


Sektor/Sector Income Multiplier Employment Multiplier 
Perikanan budidaya/ Aquaculture 2.20 1.17 
Rata-rata per sektor/The average per sector 1.58 1.57 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ 


Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000 


Tabel 6. Kebutuhan Area dan Mangrove Serta Limbah Bahan Organik Perikanan Budidaya. 
Table 6. Area and Mangrove Needs and Waste Materials Organic Aguaculture. 


Sektor/Sector Area Mangrove BOD COD TSS TDS 
Perikanan Budidaya/ Aguaculture 0,0982 0,0103 0,0006 0,0011 0,0004 0,0010 
Rata-rata per sektor/ 
0,0403 0,0010 0,0010 0,0017 0,0007 0,0016 


Average per sector 


Sumber: Hasil Pengolahan Ecological Input-Output Tahun 2000/ 
Source:Processed Results of the Ecological Input-Output at of 2000 
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Sedangkan analisis ecological multiplier 
dari sisi polutan/limbah bahan organik yang 
dihasilkan dari kegiatan perikanan budidaya 
menunjukkan bahwa perikanan budidaya 
dalam menghasilkan eksternalitas masih 
berada di bawah rata-rata ekternalitas secara 
sektoral. Implikasi dari hal ini dapat diketahui 
bahwa sektor perikanan budidaya meskipun 
merupakan sektor yang potensial ternyata 
dalam menghasilkan pencemaran bahan organik 
masih relatif lebih rendah dibandingkan sektor 
potensial lainnya. 


Ecological Footprint 


Ecological footprint (EF) merupakan 
suatu konsep daya dukung lingkungan dengan 
memperhatikan tingkat konsumsi masyarakat 
(Adrianto 2006). Analisis footprint di suatu 
wilayah didasarkan pada kegiatan konsumsi, 
ekspor dan impor yang dilakukan oleh wilayah 
tersebut. 
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Berdasarkan hasil analisis footprint yang 
disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3, rata- 
rata area yang dibutuhkan untuk budidaya 
laut di wilayah pesisir Provinsi Banten adalah 
1.135.157 ha atau 1,2 kali dari luas total wilayah 
Provinsi Banten (943.833 ha). Jika dibandingkan 
dengan area produktif untuk budidaya laut 
seluas 48.886 ha, maka area yang dibutuhkan 
23 kali dari luas areal produktif. 


Rata-rata area yang dibutuhkan untuk 
budidaya tambak di wilayah pesisir Provinsi 
Banten adalah 130.183 ha atau 0,13 kali dari 
luas total wilayah Provinsi Banten (943.833 
ha). Jika dibandingkan dengan area produktif 
untuk budidaya tambak seluas 11.707 ha, 
maka area yang dibutuhkan 11,12 kali dari 
luas areal produktif. 


Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
Provinsi Banten saat ini terjadi “ecological 
defisit” untuk budidaya laut dan budidaya 
tambak. Namun demikian, perlu diingat bahwa 
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Gambar 2. Ecological Footprint Budidaya Laut Provinsi Banten 
Figure 2. Ecological Footprint of Mariculture in Banten Province 
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Gambar 3. Ecological Footprint Budidaya Tambak Provinsi Banten 
Figure 3. Ecological Footprint of the Aquaculture Pond in Banten Province 
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daerah yang ecological defisit belum tentu 
“tidak makmur” dalam konotasi ekonomi 
karena tidak semua kebutuhan manusia dapat 
dipenuhi oleh sumberdaya alam dan lingkungan 
setempat. Daerah yang ecological defisit juga 
dapat makmur jika hasil dari sumberdaya 
alam yang tersedia dapat dipasarkan secara 
sehat untuk ditukarkan dengan kebutuhan 
hidup lain yang tidak dapat dipenuhi oleh 
sumberdaya dan lingkungan setempat. Jika 
dibandingkan dengan beberapa negara dan 
dunia, ecological footprint dari budidaya laut 
dan budidaya tambak Provinsi Banten memiliki 
nilai yang lebih kecil dibandingkan negara lain, 
sebagai contoh: Singapura 6,9 ha/kapita (Vitner 
etal., 2006) dan Dunia 0,3 ha/kapita (WWF, 
2002). 


Linkage Ecological Footprint (EF) dan 
Ecological Input-Output (EIO) 


Hasil analisis dari EIO diperoleh bahwa 
untuk memenuhi target permintaan sebesar 
satu juta rupiah output perikanan budidaya 
diperlukan areal lahan seluas 0,0982 ha 
dan atau mangrove seluas 0,0103 ha. Hal 
ini memberikan hubungan bahwa untuk 
membuka suatu usaha budidaya baik laut 
maupun tambak sangat tergantung pada target 
permintaan yang ingin dipenuhi. Semakin 
besar target permintaan yang ingin dicapai, 
maka semakin besar pula areal dan mangrove 
yang dibutuhkan. Hubungan EF dengan EIO 


dalam bentuk area untuk perikanan budidaya 
disajikan pada Gambar 4. 


Areal yang optimum untuk budidaya 
laut yaitu pada level 48.886 ha atau sejalan 
dengan biocapacity, dengan target permintaan 
yang dapat dipenuhi sebesar 497.825,59 juta 
rupiah. Budidaya tambak, areal yang optimum 
hanya pada level 11.707 ha dengan target 
permintaan yang dapat dipenuhi sebesar 
119.217,04 juta rupiah. Dari hubungan EF 
dan EIO untuk perikanan budidaya khususnya 
dalam bentuk area, diperoleh suatu persamaan 
yaitu : A = 0,0982 y, Dimana: A = Areal tanah 
(ha), dan y - Target permintaan yang ingin 
dipenuhi (juta rupiah). 


Persamaan di atas bisa digunakan dalam 
merencanakan pembangunan perikanan 
budidaya di Provinsi Banten khususnya 
untuk mengetahui berapa besar areal yang 
dibutuhkan untuk usaha budidaya (laut atau 
tambak) berdasarkan pada target permintaan 
yang ingin dipenuhi. Namun demikian, perlu 
diingat batasan biocapacity sebagai sebuah 
ukuran ketersediaan lahan produktif secara 
ekologis, sehingga dalam pemanfaatannya 
tidak boleh melebihi agar pembangunan yang 
berkelanjutan terpenuhi. 


Selain itu, hubungan EF dan EIO untuk 
perikanan budidaya khususnya dalam keperluan 
area mangrove diperoleh suatu persamaan 
yaitu: M = 0,0103 y, Dimana: M = Area 
Mangrove (ha), dan y = Target permintaan 
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Demand (million IDR) 
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Gambar 4. Hubungan Ecological Footprint dan Ecological Input-Output dalam Bentuk Area 


untuk Perikanan Budidaya. 
Figure 4. 
for Aquaculture. 
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Ecological Footprint and Ecological Input-Output Relationships in the form of Area 


yang ingin dipenuhi (juta rupiah). Persamaan 
ini bisa digunakan dalam merencanakan 
pembangunan perikanan budidaya di Provinsi 
Banten khususnya untuk mengetahui berapa 
besar mangrove yang dibutuhkan untuk usaha 
budidaya (laut atau tambak) berdasarkan pada 
target permintaan yang ingin dipenuhi. Namun 
demikian, perlu diingat batasan biocapacity 
untuk mangrove itu sendiri. Ternyata di 
Provinsi Banten luas mangrove hanya sebesar 
2.214,45 ha, hal ini bisa menjadi perhatian dan 
pertimbangan yang optimum oleh pengambil 
kebijakan dalam merencanakan pembangunan 
perikanan budidaya agar lebih berwawasan 
lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Ditinjau dari kekuatan struktur perikanan 
budidaya Provinsi Banten cenderung digunakan 
untuk keperluan konsumsi baik langsung 
maupun tidak langsung dibandingkan untuk 
kegiatan produksi. Namun demikian, perikanan 
budidaya termasuk dalam kategori sektor 
potensial untuk dikembangkan. Implikasi dari 
hal ini ditunjukkan bahwa perikanan budidaya 
mempunyai daya serap input yang tinggi 
dibandingkan dengan daya dorong outputnya, 
atau dengan kata lain lebih kuat dipengaruhi 
oleh sektor-sektor penyedia input dibanding 
dengan sektor-sektor pengguna outputnya. 


Berdasarkan estimasi dampak ekonomi 
yang muncul dari pembangunan perikanan 
budidaya ternyata perikanan budidaya cukup 
andal dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat nelayan, tetapi belum cukup 
andal dalam menciptakan kesempatan 
kerja. Hal ini sejalan dengan surplus usaha 
yang diterima oleh pengusaha yang relative 
lebih besar dibandingkan dengan upah 
dan gaji yang diterima oleh tenaga kerja di 
sektor tersebut, sehingga berimplikasi pada 
rendahnya keinginan bekerja di sektor ini 
dan lebih tertarik di sektor lain. Selain itu, 
estimasi dampak ekologi dari pembangunan 
perikanan budidaya ternyata perikanan 
budidaya membutuhkan input lingkungan di 
atas rata-rata kebutuhan area dan mangrove 
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secara sektoral. Namun demikian, eksternalitas 
yang ditimbulkan dari perikanan budidaya 
masih berada di bawah rata-rata ekternalitas 
secara sektoral. 


Analisis daya dukung lingkungan 
menunjukkan bahwa perikanan budidaya 
Provinsi Banten mengalami ecological defisit. 
Daya dukung lingkungan pesisir yang dapat 
dimanfaatkan untuk budidaya laut yaitu pada 
level 48.886 ha dengan target permintaan 
optimum 497.825,59 juta rupiah, sedangkan 
budidaya tambak pada level 11.707 ha dengan 
target permintaan optimum 119.217,04 juta 
rupiah. 


Implikasi Kebijakan 


Dalam melakukan pembangunan 
perikanan budidaya perlu memperhatikan 
keberadaan sektor industri dan sektor 
perdagangan, hotel dan restoran, karena 
sektor tersebut memiliki daya tarik dan 
daya dorong yang besar terhadap perikanan 
budidaya. Sehingga pembangunan tidak bersifat 
sektoral melainkan lintas sektoral, dan 
keterkaitan dengan sektor tersebut akan 
semakin kuat. 


Di samping itu, untuk mendukung hal 
tersebut kebijakan terhadap iklim investasi dan 
usaha khususnya di sektor perikanan budidaya 
juga menjadi perhatian utama jika ingin sektor 
ini menjadi sektor andalan. Dengan tingkat 
surplus usaha yang diatas rata-rata dari sektor 
lainnya, ini bisa menjadi modal tersendiri untuk 
menarik minat para investor. Namun perlu 
diperhatikan juga tingkat upah dan gaji yang 
diterima oleh masyarakat nelayan agar daya 
beli tetap terjaga dan terjadi keseimbangan 
dalam kegiatan produksinya. 


Terkait dengan perencanaan 
pembangunan berkelanjutan, hendaknya lebih 
memperhatikan mariculture sebagai sebuah 
solusi implikasi kebijakan dari keberlanjutan 
perikanan budidaya. Hal ini dikarenakan 
dukungan biocapacity yang lebih besar 
sehingga mampu memberikan target 
permintaan yang optimum, dengan tetap 
menjaga kelangsungan ekosistem mangrove. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan subsidi harga solar terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di dua lokasi dengan tingkat pemanfaatan sumber 
daya perikanan yang berbeda, yaitu Bitung dan Palabuhanratu. Data yang digunakan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada nelayan yang menggunakan 
alat tangkap berbeda di kedua lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya subsidi harga solar menyebabkan semakin besar 
keuntungan yang diterima oleh nelayan karena biaya operasional yang ditanggung oleh nelayan semakin 
rendah. Di Bitung hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy (D) berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan sebesar 2,28 yang artinya bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan 
penerimaan sebesar 2,28%. Dengan demikian, subsidi solar mampu mendorong usaha perikanan tangkap 
nelayan di Bitung secara berkelanjutan. Sementara itu di Palabuhanratu menunjukkan bahwa jumlah hari 
melaut (trip) dan subsidi solar (D) berpengaruh negatif terhadap penerimaan. Makin lama hari melaut 
di fishing ground Teluk Palabuhanratu justru mengurangi penerimaan nelayan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu terindikasi adanya kelebihan 
upaya penangkapan sehingga subsidi yang diberikan seharusnya bertujuan memfasilitasi nelayan untuk 
menangkap di luar Teluk Palabuhanratu. 


Kata Kunci: subsidi perikanan, harga solar, biaya operasional, keberlanjutan usaha, perikanan tangkap 


Abstract: Role of Price Subsidies on Diesel Fuel to Sustainability of Fishing Effort in Bitung, North Sulawesi 
and Palabuhanratu, West Java by Estu Sri Luhur and Yesi Dewita Sari. 


This study aims to assess the role of price subsidies on diesel fuel to the sustainability of fishing. 
Research was carried out at two locations of Bitung and Palabuhanratu representing different level of 
fishery resources utilization in 2010. Data used consists of primary and secondary data. Primary data were 
obtained through interviews with fishers using different gear on both sites and then analyzed using multiple 
regression. Results showed that diesel price subsidies causes the greater benefits received by the fishermen 
because the operational costs incurred by the fishermen are getting lower. In Bitung result of the analysis 
shows that the dummy variable (D) significant on revenue of 2.28 which means that the provision of diesel 
subsidies for fishermen to increase their revenue to 2.284. Thus, the diesel subsidies could encourage 
fishermen fishing effort in Bitung in a sustainable manner. Meanwhile, in the Palabuhanratu result showed 
that number of days at sea (trip) and diesel subsidies (D) have negative effect to the revenue. The longer 
days at sea in the fishing ground Palabuhanratu Bay instead reduce fishing revenue. It means, utilization 
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of fishery resources in the Palabuhanratu Bay have indicated on excess fishing effort, so that subsidy given 
should be aimed at facilitating fisher to fishing outside the Palabuhanratu Bay. 


Keywords: fisheries subsidies, diesel fuel, operational cost, sustainable business, fishing effort 


PENDAHULUAN 


Peningkatan produksi usaha perikanan 
tangkap laut didorong oleh berbagai kebijakan 
yang bersifat sektoral dan nasional. Kebijakan 
sektoral merupakan kebijakan yang dirancang 
oleh sektor perikanan untuk memanfaatkan 
potensi sumber daya perikanan yang ada. 
Sementara itu, kebijakan nasional berupa 
kebijakan moneter atau fiskal yang dirancang 
untuk mendorong berkembangnya usaha 
perikanan. Kebijakan moneter dan fiskal yang 
dimaksud adalah berupa kredit dan subsidi yang 
diberikan pemerintah untuk usaha perikanan 
tersebut. 


Salah satu kebijakan fiskal yang diambil 
pemerintah Indonesia adalah pemberian 
subsidi, baik langsung maupun tidak langsung 
kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan. 
Menurut Kamus Oxford (Anonim, 2010), 
subsidi diartikan sebagai “a sum of money 
granted from public funds to help an industry 
or business keep the price of a commodity or 
service low.” Batasan definisi ini sangat sempit 
sebab konsesi pajak kini juga dilakukan oleh 
pemerintah dan sering didefinisikan sebagai 
subsidi. Menurut WTO dalam Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), 
subsidi terjadi apabila ada bantuan finansial 
dari pemerintah kepada lembaga publik yang 
berada di wilayah negara tersebut. Bentuk- 
bentuk bantuan finansial tersebut dapat 
dibedakan menjadi empat, yaitu bantuan 
uang langsung, insentif fiskal seperti potongan 
pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa 
selain infrastruktur atau pembelian barang 
dan membayarkan beban yang harus dibayar 
badan-badan privat (WTO, 2006). 


Dalam konteks perdagangan bebas, 
subsidi dianggap menyebabkan distorsi 
perdagangan karena adanya campur tangan 
pemerintah yang menguntungkan pihak 
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tertentu. Subsidi juga dianggap berdampak 
negatif bagi kehidupan masyarakat pesisir, 
seperti kemiskinan dan degradasi sumber 
daya yang pada gilirannnya menyebabkan 
pengangguran. Pemikiran ini yang membuat 
WTO sebagai organisasi perdagangan 
dunia menginginkan subsidi, termasuk 
subsidi perikanan harus dikurangi (phasing 
out). Bahkan, pengaturan subsidi telah 
disepakati dalam Agreement on Subsidy and 
Countervailing Measurement (ASCM) oleh 
negara-negara yang tergabung dalam WTO 
yang masih terus dibahas dan nantinya akan 
disahkan untuk melengkapi teks legal dari 
ASCM (Satria et al., 2009). 


Akan tetapi, subsidi perikanan masih 
sangat diperlukan oleh pelaku produksi 
perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya. 
Menurut Schrank and Kiethly Jr. (1999), subsidi 
perikanan tersebut memperlihatkan dua 
dampak, yaitu terhadap distribusi pendapatan 
serta terhadap keberlanjutan sumber daya 
dan usaha. Dampak yang kedua umumnya 
terdapat pada sektor perikanan (Milazzo, 
1998) dalam hal mendorong peningkatan 
kapasitas penangkapan ikan; namun jika tidak 
dikendalikan akan mengancam keberlanjutan 
usaha dan mendorong deplesi sumber daya. 


Selama ini subsidi yang telah diberikan, 
baik oleh pemerintah maupun pihak swasta 
kepada pelaku produksi perikanan masih berupa 
subsidi untuk input produksi perikanan, baik 
bersifat langsung maupun tidak langsung. 
Pada usaha perikanan tangkap, subsidi langsung 
yang sangat dirasakan manfaatnya bagi 
nelayan adalah subsidi bahan bakar solar yang 
tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
No. 9 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur 
tentang pemberian subsidi BBM kepada nelayan 
dan petani pembudidaya ikan untuk kapal 
berbobot 30 gross ton (GT) dengan jumlah 


BBM sebanyak 25 kilo liter (KL) per bulan. 
Penyaluran subsidi solar ini didukung oleh 
prasarana penyaluran BBM yang dibangun pada 
pusat-pusat pendaratan ikan dalam bentuk 
Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Bersubsidi (SPBB), dan 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak 
subsidi solar terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan tangkap di Bitung, Sulawesi Utara 
dan Palabuhanratu, Jawa Barat. 


METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu 
Kota Bitung, Sulawesi Utara dan Kecamatan 
Palabuhanratu, Jawa Barat. Kedua lokasi 
tersebut dipilih karena kegiatan penangkapan 
di Bitung dan Palabuhanratu sangat berbeda. 
Kegiatan penangkapan di Bitung lebih bersifat 
offshore karena wilayah penangkapan nelayan 
sampai ke Laut Arafura dan Laut Sulawesi. 
Sementara itu, kegiatan penangkapan di 
Palabuhanratu bersifat onshore karena 
wilayah penangkapannya terbatas di dalam 
Teluk Palabuhanratu. Untuk itu, kedua lokasi 
dapat merepresentasikan bagaimana peranan 
subsidi solar terhadap kegiatan penangkapan. 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 
sampai dengan November 2010. 


Jenis, Sumber, dan Cara Pengumpulan Data 


Jenis data yang dikumpulkan oleh 
penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder meliputi berbagai 
dokumen, laporan, dan publikasi lainnya 
yang terkait dengan kebutuhan informasi 
subsidi, seperti laporan tahunan, data Badan 
Pusat Statistik, statistik dari Dinas Kelautan 
dan Perikanan terkait, serta hasil penelitian 
yang ada terkait dengan subsidi harga solar. 


Data primer adalah terkait dengan 
informasi tentang aktivitas usaha perikanan. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
cara pengamatan lapangan, wawancara 
individual mendalam dengan key informan, 
wawancara dengan menggunakan kuesioner 
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terhadap responden nelayan pada lokasi 
penelitian. Data primer juga diperoleh melalui 
diskusi informal dengan beberapa nara sumber 
yang mempunyai pengetahuan dengan usaha 
perikanan. 


Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan melakukan wawancara terhadap 
nelayan. Responden terdiri atas 75 responden 
yang dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling berdasarkan jenis 
alat tangkap. Adapun jumlah responden 
berdasarkan alat tangkap adalah 13 nelayan 
bagan, 5 nelayan gillnet, 6 nelayan longline, 16 
nelayan pancing tonda, 10 nelayan pole and 
line, 10 nelayan purse seine, dan 15 nelayan 
tuna hand line. Namun demikian, pada analisis 
lebih lanjut penulis menggunakan katagori 
armada yang ditentukan oleh ukuran tonase 
kapal. 


Metode Analisis Data 


Analisis data dilakukan dengan statistik 
sederhana untuk mendapatkan gambaran 
kondisi usaha perikanan dengan subsidi dan 
kondisi usaha tanpa subsidi. Selain itu juga 
dilakukan analisis regresi linier berganda untuk 
mengetahui pengaruh subsidi terhadap usaha 
perikanan tangkap dengan menggunakan 
variabel dummy. 


Usaha perikanan tangkap ditinjau dari 
besarnya penerimaan usaha yang dapat 
diperoleh oleh nelayan untuk setiap trip 
penangkapan. Usaha perikanan tangkap 
dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel, 
antara lain jumlah hari melaut, jumlah ABK, dan 
besarnya biaya operasional yang digunakan. 
Model yang digunakan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi usaha 
perikanan tangkap tersebut adalah sebagai 
berikut: 


LnY = B, + B,LnX, + B,LnX, + B,LnX, + B,D te 


Keterangan: 


Y = Penerimaan nelayan/Revenue of fisher 


(Rp/trip) 
B, = Intersep/Intercept 
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B,- B, = Koefisien/Coefficient 


X, = Jumlah hari melaut/Day sea trip (day/ 
trip) 

X =Jumlah ABK/Crew of boat (people/ 
trip) 

X = Jumlah biaya operasional/Operational 


costs (Rp/trip) 

Dummy (1 = menerima subsidi, 0 = 
tidak menerima subsidi)/Dummy (1 = 
received subsidy, 0 = unreceived) 


© 
" 


Asumsi dalam analisis regresi linier 
berganda adalah sebagai berikut. 


1. Sisaan mempunyai ragam homogen 


Asumsi ini berimplikasi bahwa setiap 
pengamatan pada peubah respon 
mengandung informasi yang sama 
penting. Konsekuensinya, semua 
pengamatan di dalam metode 
kuadrat terkecil mendapatkan bobot 
yang sama besar. Dengan kata lain, 
ketidakhomogenan ragam mengakibatkan 
beberapa pengamatan mengandung 
informasi yang lebih dibandingkan yang 
lain. Dengan demikian, pengamatan ini 
seharusnya mendapatkan bobot yang 
lebih besar dibandingkan pengamatan 
yang lain. 


2.  Sisaan saling bebas 


Sisaan yang tidak saling bebas atau sisaan 
berkorelasi mungkin disebabkan oleh 
beberapa hal. Data yang dikumpulkan 
berdasarkan urutan waktu tertentu 
seringkali memiliki sisaan saling 
berkorelasi. Sisaan dari pengamatan 
pada waktu tertentu cenderung 
untuk berkorelasi dengan sisaan 
yang berdekatan. Pengaruh adanya 
sisaan yang saling berkorelasi adalah 
berkurangnya presisi penduga metode 
kuadrat terkecil, serupa dengan pengaruh 
ketidakhomogenan ragam. 


3. Sisaan menyebar normal 


Penduga 
terkecil 


dengan metode kuadrat 
tetap merupakan penduga 
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tak bias terbaik apabila asumsi lain 
terpenuhi. Kenormalan hanya diperlukan 
pada waktu pengujian hipotesis dan 
penyusunan selang kepercayaan bagi 
parameter. Secara umum, pengaruh 
ketidaknormalan sisaan terhadap 
pengujian dan penyusunan selang 
kepercayaan adalah bahwa taraf 
nyata yang berkaitan dengan dua hal 
tersebut tidak lagi sesuai dengan yang 
ditentukan. 


4. Tidak ada masalah multicolinearity 
antar peubah bebas 


Analisis regresi berganda mensyaratkan 
bahwa antar peubah penjelas tidak 
boleh ada hubungan linier. Efek dari 
adanya ragam yang besar adalah adanya 
nilai dugaan yang menjadi aneh dan 
beberapa peubah penjelas dinyatakan 
tidak signifikan. 


Koefisien determinasi (R?) dalam 
hasil regresi menunjukkan suatu nilai yang 
menerangkan besarnya keragaman dalam 
peubah tak bebas yang dapat dijelaskan oleh 
peubah bebas, yang umumnya dinyatakan 
dalam persentase (X6). Sementara itu, P-value, 
menunjukkan peluang bagi penerimaan 
H, dalam pengujian koefisien regresi. 
Apabila nilai P tersebut lebih besar dari taraf 
nyata yang ditetapkan dalam pengujian, 
maka dikatakan model regresi tersebut tidak 
nyata, artinya semua koefisien regresi sama 
dengan nol. Apabila nilai P tersebut lebih 
kecil dari taraf nyata yang ditetapkan maka 
dikatakan model regresi tersebut nyata 
(Pindyck, 1998). 


Estimasi koefisien model dilakukan 
dengan menggunakan analisis Ordinary Least 
Sguare (OLS) terhadap model yang digunakan. 
Untuk itu, Subsidi dibuatkan dengan variabel 
dummy, yaitu dummy 1 untuk responden 
yang menggunakan bahan bakar solar dan 
dummy 0 untuk nelayan yang menggunakan 
bahan bakar selain solar. Variabel penerimaan 
diperoleh dari total jumlah hasil tangkapan 
dikali dengan harga masing-masing jenis ikan 
hasil tangkapan. Jumlah hari melaut yang 


digunakan adalah jumlah hari melaut yang 
dilakukan responden pada saat musim biasa, 
yaitu bukan pada musim puncak dan juga 
bukan pada musim paceklik. Jumlah anak 
buah kapal (ABK) diperoleh dari rata-rata 
jumlah ABK setiap trip penangkapan. Biaya 
operasional terdiri dari biaya untuk pembelian 
bahan bakar, biaya ransum/konsumsi di kapal 
serta beberapa biaya lainnya yang selalu 
dikeluarkan untuk setiap trip penangkapan. 


Selanjutnya, variabel-variabel tersebut 
dianalisis dengan menggunakan OLS. Analisis 
OLS dengan metode semilogarithmic dilakukan 
untuk variabel penerimaan, jumlah hari melaut, 
dan jumlah ABK. Analisis OLS dengan metode 
logarithmic dilakukan untuk variabel rata- 
rata biaya operasional, sedangkan variabel 
dummy tidak dilakukan secara logarithmic. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Subsidi Perikanan 


Subsidi dalam pengertian ekonomi 
merupakan transfer finansial dari pemerintah 
kepada pelaku usaha, sehingga subsidi 


perikanan diberikan kepada nelayan, 
pembudidaya, dan pengolah hasil-hasil 
perikanan. Subsidi perikanan ada yang 


diberikan secara langsung dan tidak langsung. 
Subsidi langsung dapat menyebabkan 
rendahnya biaya operasi penangkapan ikan, 
sedangkan subsidi tidak langsung dapat 
mendorong peningkatan kualitas ikan hasil 
tangkapan karena semakin sempurnanya 


infrastruktur yang mendukung usaha 
penangkapan (Zulham, 2008). 
Pembelian bahan bakar minyak 


merupakan salah satu biaya terbesar yang 
ditanggung oleh nelayan dalam melakukan 
usaha penangkapan. Solar merupakan bahan 
bakar utama bagi kapal motor, sedangkan 
kapal dengan mesin tempel menggunakan 
bahan bakar campuran bensin dan minyak. 
Sementara itu, kebijakan pemerintah yang 
memberikan subsidi bahan bakar minyak 
hanya berupa solar sehingga nelayan yang 
melakukan penangkapan dengan menggunakan 
kapal dengan mesin tempel tidak merasakan 
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efek atau manfaat dari subsidi harga solar. 
Sebaliknya, subsidi harga solar yang disalurkan 
melalui stasiun pengisian bahan bakar solar 
sangat bermanfaat bagi kapal motor dengan 
tonase lebih besar yang membutuhkan 
solar lebih banyak. 


Pemberian subsidi, termasuk subsidi 
perikanan, menjadi perdebatan antara 
negara-negara maju dan berkembang 
karena dianggap mengganggu jalannya 
perdagangan bebas yang digaungkan oleh 
negara-negara maju. Sementara itu, negara- 
negara berkembang, termasuk Indonesia 
memandang subsidi perikanan masih sangat 
diperlukan oleh nelayan di negaranya untuk 
menjamin keberlanjutan usaha mereka. Untuk 
itu, pemerintah Indonesia memastikan akan 
tetap memberikan subsidi perikanan bagi 
nelayan berskala kecil di sebuah forum 
menteri kelautan dan perikanan kawasan 
Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) 
pada tahun 2010 lalu. 


Kebijakan subsidi ini diberikan untuk 
meningkatkan daya saing pelaku usaha 
perikanan skala kecil sekaligus untuk 
mengurangi beban ekonomi mereka. Untuk 
tahun 2010, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan telah mengusulkan alokasi subsidi 
BBM sebanyak 2.516.976 kiloliter yang terdiri 
atas 1.955.376 kiloliter per tahun untuk 
nelayan dan 561.600 kiloliter per tahun 
untuk pembudidaya ikan skala kecil (Ginanjar, 
2010). 


Struktur Perikanan di Bitung dan 
Palabuhanratu 
Kota Bitung dan Kecamatan 


Palabuhanratu memiliki struktur perikanan 
yang berbeda jika dilihat dari wilayah 
penangkapannya (fishing ground), armada 
penangkapan, dan alat tangkap yang 
digunakan. Dilihat secara geografis, wilayah 
penangkapan kedua lokasi penelitian 
tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup 
signifikan. Nelayan Bitung umumnya menangkap 
ikan di laut lepas atau di Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) dengan hasil tangkapan 
berupa ikan pelagis besar, seperti ikan 
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tuna. Sementara itu, nelayan Palabuhanratu 
umumnya menangkap ikan di sekitar Teluk 
Palabuhanratu dengan hasil tangkapan berupa 
ikan pelagis kecil dan demersal, seperti ikan 
layur dan ikan layang. Adapun ikan-ikan pelagis 
besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu 
berasal dari kapal nelayan pendatang yang 
wilayah penangkapannya di laut lepas. 


Berdasarkan wilayah penangkapan 
tersebut, armada penangkapan yang digunakan 
nelayan di Bitung dan Palabuhanratu berbeda. 
Nelayan Bitung tercatat sebagian besar 
(35%) menggunakan kapal yang berukuran 
> 30 GT dengan alat tangkap tuna hand line, 
purse seine, dan pole and line. Target utama 
tangkapan pole and line adalah ikan cakalang 
dan hand line adalah tuna. Sementara itu, 
sebagian besar (45%) nelayan Palabuhanratu 
menggunakan kapal berukuran 5—10 GT 
dengan alat tangkap pancing, gillnet, dan 
long line. Bahkan, nelayan Palabuhanratu 
juga yang menggunakan alat bantu 
penangkapan berupa bagan dan rumpon 
yang diletakkan di sekitar Teluk Palabuhanratu 
untuk mengakomodir armada penangkapan 
yang tidak mampu menjangkau wilayah 
penangkapan yang lebih jauh. 


Kontribusi Biaya Solar 
Operasional Penangkapan 


Terhadap Biaya 


Ditinjau dari jenis armada penangkapan, 
nelayan Bitung dan Palabuhanratu sangat 
merasakan manfaat subsidi harga solar 
karena mereka sebagian besar menggunakan 
kapal motor yang berbahan bakar solar. 
Di Kota Bitung, teridentifikasi kapal 
penangkap yang menggunakan alat 
tangkap pole and line merupakan kapal 


yang menggunakan solar terbesar di 
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 
Bitung, yaitu 4,9 kiloliter per trip 


atau mampu menyerap 23% dari total 
penyaluran solar dari SPBB di PPS Bitung. 
Biaya untuk pembelian solar bagi kapal 
pole and line adalah 65% dari total biaya 
operasional. 
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Selain kapal penangkap ikan, kapal 
pengangkut ikan yang berlabuh di PPS Bitung 
juga mendapatkan solar bersubsidi yang 
disalurkan oleh SPBB Getra di PPS Bitung. 
Sebanyak 504 jumlah solar yang disalurkan 
oleh SPBB tersebut adalah untuk kapal 
pengangkut ikan. Sebanyak 50% lagi 
disalurkan pada kapal penangkap dengan 
jenis alat tangkap rawai tuna, purse seine, 
dan hand line. Biaya untuk pembelian 
solar bagi kapal ikan dengan alat tangkap 
lainnya hanya sekitar 30% dari total biaya 
operasional. 


Di Palabuhanratu, nelayan menggunakan 
berbagai jenis kapal maupun mesin yang 
berbahan bakar solar dan premium/bensin, 
sedangkan bahan bakar jenis kerosin/minyak 
tanah hanya digunakan untuk keperluan 
penerangan saja. Hingga tahun 2010, pihak 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 
baru menyediakan BBM jenis solar saja 
yang digunakan untuk kapal perikanan 
yang berukuran » 10 GT, yakni kapal yang 
menggunakan mesin diesel untuk jenis kapal 
dogol, gillnet, longline dan kapal rumpon. 
Sedangkan jenis mesin tempel digunakan 
untuk kapal payang dan kincang dengan BBM 
jenis premium/bensin. 


Kebutuhan solar nelayan Palabuhanratu 
skala usaha mikro dan kecil merupakan 
komponen yang sangat penting dalam 
menjalankan kegiatan penangkapannya. 
Hal ini karena komponen biaya BBM 
berkisar antara 40-60% dari seluruh biaya 
operasional penangkapan ikan. Akibatnya, 
bila terjadi kenaikan harga BBM jenis solar 
sebesar 28% maka akan menambah beban 
biaya produksi penangkapan ikan sebesar 
28% x 40% = 11,25. Artinya, dengan 
kenaikan harga BBM solar tersebut maka 
nelayan mengalami beban tambahan yang 
harus dikeluarkan sebesar 11,2%. Kondisi 
seperti ini sangat memberatkan nelayan, 
terlebih lagi karena selama ini nelayan dalam 
memenuhi kebutuhan BBM solar dibeli dari 
pihak ketiga (tengkulak) yang harganya 
lebih mahal kurang lebih 30% dari harga 
ketentuan pemerintah. 
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Peran atau pengaruh subsidi harga solar 
terhadap usaha penangkapan dapat dilihat dari 
perbandingan besarnya biaya operasional yang 
dikeluarkan nelayan apabila menggunakan solar 
bersubsidi dengan biaya operasional tanpa 
subsidi. Di Bitung dan Palabuhanratu, solar 
bersubsidi dengan harga Rp 4.500 per liter 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
total biaya operasional. Tanpa adanya subsidi 
solar (dengan asumsi harga solar Rp 7.500 per 
liter) menyebabkan peningkatan total biaya 
operasional bagi seluruh kapal penangkap 
ikan dengan kapal motor. 


Pada tingkat harga solar Rp 7.500 per 
liter meningkatkan persentase biaya solar 
terhadap total biaya operasional berkisar 
38—74% pada nelayan di Bitung. Total biaya 
operasional juga mengalami peningkatan 
sebesar 17—41% dibandingkan dengan 
pemakaian solar bersubsidi. Peningkatan 
biaya operasional tertinggi terjadi pada 
kapal dengan alat tangkap pole and line, yaitu 
41% dibandingkan jika menggunakan 
solar bersubsidi. Biaya operasional kapal 
dengan alat tangkap tuna hand line mengalami 
peningkatan sebesar 18X dibandingkan 
jika menggunakan solar bersubsidi. 


Tabel 1 menunjukkan bahwa kapal 
dengan konsumsi solar lebih banyak akan 
merasakan dampak yang lebih besar terhadap 
perubahan harga solar. Dampak yang sangat 
terlihat jelas pada besarnya biaya operasional 
per trip yang harus dikeluarkan oleh nelayan 
yang meningkat apabila menggunakan solar 
tanpa subsidi. Peningkatan biaya operasional 
tertinggi akan dialami oleh kapal dengan alat 
tangkap pole and line jika menggunakan 
solar tanpa subsidi, yaitu sebesar 41%. 
Sementara itu, naiknya biaya operasional 
juga dialami oleh nelayan yang menggunakan 
kapal dengan alat tangkap purse seine dan 
tuna hand line (kapal ukuran > 10 - < 30 GT) 
yang masing-masing sebesar 18%. Untuk 
kapal ukuran 2 5 - < 10 GT dengan alat tangkap 
tuna hand line, biaya operasional akan 
meningkat sebesar 17% jika menggunakan 
solar tanpa subsidi. 
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Peningkatan biaya operasional dengan 
solar tanpa subsidi menyebabkan keuntungan 
yang diperoleh nelayan semakin rendah. 
Penurunan keuntungan nelayan untuk kapal 
dengan alat tangkap purse seine dengan solar 
tanpa subsidi adalah 2096 dibandingkan dengan 
menggunakan solar bersubsidi. Persentase 
penurunan keuntungan yang paling rendah 
dialami oleh nelayan yang menggunakan 
kapal dengan alat tangkap tuna hand line, 
baik yang berukuran > 5 - < 10 GT maupun 
ukuran 2 10 - « 30 GT yang masing-masing 
sebesar 3% dan 4% jika menggunakan solar 
tanpa subsidi. 


Dari ketiga jenis alat tangkap yang 
digunakan, pemberian subsidi solar paling 
dirasakan dampaknya bagi nelayan dengan 
alat tangkap pole and line dengan ukuran 
230 GT - «100GT. Kenaikan biaya operasional 
ini berdampak pada turunnya keuntungan 
yang diperoleh nelayan rata-rata sebesar 
52%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 
besar ukuran kapal yang memerlukan solar 
lebih banyak maka manfaat subsidi solar 
semakin dirasakan oleh nelayan. 


Hal yang sama juga terjadi pada nelayan 
Palabuhanratu yang merasakan manfaat dari 
subsidi harga solar. Tanpa menggunakan solar 
bersubsidi pada tingkat harga Rp 7.500, 
total biaya operasional nelayan meningkat 
30—50% dibandingkan apabila nelayan 
menggunakan solar bersubsidi. Akibatnya, 
prosentase biaya solar terhadap total 
biaya operasional juga meningkat sebesar 
13 — 27%. Peningkatan biaya operasional 
tertinggi terjadi pada kapal dengan alat 
tangkap longline, yaitu sebesar 50%, sedangkan 
peningkatan terendah sebesar 304 terjadi 
pada kapal dengan alat tangkap pancing 
tonda dibandingkan jika menggunakan solar 
bersubsidi. 


Tabel 2 menunjukkan bahwa kapal 
dengan ukuran lebih besar sangat merasakan 
dampak pemberian subsidi harga solar 
karena konsumsi solarnya jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan kapal ukuran lebih 
kecil. Artinya, nelayan Palabuhanratu yang 
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menggunakan kapal dengan alat tangkap 
longline yang paling besar merasakan manfaat 
subsidi harga solar karena ukuran kapalnya 
(210GT — 100 GT) jauh lebih besar dibandingkan 
kapal gillnet dan pancing tonda (25GT -«10GT). 


Peningkatan biaya operasional dengan 
solar tanpa subsidi menyebabkan keuntungan 
yang diperoleh nelayan semakin rendah. 
Penurunan keuntungan nelayan untuk kapal 
dengan alat tangkap gillnet dengan solar tanpa 
subsidi adalah 2896 dibandingkan dengan 
menggunakan solar bersubsidi. Persentase 
penurunan keuntungan yang paling rendah 
dialami oleh nelayan yang menggunakan 
kapal dengan alat tangkap pancing tonda, 
yaitu 996 jika menggunakan solar tanpa 
subsidi. 


Dari keempat jenis alat tangkap yang 
digunakan, pemberian subsidi harga solar 
paling dirasakan dampaknya bagi nelayan 
dengan alat tangkap longline, terutama 
bagi kapal longline ukuran 210GT - x30GT. 
Kenaikan biaya operasional ini berdampak 
pada turunnya keuntungan yang diperoleh 
nelayan rata-rata sebesar 68 persen. Begitupula 
halnya dengan kapal /ongline ukuran > 30 
GT — 100 GT yang harus mengeluarkan biaya 
operasional per trip lebih besar 50% apabila 


menggunakan solar tanpa subsidi sehingga 
porsi biaya solar terhadap biaya operasional 
naik dari 76% menjadi 84X. Dampak 
selanjutnya adalah menurunnya keuntungan 
yang diperoleh nelayan sebesar 44X. 


Peran Subsidi Harga Solar 
Keberlanjutan Usaha 


Terhadap 


Hasil analisis OLS untuk lokasi 
Bitung dengan jumlah responden sebanyak 
35 orang dimana variabel independent yang 
digunakan (Ln hari melaut, Ln ABK, Ln biaya 
operasional, dan dummy) dapat menjelaskan 
variabel dependent (Ln penerimaan) sebesar 
86,6% dan sisanya dijelaskan oleh faktor- 
faktor lain. Ditinjau dari P-value dengan 
tingkat kepercayaan (significance level — a) 
sebesar 5%, variabel yang berpengaruh 
signifikan adalah biaya operasional dan variabel 
dummy (Tabel 3). 


Variabel jumlah hari melaut per 
trip, jumlah ABK, dan biaya operasional 
berpengaruh positif terhadap penerimaan, 
dimana ada peningkatan variabel tersebut, 
maka penerimaan akan mengalami 
peningkatan sebesar koefisien masing-masing 
variabel tersebut. Dari hasil regresi tersebut 
model yang diperoleh adalah: 


LN Penerimaan = 8,87 + 0,11 LN Hari melaut + 0,03 LN ABK + 0,41 LN BOP + 1,47 D 


t-statistik (5,17) (0,70) 


(0,14) (2,70) (4,09) 


Tabel 3. Koefisien, Varian dan P-value Variabel yang Mempengaruhi Ln Penerimaan di Bitung, 


Tahun 2010. 
Table 3. Coefficient, Variance and P-value Variabel Which Influence Ln Revenue in Bitung, Year 
2010. 
3 7 Nilai Koefisien An Nilai P, 
Variabel/ Variable Coefficient Val A 3 Nilai T/T-Value P-Va m 
Konstanta/Constanta 8.87 5.17 0.000 
Ln Hari melaut 0.11 0.70 0.490 
Ln ABK 0.03 0.14 0.893 
Ln Biaya operasional 0.41 2.70 0.011 
Dummy 1.47 4.09 0.000 


R?-adjusted 0.866 


Sumber: Output OLS, 2010/ Source : Output OLS, 2010 
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Variabel dummy digunakan untuk 
mengetahui pengaruh subsidi terhadap 
Ln penerimaan, dalam hal ini merupakan 
salah satu variabel dari keberlanjutan usaha 
perikanan tangkap. Subsidi untuk nelayan 
di Bitung yang dimaksud adalah subsidi 
terhadap bahan bakar solar dengan adanya 
kebijakan pemerintah membangun sarana 
pengisian bahan bakar solar di pelabuhan 
perikanan. Dummy 1 untuk nelayan yang 
menggunakan mesin dengan bahan bakar 
solar yang dapat diperoleh dengan harga 
subsidi, yaitu Rp4.575 per liter. Dummy 0 
untuk nelayan atau responden yang 
menggunakan armada penangkapan dengan 
perahu motor tempel yang menggunakan 
bensin dan minyak tanah sebagai bahan 
bakar utama. Walaupun bensin masih 
disubsidi oleh pemerintah di SPBU, tetapi 
nelayan tidak dapat melakukan pembelian 
dengan mudah sehingga untuk mendapatkan 
bensin sesuai dengan kebutuhan maka 
nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan. 


Penelitian ini mengelompokkan 
responden yang tidak menggunakan bahan 
bakar solar sebagai kelompok nelayan yang 
tidak mendapat subsidi. Besarnya pengaruh 
subsidi terhadap Ln penerimaan tidak dapat 
dikatakan sebesar koefisien yang dihasilkan 
dari OLS, tetapi terlebih dahulu dilakukan 
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suatu analisis yang dikemukakan Kennedy 
(1981). Hasil analisis OLS semilogarithmic 
yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
dummy ini berpengaruh signifikan terhadap 
Ln penerimaan sebesar 2,88. Hal ini dapat 
dijelaskan bahwa pemberian subsidi solar 
kepada nelayan dapat meningkatkan 
penerimaan sebesar 2,88% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya subsidi 
solar maka usaha perikanan tangkap yang 
dilakukan oleh nelayan di Bitung dapat 
dilakukan secara berkelanjutan. 


Sementara itu, analisis OLS juga 
dilakukan untuk lokasi Palabuhanratu 
dengan 35 responden yang terdiri dari 
nelayan dengan menggunakan alat tangkap 
bagan, gillnet, pancing tonda, dan longline. 
Seluruh alat tangkap gillnet dan sebagian alat 
tangkap pancing tonda dioperasikan dalam 
Teluk Palabuhanratu. Alat tangkap longline 
dan sebagian alat tangkap pancing tonda 
dioperasikan pada wilayah penangkapan 
yang lebih jauh, bahkan untuk alat tangkap 
longline dioperasikan sampai ke laut lepas 
di perbatasan Indonesia dengan Australia. 


Hasil regresi di atas menunjukkan 
bahwa seluruh variabel penjelas berpengaruh 
signifikan terhadap Ln penerimaan, kecuali 
variabel Ln ABK dan model yang dihasilkan 
adalah: 


LN Penerimaan = - 6,80 — 1,13 LN Hari melaut + 0,07 LN ABK + 1,85 LN BOP — 2,80 D 


t-statistik (-2,20) (-3,66) 


(0,32) (6,40) (-3,45) 


Tabel 4. Koefisien dan Varian Variabel yang Mempengaruhi Ln Penerimaan di Palabuhanratu, 


Tahun 2010. 
Table 4. Coefficient and VarianceVariable Which Influence Ln Revenue in Palabuhanratu, Year 
2010. 
Variabel/Variable Nilai Koefisien/ Nilai T/T-Value Nilai P/P-value 
Coefficient Value 

Konstanta/Constanta - 6.80 - 2.20 0.035 

Ln Hari melaut -1.13 - 3.66 0.001 

Ln ABK 0.07 0.32 0.750 

Ln Biaya operasional 1.85 6.40 0.000 

Dummy - 2.80 - 3.45 0.001 

R2-adjusted 0.924 


Sumber: Output OLS, 2010/ Source : Output OLS, 2010 
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Variabel Ln jumlah hari melaut dan 
dummy berpengaruh negatif terhadap 
penerimaan. Variabel Ln jumlah hari 
melaut memiliki nilai koefisien negatif yang 
berarti bahwa peningkatan jumlah hari 
melaut menyebabkan penurunan jumlah 
penerimaan dari usaha penangkapan ikan 
di Palabuhanratu. Secara teori, penambahan 
jumlah effort seperti jumlah hari melaut dalam 
usaha perikanan tangkap akan meningkatkan 
penerimaan nelayan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan 
di Teluk Palabuhanratu telah adanya indikasi 
kelebihan upaya penangkapan. 


Variabel dummy bernilai koefisien negatif 
yang berarti bahwa adanya penambahan 
pemberian subsidi bahan bakar solar 
akan mengurangi penerimaan dari usaha 
perikanan tangkap di Palabuhanratu. Hasil 
regresi menunjukkan bahwa apabila variabel 
dummy bernilai 1 satuan maka penerimaan 
akan berkurang sebesar 0,94 satuan, ceteris 
paribus. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
biaya pembelian solar menjadi komponen 
terbesar dari total biaya operasional per trip 
penangkapan yang harus dikeluarkan nelayan 
sehingga naiknya harga bahan bakar minyak 
(BBM) dalam tahun-tahun belakangan ini sangat 
memberatkan nelayan dalam melakukan 
kegiatan penangkapan. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan di Bitung dan 
Palabuhanratu, intervensi pemerintah 
melalui pemberian subsidi harga solar 
masih sangat diperlukan oleh nelayan dalam 
negeri untuk menjamin keberlanjutan usaha 
penangkapannya. Pihak yang sangat berperan 
dalam memberikan pelayanan bahan bakar 
solar dengan harga subsidi adalah Pelabuhan 
Perikanan Samudera Bitung dan Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Palabuhanratu, baik secara 
langsung melalui milik pelabuhan perikanan 
maupun tidak langsung melalui pihak swasta 
yang telah bekerja sama dengan pelabuhan 
perikanan. 
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Salah satu variabel yang dapat 
menunjukkan keberlanjutan usaha perikanan 
tangkap adalah penerimaan yang diperoleh 
nelayan per trip penangkapan. Variabel 
penerimaan tersebut dipengaruhi oleh 
variabel jumlah hari melaut, jumlah ABK, 
biaya operasional per trip, dan dummy. 
Variabel dummy (D) merupakan variabel 
yang menjelaskan pemberian subsidi BBM 
pada nelayan yang menggunakan bahan bakar 
solar (D = 1 adanya subsidi harga solar, D = 
0 tanpa subsidi harga solar). 


Hasil analisis OLS untuk lokasi Bitung 
menunjukkan bahwa variabel bebas yang 
digunakan (Ln hari melaut, Ln ABK, Ln biaya 
operasional, dan dummy) dapat menjelaskan 
variabel tidak bebas (Ln penerimaan) sebesar 
88,2%. Ditinjau dari P-value, variabel yang 
berpengaruh signifikan adalah biaya operasional 
dan variabel dummy. Variabel dummy 
berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan 
sebesar 2,88 sehingga dapat dijelaskan bahwa 
pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat 
meningkatkan penerimaan sebesar 2,88%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
dengan adanya subsidi solar maka usaha 
perikanan tangkap nelayan di Bitung dapat 
dilakukan secara berkelanjutan. 


Hasil analisis OLS yang dilakukan 
di Palabuhanratu menunjukkan bahwa 
seluruh variabel penjelas berpengaruh 


signifikan terhadap Ln penerimaan, kecuali 
variabel Ln ABK. Variabel Ln hari melaut dan 
dummy berpengaruh negatif terhadap 
penerimaan. Hasil regresi ini menjelaskan 
bahwa adanya penambahan jumlah 
effort seperti jumlah hari melaut justru 
akan menurunkan penerimaan nelayan 
Palabuhanratu. Hasil ini menjelaskan bahwa 
pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk 
Palabuhanratu telah adanya indikasi kelebihan 
upaya penangkapan. 


Pemberian subsidi harga solar yang 
diwakili oleh variabel dummy juga menunjukkan 
hasil yang sama. Variabel dummy berpengaruh 
signifikan terhadap Ln penerimaan sebesar 
minus 0,94 sehingga dapat dijelaskan bahwa 
pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat 


menurunkan penerimaan sebesar 0,94%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
usaha perikanan tangkap di Palabuhanratu 
tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan 
dengan adanya pemberian subsidi harga 
solar karena adanya penambahan pemberian 
subsidi bahan bakar solar justru mengurangi 
penerimaan dari usaha perikanan tangkap di 
Palabuhanratu. Untuk itu, perlu dikomplemen 
dengan perbaikan kapasitas produksi perikanan 
tangkap. 


Implikasi Kebijakan 


Adanya penambahan effort yang 
menyebabkan semakin rendahnya keuntungan 
dari usaha perikanan menunjukkan suatu 
indikasi bahwa usaha perikanan tangkap 
di Bitung yang dilakukan pada wilayah 
penangkapan Laut Sulawesi dan Maluku telah 
mengalami kejenuhan. Beberapa hal yang 
mungkin terjadi adalah telah terjadi kelebihan 
tangkapan untuk spesies cakalang, adanya 
kelebihan upaya penangkapan pada wilayah 
penangkapan yang sama, dan terdegradasinya 
spesies cakalang. Untuk itu, perlu adanya skema 
pengelolaan yang tepat dalam pemanfaatan 
sumber daya ikan cakalang pada wilayah 
penangkapan tersebut. 


Untuk lokasi Palabuhanratu, perlu 
ditinjau kembali pemberian subsidi kepada 
nelayan yang melakukan penangkapan ikan 
menggunakan alat tangkap bagan, gillnet, dan 
pancing tonda yang melakukan penangkapan 
di Teluk Palabuhanratu. Di samping itu, perlu 
adanya perubahan armada penangkapan bagi 
nelayan sehingga nelayan dapat melakukan 
penangkapan ikan pada fishing ground yang 
lebih jauh, seperti ZEE dan laut lepas sebelah 
selatan Indonesia untuk mengurangi tekanan 
penangkapan ikan di wilayah penangkapan 
(fishing ground) Teluk Palabuhanratu. Apabila 
nelayan terus melakukan penangkapan ikan 
di Teluk Palabuhanratu maka usaha perikanan 
tangkap tersebut tidak dapat dilakukan secara 
berkelanjutan dan juga sumber daya yang 
ada terancam punah. 
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ABSTRAK 


Tulisan ini menyajikan struktur pembiayaan usaha penangkapan ikan tuna di Kota Bitung. Tujuan 
dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui biaya investasi yang dibutuhkan, struktur pembiayaan 
usaha berdasarkan perbedaan musim ikan dan ukuran kapal, serta prospek pengembangan usaha. Penelitian 
menggunakan metode survei. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pemilik kapal. 
Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan analisa finansial. Hasil analisis menunjukan 
bahwa biaya total armada tuna mengalami peningkatan pada saat musim paceklik dan penerimaan 
mengalami peningkatan pada saat musim puncak ikan. Ukuran kapal yang digunakan berhubungan positif 
dengan biaya total, penerimaan dan pendapatan usaha. Berdasarkan analisa kelayakan usaha, ukuran kapal 
< 5 GT lebih layak secara ekonomi dibandingkan dengan kapal berukuran 5 — 10 GT. Implikasi kebijakan 
yang disarankan adalah menciptakan iklim investasi yang baik untuk penangkapan ikan tuna dengan 
batasan ukuran kapal « 10 GT melalui skema kerjasama antara nelayan lokal dan investor yang berminat 
dengan prinsip bagi hasil yang adil. 


Kata Kunci: pembiayaan usaha, perikanan tuna, musim, penguasaan aset, Kota Bitung 


Abstract: Asset Acguisition and Financial Structure of Tuna Fishing According to Different Season. 
By: Rizki Aprilian Wijaya, Hakim Miftakhul Huda, dan Manadiyanto. 


This paper presents the asset acguisition and financial structure of tuna fishing in the Bitung City. 
Purpose of this paper was to determine of the reguired investment costs and financing structure based on 
difference season and size of the vessel, as well as the prospects for business development. The research 
employs survey method. Data were collected by using interview technigues to a number of vessel owners. 
Data analysis uses descriptiv statistics method and financial analysis. Results of the analysis showed that 
total cost of the fleet has increased during bad season and revenues increased during peak season. Size 
of the vessels used were a positively associated with total cost, revenue and operating income. Based on 
feasibility analysis, vessel size of «5 GT was more economically viable than the vessel size of 5-10 GT. Policy 
implication suggested is to create a favorable investment climate environment for tuna fishing vessel size 
limit <10 GT through estabilismeant meat cooperative scheme between local fisher and investor according 
to the principle of eguitable sharing. 


Keywords: business financing, tuna fishery, season, assets, Bitung City 
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PENDAHULUAN 


Upaya peningkatan sektor kelautan 
dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi utama saat ini tetap menjadi fokus 
utama yang dilakukan oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Program industrialisasi 
perikanan yang telah digulirkan sejak 
tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sektor kelautan 
dan perikanan, baik nelayan pesisir, laut 
dan perairan lainnya, pembudidaya, pelaku 
pengolahan serta stakeholders lainnya melalui 
peningkatan nilai tambah industri. Salah satu 
komoditas utama program industrialisasi 
perikanan yang akan dikembangkan adalah 
komoditas ikan tuna yang sebagian besar 
produksinya berbasis di wilayah timur 
Indonesia. Ikan tuna telah dikenal sebagai 
komoditas ekspor perikanan primadona 
Indonesia dan penyumbang devisa terbesar 
kedua setelah udang (Dahuri, 2008). Sifat dari 
ikan tuna sendiri merupakan jenis ikan oseanik 
yang berupaya jauh (highly migratory species) 
berenang ribuan mil setiap tahunnya melalui 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari negara- 
negara pantai dan melintasi wilayah-wilayah 
laut bebas. Komoditi ekspor ikan tuna Indonesia 
meliputi Madidihang/Yellowfin tuna (Thunnus 
albacares), Tuna Mata Besar/Bigeye tuna 
(Thunnus obesus), Tuna Sirip Biru/Southern 
bluefin tuna (Thunnus macoyii), Albakor/ 
Albacare tuna (Thunnus alalunga), Cakalang/ 
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) (Suharno 
dan Santoso, 2008). 


Kota Bitung dikenal sebagai lokasi sentra 
produksi perikanan tangkap skala industri. 
Sekitar 70% aktivitas industri di Provinsi 
Sulawesi Utara terkonsentrasi di Kota Bitung 
yang sebagian besar merupakan industri 
pengolahan ikan yang berorientasi ekspor 
(Apsari, 2009). Komoditas hasil tangkapan 
utama di Kota Bitung adalah ikan pelagis 
besar dari jenis ikan tuna dan cakalang. Data 
menunjukan, khusus untuk volume produksi 
ikan tuna ekor kuning dalam lima tahun 
terakhir yaitu Tahun 2007 hingga 2011 
mengalami peningkatan sebesar 224 dari 
37.500 ton menjadi 48.000 ton (Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, 2012). 
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Aktivitas Bongkar muat ikan di Pelabuhan 
Perikanan Kota Bitung saat ini mencapai 50 ton 
per hari (Poernomo, 2006). Perbedaan musim 
dan skala armada penangkapan merupakan 
salah satu penyebab tinggi atau rendahnya 
produksi ikan tuna di Kota Bitung. Jika dilihat 
dari jumlah armada penangkapan, sejak awal 
tahun 2000, armada penangkapan mengalami 
peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 
sekitar 1.200 unit kapal yang sebagian besar 
didominasi oleh armada kapal berukuran 
5— 10 GT (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Bitung, 2012). 


Berdasarkan hal tersebut maka 
kajian tentang struktur pembiayaan usaha 
penangkapan ikan tuna berdasarkan perbedaan 
musim penangkapan dan penguasaan aset 
berdasarkan ukuran kapal, kebutuhan investasi 
aset dalam melakukan usaha penangkapan 
ikan tuna menjadi menarik untuk dikaji. 
Selain itu, perlu juga dilihat besarnya 
pembiayaan yang dikeluarkan dalam 
melakukan operasi penangkapan sehingga pada 
akhirnya dapat diketahui apakah usaha 
penangkapan ikan tuna memang layak secara 
ekonomi. 


Penulisan makalah ini bertujuan untuk 
mengetahui kebutuhan investasi usaha 
penangkapan ikan tuna, mengetahui struktur 
pembiayaan usaha penangkapan ikan tuna 
berdasarkan musim, mengetahui struktur 
pembiayaan usaha penangkapan ikan tuna 
berdasarkan penguasaan aset di Kota Bitung 
dan mengetahui prospek pengembangan 
usaha penangkapan ikan tuna di Kota Bitung. 


METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Kelurahan Batu 
Lubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung 
Provinsi Sulawesi Utara. Alasan pemilihan lokasi 
karena wilayah ini merupakan sentra produksi 
perikanan tangkap ikan tuna skala kecil di 
Kota Bitung serta dapat dianggap mewakili 
tipologi perikanan tangkap pelagis besar. 
Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 
Tahun 2011. 


Metode Pengumpulan Data 


Penelitian menggunakan teknik survei 
lapang dengan metode pengumpulan data 
yang digunakan untuk wawancara kepada 
responden adalah metode non random 
purposive sampling. Purposive sampling 
merupakan metode pengambilan data dengan 
teknik responden dipilih secara sengaja untuk 
memenuhi tujuan tertentu (Fauzi, 2001). 
Responden yang dipilih merupakan pemilik 
kapal armada penangkapan ikan tuna dengan 
ukuran kapal « 5 GT dan 5 — 10 GT. Jumlah 
responden yang diwawancara adalah sebanyak 
37 orang. 


Sumber data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Pengumpulan data primer 
menggunakan teknik wawancara kepada 
responden dengan menggunakan alat bantu 
kuesioner terstruktur dan melalui pengamatan 
langsung di lapangan. Data primer yang 
dikumpulkan berupa data investasi usaha, 
biaya tetap usaha, biaya tidak tetap usaha 
dan penerimaan usaha penangkapan ikan 
tuna dalam jangka waktu satu tahun. Data 
sekunder merupakan data yang diterbitkan 
atau digunakan oleh organisasi yang bukan 
merupakan hasil olahan sendiri (Soeratno 
dan Arsyad, 2003). Data sekunder yang 
dikumpulkan berupa data statistik perikanan 
yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Bitung. 


Metode Analisis Data 


Unit analisis yang digunakan adalah 
satu armada penangkapan ikan tuna di 
Keluarahan Batu Lubang yang yang mewakili 
kondisi usaha masyarakat tipologi perikanan 
tankap pelagis besar. Proses pengolahan 
data dilakukan secara tabulasi dengan 
menggunakan program aplikasi Microsoft 
Access. Data yang telah ditabulasi kemudian 
dianalisis secara statistik deskriptif 
dengan maksud untuk memberikan gambaran 
secara rinci keadaan struktur kebutuhan 
investasi, biaya tetap, biaya tidak tetap, 
penerimaan dan analisa ekonomi penangkapan 
ikan tuna. 
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Perhitungan analisa usaha menggunakan 
analisa finansial. Perhitungan analisa finansial 
dilihat dari sudut orang yang berinvestasi 
pada usaha penangkapan ikan tuna. Dalam 
analisa finansial harga yang digunakan 
adalah harga pasar. Analisa finansial yang 
dilakukan adalah berupa rasio kelayakan usaha 
(R / C ratio), rasio pengembalian investasi 
(Pay back periode / PP), dan rasio laba atas 
usaha (Return of investment / ROI). Rasio 
kelayakan usaha merupakan perbandingan 
antara total penerimaan dengan total biaya 
(Riyanto, 2001). Rasio pengembalian investasi 
merupakan suatu periode yang diperlukan 
untuk menutup kembali besaran investasi 
yang telah dikeluarkan. Rasio pengembalian 
investasi dihitung dengan membandingkan 
total investasi dengan pendapatan bersih. 
Rasio laba atas usaha menunjukan tingkat 
kemampuan dari modal usaha perikanan yang 
diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan 
netto. Rasio laba atas investasi dihitung dengan 
membandingkan pendapatan bersih dengan 
total investasi. 


Keuntungan usaha dihitung berdasarkan 
besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi 
baik tetap maupun tidak tetap (Soekartawi, 
2003). Keuntungan usaha dibedakan 
berdasarkan status pekerjaan sebagai pemilik 
kapal, nahkoda, dan Anak Buah Kapal (ABK). 
Pola bagi hasil usaha penangkapan disajikan 
dalam Gambar 1. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebutuhan Investasi Penangkapan Ikan Tuna 


Usaha penangkapan ikan tuna di 
Kelurahan Batu Lubang memerlukan sejumlah 
pengeluaran biaya untuk investasi dan 
operasional. Biaya investasi merupakan seluruh 
biaya yang dikeluarkan mulai usaha tersebut 
dilaksanakan sampai usaha tersebut mulai 
beroperasi (Cholig et al., 1999). Kebutuhan 
investasi tersebut diantaranya berupa kapal, 
mesin, alat penangkapan ikan berupa pancing 
ulur (Hand line) dan peralatan tambahan 
lainnya. 
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Hasil Tangkapan Per Trip/ 
Catch Value per trip 


Biaya Operasional Per Trip/ 


| Persentase Nahkoda dan ABK (5096)/ 
Captain and ABK Percentage (5096) 


Persentase Nahkoda (50%)/ 
Captain Percentage (504) 


Operational Cost per trip 


Persentase Pemilik Kapal (5096)/ 
Vessel Owner Percentage (5096) 


Gambar 1. Pola Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Tuna di Kota Bitung, 2011 
Figure 1. Profit Sharing Pattern Tuna Capture Business in Bitung City, 2011 
Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 


Jenis ukuran kapal yang digunakan 
oleh nelayan tuna di Kota Bitung yaitu kapal 
berukuran < 5 GT dan 5 — 10 GT yang termasuk 
ke dalam nelayan skala kecil. Terdapat dua jenis 
kapal yang biasa digunakan yaitu kapal “pamo” 
dan kapal “pamboat”. Kapal “pamo” memiliki 
sayap (semacam sirip) di kedua sisinya yang 
berukuran lebih kecil serta memiliki stabilitas 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal 
“pamboat”. Pengadaan kapal dapat dilakukan 
dengan membeli kapal jadi yang didatangkan 
dari luar daerah dan merakit kapal sendiri 
dengan menggunakan jasa pembuat kapal 
lokal. Merakit kapal sendiri merupakan salah 
satu strategi untuk menekan biaya investasi 
kapal. 


Investasi yang dibutuhkan untuk usaha 
penangkapan tuna di Kota Bitung pada ukuran 
kapal « 5 GT adalah sebesar 55 jutaan dan 
ukuran kapal 5 — 10 GT adalah sebesar 
200 jutaan (Tabel 1). Sebagian besar kapal 
yang digunakan bermesin dalam dengan 
kemampuan mesin berkisar antara 15 — 125 
daya kuda (PK) yang disesuaikan dengan ukuran 
kapal. Pengoperasian penangkapan dilakukan 
dengan menggunakan pancing yang diberi 
umpan (Hand line) dimana satu unit armada 
penangkapan membutuhkan 6 — 12 alat 
pancing. Satu unit alat pancing lengkap 
membutuhkan biaya sekitar Rp. 250.000 — 
Rp. 300.000. Ukuran ikan tuna yang tertangkap 
dengan pancing sangat bervariasi, dari yang 
kecil sampai sangat besar (lebih dari 60 kg/ 
ekor). 
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Metode penangkapan ikan tuna agar 
lebih efisien adalah dengan bantuan rumpon 
ikan laut dalam (Ponton/Rompong) pada 
wilayah tangkapan (Fishing ground) ikan 
tuna Jenis ikan pelagis besar tuna memiliki 
sifat yang mudah tertarik dan berkumpul 
di sekitar benda — benda yang terapung di 
laut (Marcille et al., 1984: Nugraha, 2008). 
Investasi untuk rumpon berkisar antara 
30 — 60 juta per unitnya. Harga yang tinggi 
tersebut sebagian besar digunakan untuk 
biaya tali tambat hingga ke dasar yang dalamnya 
hingga 200 — 1000 meter. Sebagian besar 
pelaku usaha penangkapan ikan tuna di Kota 
Bitung saat ini belum memiliki rumponnya 
sendiri, sehingga dalam operasi penangkapan 
menumpang pada rumpon nelayan lain. 
Diatas rumpon juga terdapat rumah untuk 
para penjaga rumpon, dimana dalam satu 
bulan mendapatkan gaji dari pemilik rumpon. 
Selain mendapatkan gaji, penjaga rumpon 
juga berhak untuk memancing tuna sendiri 
yang hasilnya nanti akan dititipkan pada kapal 
yang menangkap di rumponnya. 


Peralatan penunjang palka kapal 
dibutuhkan untuk menyimpan ikan tuna hasil 
tangkapan. Kapal berukuran « 5 GT hanya 
dapat menampung sedikit ikan dibandingkan 
dengan kapal berukuran 5 — 10 GT sehingga 
palka yang dapat dibuat hanya 2 unit. 
Alat komunikasi yang dipakai pada kapal 
penangkap ikan tuna menggunakan radio 
pemancar yang dapat dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu radio pemancar frekuensi tinggi 
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hingga dapat mencapai daratan dari tengah 
laut dan radio pemancar frekuensi rendah 
yang hanya dapat digunakan antar sesama 
kapal pada saat ditengah laut. Alat navigasi 
yang digunakan oleh kapal berukuran £ 5 GT 
berupa alat kompas sederhana dan sangat 
mengandalkan kemampuan dan kelihaian 
nahkoda. Sementara pada ukuran kapal 
5 — 10 GT memerlukan tambahan alat navigasi 
Global Positioning System (GPS). 


Struktur dan Pembiayaan Usaha Berdasarkan 
Musim dan Penguasaan Aset 


Operasi penangkapan memerlukan 
lama melaut antara 5 — 14 hari. Lama melaut 
ditentukan berdasarkan jumlah es yang dibawa 
dan keberadaan ikan. Faktor es menjadi penting 
karena sifat ikan tuna mudah rusak yang 
akan menentukan harga jual. Berdasarkan 
sifatnya ikan tuna dapat yang melakukan migrasi 
jarak jauh (migratory species) dari samudera 
pasifik ke samudera hindia dan sebaliknya. 
Hal tersebut menyebabkan pola penangkapan 
ikan tuna di Kota Bitung dibedakan menjadi 
tiga musim penangkapan yaitu musim puncak, 
peralihan, dan paceklik. 


Perbedaan musim juga didasarkan 
kepada pengalaman penangkapan ikan tuna 
oleh nelayan di Kelurahan Batu Lubang, namun 
sebenarnya tidak ada patokan yang pasti 
kapan musim puncak maupun musim paceklik 
tiba, karena kenyataan yang terjadi bahwa 
seringkali nelayan tidak dapat hasil tangkapan 


yang memuaskan pada saat musim puncak. 
Waktu penangkapan ikan tuna juga dipengaruhi 
oleh keadaan posisi bulan. Pada saat posisi 
bulan penuh (purnama), kecenderungan 
penangkapan mengalami peningkatan hasil 
dan pada bulan mati mengalami penurunan 
hasil. Tabel 2 memperlihatkan kecenderungan 
musim penangkapan ikan di Kota Bitung. 
Menurut Uktolseja et al. (1991) puncak musim 
penangkapan ikan untuk daerah di kawasan 
timur Indonesia (Sulawesi Utara dan Maluku) 
pada umumnya terjadi pada bulan April sampai 
dengan awal Bulan Oktober. Hal tersebut 
menunjukan bahwa telah terjadi perubahan 
puncak musim penangkapan ikan terutama 
ikan tuna di kawasan Laut Sulawesi. 


Biaya operasional merupakan seluruh 
biaya yang dikeluarkan karena berlangsungnya 
proses produksi yang terdiri dari biaya tetap 
dan biaya tidak tetap (Cholig et al. 1999). 
Jenis biaya tetap (fixed cost) pada usaha 
penangkapan ikan tuna terdiri dari biaya 
pemeliharaan kapal, mesin, peralatan tangkap 
dan biaya penyusutan dimana sebagian besar 
biaya tersebut dikeluarkan oleh pemilik kapal. 
Pengeluaran biaya tetap tersebut merupakan 
hasil kesepakatan antara pemilik kapal dan 
pekerjanya. Pemeliharaan kapal dilakukan 
rata — rata selama tiga kali per tahun yang 
terdiri dari pergantian kayu kapal yang sudah 
mulai rusak, pembersihan kapal dari organisme 
yang menempel dan pengecatan kapal. Biaya 
pemeliharaan mesin yang dikeluarkan terdiri 
dari biaya penggantian oli mesin, servis 


Tabel 2. Kalender Musim Penangkapan Ikan Tuna Berdasarkan Persepsi Nelayan di Kelurahan 


Batu Lubang Kota Bitung, 2011. 


Table 2. Tuna Fishing Season Calendar Based on Fisher's Perceptions in the Batu Lubang 


Village of Bitung City, 2011. 


Hari per trip / 


Trip per Bulan / Bulan / Month 


No Seiny Sea Day per trip Trip per month 13 4-6 7-10 
1. Puncak / Peak 4-14 1-4 
2. Peralihan / Transitional 3-10 2-4 
3. Paceklik / Bad 3-14 1-4 


Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 
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mesin dan spare part mesin. Pemilik kapal 
memberikan perhatian yang lebih terhadap 
pemeliharaan kapal dan mesin ini karena 
untuk keselamatan para pekerjanya pada 
saat melakukan operasi penangkapan 
ikan tuna. 


Biaya tidak tetap (variable cost) yang 
dikeluarkan terdiri dari biaya operasional 
penangkapan dan biaya perbekalan/ 
ransum. Biaya operasional terbesar yang 
dikeluarkan adalah biaya bahan bakar 
minyak dan biaya es. Dalam satu kali trip 
penangkapan, armada penangkapan 
membutuhkan bahan bakar minyak 
sebanyak 100 — 700 liter dan es balok sebanyak 
20 — 160 balok es. 


Tabel 3 dan 4 menunjukan struktur 
pembiayaan dan penerimaan usaha 
penangkapan ikan berdasarkan perbedaan 
musim dan perbedaan aset ukuran kapal 
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dimana terdapat kecenderungan peningkatan 
biaya usaha pada saat musim paceklik ikan. 
Hal tersebut dikarenakan bertambahnya 
jumlah hari melaut (day per trip) nelayan 
untuk melakukan aktivitas penangkapan. 
Selain itu, lokasi penangkapan ikan 
(fishing ground) kecenderungannya juga 
semakin jauh pada saat musim paceklik, 
karena nelayan berusaha terus untuk 
mendapatkan ikan. 


Total biaya yang dikeluarkan oleh 
kapal berukuran 5 — 10 GT lebih besar 
hampir dua kalinya dibandingkan dengan 
kapal berukuran « 5 GT. Begitu pula dengan 
hasil penerimaannya yaitu hampir dua 
kali lipat dari kapal berukuran « 5 GT. 
Hal tersebut menunjukan bahwa 
kebutuhan biaya dan penerimaan usaha 
penangkapan ikan tuna dipengaruhi oleh 
besarnya ukuran kapal yang digunakan. 


Tabel 3. Struktur Pembiayaan dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Ukuran Kapal « 
5 GT, di Kelurahan Batu Lubang Kota Bitung Berdasarkan Musim, 2011. 

Table 3. Revenue and Cost Structure of Tuna Fishing of Fleet Size «5GTin Batu Lubang Village 
of Bitung City According to Season, 2011. 


Musim / Season 


Jenis Analisa Usaha / 


No Business Analysis Puncak / Peak 
(Rp. / IDR.) 

1. Total biaya / Total cost 29,789,946 
A. Biaya tetap / Fixed cost 3,473,742 
B. Biaya tidak tetap / 26,316,205 
Variable cost 

2. Penerimaan / Revenue 174,377,700 

3 Keuntungan armada / 144,587,754 
Net income per fleet 

4. Bagi hasil pemilik / 68,679,183 
Sharing net income owner 

5. Bagi hasil nahkoda / | 18,073,469 
Sharing net income captain 

6. Bagi hasil / Sharing net 14,458,775 


income the crew 


; Total / 
Sa / Paceklik / Bad Total 
Transitional (Rp. / IDR.) 

(Rp. / IDR.) pela 

31,578,990 32,384,913 93,753,849 
3,473,742 3,473,742 10,421,225 

28,105,248 28,911,171 83,332,625 

63,569,250 27,564,000 265,510,950 

31,990,260 -4,820,913 171,757,101 

15,195,374 -2,289,934 81,584,623 
3,998,783 -602,614 21,469,637 
3,199,026 -482,091 17,175,710 


Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 
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Tabel 4. Struktur Pembiayaan dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Ukuran Kapal 
5 — 10 GT di Kelurahan Batu Lubang Kota Bitung Berdasarkan Musim, 2011. 

Table 4. Revenue and Cost Structure of Tuna Fishing Fleet Size 5 — 10 GT in the Batu Lubang 
Village Bitung City According to Season, 2011. 


Musim / Season 


No Jenis Analisa Usaha / Peralihan/ Total / 
Business Analysis Puncak / Peak Transitional Paceklik / Bad Total 
(Rp. / IDR.) usa (Rp. / IDR.) 

1. Total biaya / Total cost 58,619,426 58,803,763 60,153,659 177,576,848 
A. Biaya tetap / Fixed cost 8,572,817 8,572,817 8,572,817 25,718,452 
B: Biaya tidak tetap 50,046,609 50,230,946 51,580,841 151,858,397 

Variable cost 

2. Penerimaan/ Revenue 259,196,625 138,048,000 60,662,588 457,907,213 
Keuntungan armada / 

3. ; 200,577,199 79,244,237 508,929 280,330,364 
Net income per fleet 

4. Bagi hasil pemilik / 95,274,169 37,641,012 241,741 133,156,923 
Sharing net income owner 

5, Bagi hasil nahkoda/ 25,072,150 9,905,530 63,616 35,041,296 
Sharing net income captain 

6. Pagi hasil / Sharing net 20,057,720 7,924,424 50,893 28,033,036 


income the crew 


Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 


Ikan tuna merupakan komoditas ikan 
ekspor yang harganya dipengaruhi oleh nilai 
kurs mata uang dolar. Permintaan ikan tuna 
yang berasal dari Kota Bitung cukup tinggi, 
sehingga produksi ikan yang dilakukan oleh 
nelayan selalu terserap di pasar. Penerimaan 
usaha pada saat musim puncak ikan berkisar 
antara Rp. 170 — 250 juta (sekitar tiga kali 
penerimaan pada saat musim paceklik). 


Pada saat musim paceklik, usaha perikanan 
mengalami kerugian dikarenakan biaya total 
yang dikeluarkan tidak dapat tertutupi dari 
hasil penangkapan. Nilai penerimaan usaha 
perikanan tangkap tuna dipengaruhi oleh 
banyaknya ikan, kualitas ikan dan harga ikan. 
Kualitas ikan tuna yang dihasilkan dibedakan 
menjadi 5 macam, yaitu ikan tuna ekor kuning 
(Yellow fin) jenis A, B, C, Lokal dan Reject 
(Tabel 5). 


Tabel 5. Harga Ikan Tuna Ekor Kuning di Kelurahan Batu Lubang Kota Bitung Berdasarkan 


Kualitas , 2011. 


Table 5. Price of Yellow Fins Tuna in the Batu Lubang Village of Bitung City Based on Quality, 


2011. 


Kelas Ikan Tuna Ekor Kuning / 


Selang Harga Ikan / 


No Yellow Fin Tuna Based on Class Range of Fish Price (Rp. / IDR.) 
1. Kelas A/ Class A 35,000 - 38,000 
2. Kelas B/ Class B 30,000 - 32,000 
3. Kelas C/ Class C 22,000 - 27,000 
4. Kelas lokal / Class local 12,000 - 13,000 
5. Kelas rusak / Class reject 8,000 - 10,000 


Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 
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Tabel 6. Analisa Ekonomi Usaha Penangkapan Ikan Tuna Berdasarkan Ukuran Kapal di 
Kelurahan Batu Lubang Kota Bitung , 2011. 
Table 6. Economic Analysis of Tuna Fishing Based on Fleet Size in the Batu Lubang Village 


Bitung City, 2011. 
No Analisa Ekonomi Usaha / Kapal « 5 GT/ Kapal 5 - 10 GT / 
Business Economy Analysis Fleet « 5 GT Fleet 5 - 10 GT 
1. Rasio kelayakan usaha / RC Ratio 2.83 2.58 
2. Rasio pengembalian investasi / Pay back period (PP) 0.32 0.75 
3. Rasio laba atas usaha / Return of investment (ROI) 3.09 1.33 


Sumber: Data Primer, 2011 (diolah) / Source: Primary data, 2011 (processed) 


Kualitas ikan yang baik akan mendorong 
meningkatkan harga, namun harga yang 
diterima nelayan dapat dipermainkan oleh 
karyawan pematok harga pada perusahaan 
penampung ikan tuna yang disebut sebagai 
ceker. Modusnya adalah ikan kualitas A dihargai 
kualitas B dan kualitas B dihargai kualitas C. 
Kejadian tersebut terjadi apabila nelayan yang 
menyetor hasil tangkapannya ke perusahaan 
penampung tidak memiliki pengetahuan yang 
cukup terkait kualitas ikan tuna. 


Prospek Pengembangan Usaha Penangkapan 
Ikan Tuna 


Prospek pengembangan usaha 
penangkapan ikan tuna dilihat berdasarkan 
analisa finansial (Tabel 6). Hasil analisa 
finansial pada kedua ukuran kapal menunjukan 
bahwa usaha perikanan tangkap tuna 
di Kelurahan Batu Lubang layak untuk 


dikembangkan secara ekonomi, namun 
armada kapal « 5 GT lebih baik 
dibandingkan dengan kapal 5 - 10 GT. 


Rasio kelayakan usaha pada kapal « 5 
GT menunjukan nilai 2, 83 yang berarti 
bahwa setiap biaya Rp. 1 yang dikeluarkan 
akan mendapatkan penerimaan sebesar 
Rp. 2, 83. Rasio pengembalian investasi 
sebesar 0,32 tahun menunjukan bahwa 
investasi yang telah dikeluarkan dapat kembali 
selama # 4 bulan saja. Rasio laba atas usaha 
sebesar 3,09 menunjukan bahwa untuk 
setiap investasi sebesar Rp. 1 akan 
menghasilkan laba sebesar Rp. 3.09. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Kesimpulan yang dapat diambil dalam 
penulisan makalah ini adalah: 


1. Kebutuhan investasi total armada 
penangkapan ikan tuna di Kota Bitung 
ukuran kapal « 5 GT adalah sebesar 
+ Rp. 33.000.000 sedangkan untuk kapal 
berukuran 5 — 10 GT adalah sebesar 
t Rp. 140.000.000. Biaya investasi 
terbesar adalah biaya investasi kapal 
dengan bermesin dalam. 


2. Struktur pembiayaan usaha armada 
penangkapan ikan tuna di Kota Bitung 
berdasarkan musim menunjukan 
bahwa nilai biaya total mengalami 
kecenderungan peningkatan pada saat 
musim paceklik ikan dan penerimaan 


usaha mengalami kecenderungan 
peningkatan pada saat musim puncak 
ikan. 

3. Struktur pembiayaan usaha armada 


penangkapan ikan tuna di Kota Bitung 
berdasarkan ukuran kapal menunjukan 
hubungan positif ukuran kapal 
yang digunakan dengan biaya total, 
penerimaan usaha dan pendapatan 
usaha yang diterima. 


4. Prospek pengembangan usaha 
penangkapan ikan tuna yang dibedakan 
berdasarkan ukuran kapal menunjukan 
bahwa ukuran kapal < 5 GT memiliki 
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prospek pengembangan usaha yang 
lebih baik dibandingkan dengan ukuran 
kapal 5 — 10 GT. Hal tersebut dapat dilihat 
berdasarkan nilai rasio kelayakan usaha, 
rasio pengembalian investasi dan rasio 
laba atas usaha. 


Implikasi Kebijakan 


Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan 
oleh pemangku kepentingan baik pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat diantaranya 
adalah: 


1. Menciptakan iklim usaha investasi yang 
baik untuk penangkapan ikan tuna 
dengan batasan ukuran kapal berskala 
kecil yaitu 5 — 10 GT. 


2. Meningkatkan ketersediaan informasi 
yang cukup terkait dengan struktur 
penerimaan dan biaya yang dibutuhkan 
dalam melakukan investasi penangkapan 
ikan tuna bagi para investor yang ingin 
menanamkan modalnya. 


3. Menjembatani antara investor yang 
ingin menanamkan modalnya dengan 
masyarakat nelayan lokal yang telah 
memiliki pengalaman usaha di 
penangkapan tuna untuk meningkatkan 
efisiensi hasil tangkapan melalui konsep 
mitra usaha dengan prinsip bagi hasil 
yang adil. 


4. Pengadaan rumpon ikan tuna untuk 
pelaku usaha penangkapan yang 
belum memiliki rumpon melalui 


skema kelompok usaha bersama (KUB) 
maksimal 5 armada penangkapan ikan 
tuna skala 5 — 10 GT. 


5. Membentuk satuan pengelola informasi 
harga ikan tuna khusus pada wilayah 
Kota Bitung dan selalu menginformasikan 
kepada nelayan tuna agar tidak terjadi 
penipuan harga yang dilakukan oleh 
karyawan perusahaan penampung 
tuna. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rezim hak kepemilikan tanah dan hak terhadap 
akses pengelolaan yang mendukung lembaga konservasi penyu yang efektif. Penelitian ini dilakukan di 
Ujung Genteng - Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pesisir yang terkait dengan upaya 
konservasi penyu mulai dari bulan Desember 2009 sampai Maret 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menggunakan 
analisis spasial pada wilayah seluas 1.334,70 hektar menunjukkan bahwa antara tahun 2001 - 2010, luas 
lahan pertanian meningkat sebesar 31% dan daerah pengembangannya (28,78%) memanjang ke arah 
pantai. Pola perubahan penggunaan lahan dipicu oleh transisi dari tanah terlantar menjadi pemukiman 
dan pembangunan fasilitas wisata bahari. Berdasarkan dinamika perubahan penggunaan sumber daya 
lahan sangat diperlukan perubahan kelembagaan untuk menjamin kepastian pemanfaatan sumberdaya 
lahan di wilayah pesisir sejalan dengan tujuan konservasi penyu. Pemerintah pusat mendelegasikan 
otoritas kewenangannya ke tingkat desa dan pemerintah desa menjadi pemilik dan pengelola di instansi 
yang bersangkutan. 


Kata Kunci: hak milik, hak akses, sumber daya pesisir dan lahan, lembaga, konservasi penyu laut 


Abstract: Property Rights And Access Rights of Land For Turtle Conservation Institutions Effectiveness 
by Tjahjo Tri Hartono, Hariadi Kartodihardjo, Ari Purbayanto, Arif Satria. 


This research aims to design a regime of rights ownership of land and management access rights 
that supports the institution of effective sea turtle conservation. This study was conducted at the Ujung 
Genteng - Pangumbahan, Sukabumi district as coastal areas associated with the sea turtle conservation 
efforts, startied from the month of December 2009 to March 2012. Data were analyzed using methods of 
spatial analysis and descriptive analysis. Results of the spatial analysis research area covering of 1,334.70 
hectares showed that between the years 2001 to 2010 the agricultural land area increased by 3196 by 
which it's area development has been (28.78%) extended towards the coast. Patterns of land use changes 
were triggered by the transition from land abandoned to seitlement and development of marine tourism 
facilities. Due to the dynamic change of land utilization, is necessary to change institutional setting in order 
to ensure the certainty of land resources utilization in the coastal region in line with the ultimate goal of 
turtle conservation. Central government should delegate his authority to the village level and the villagers 
are pleased to become the owner and manager in the institution autority. 


Keywords: property rights, access rights, coastal and land resources, institutions, sea turtle conservation. 


1Makalah bagian dari penelitian disertasi. 
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PENDAHULUAN 


Salah satu wilayah strategis terkait 
dengan upaya pelestarian keanekaragaman 
hayati laut di Indonesia adalah wilayah pesisir 
Ujung Genteng — Pangumbahan di Kecamatan 
Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Beberapa 
pertimbangan yang melandasi adalah karena 
wilayah ini memiliki pantai peneluran penyu 
hijau (Chelonia mydas)? dan merupakan 
salah satu dari tiga lokasi di Indonesia dan 
30 lokasi lainnya yang tersebar di seluruh 
dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan 
kondisi populasi penyu hijau (IUCN 2004). 
Sementara, banyak ilmuwan meyakini penyu 
berdasarkan siklus hidupnya berperan penting 
didalam membawa hara dari habitat laut yang 
berproduktivitas sangat tinggi seperti padang 
lamun ke habitat dengan produktivitas rendah 
seperti pantai berpasir (Frazer 2003). 


Menyikapi pentingnya pelestarian 
keanekaragaman hayati tersebut, Bupati 
Sukabumi telah menerbitkan SK No: 523/ 
Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pencadangan 
Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai 
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan 
Status “Taman Pesisir” dengan institusi 
pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 Tentang 
Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi. 


Adanya kebijakan konservasi penyu, 
terkait perlindungan dan pelestarian pantai 
peneluran penyu, tentunya akan merubah 
rejim hak kepemilikan dan hak akses 
sumberdaya lahan di wilayah pesisir tersebut. 
Kebijakan konservasi penyu seyogyanya 
mengarahkan pembentukan institusi yang 
dapat mengantisipasi perubahan rejim 
tersebut dan selanjutnya dioperasionalkan 
oleh aktor-aktor yang bersedia berperilaku 
rasional dan mereduksi akses ilegal terhadap 


manfaat barang dan/atau jasa dari sumberdaya 
lahan di wilayah tersebut, yang bertentangan 
dengan tujuan kebijakan konservasi penyu 
itu sendiri (Abarkeli 2001: Scott 2001: 
Ribbot dan Peluso 2003: Gerber et al 2009). 
Karenanya, dibutuhkan sebuah penelitian 
yang memiliki tujuan sebagai berikut: a) 
Merumuskan rejim hak kepemilikan dan hak 
akses sumberdaya lahan di wilayah pesisir yang 
terkait dengan tujuan konservasi penyu: b) 
Merumuskan perubahan dan efektivitas rejim 
hak kepemilikan dan hak akses sumberdaya 
lahan dimaksud berdasarkan kebijakan dan 
regulasi konservasi penyu yang diterapkan: c) 
Merumuskan institusi pengelolaan kawasan 
konservasi penyu yang dapat mengantisipasi 
perubahan rejim hak kepemilikan dan hak 
akses sumberdaya lahan yang sesuai dengan 
tujuan konservasi penyu. 


METODOLOGI 


Penelitian dilaksanakan di Desa 
Ujung Genteng dan Desa Pangumbahan, 
Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi 
Provinsi Jawa Barat. Penelitian difokuskan 
pada daratan pesisir dengan topografi yang 
relatif sama untuk mengurangi bias terhadap 
pola penggunaan lahan, khususnya di bidang 
pertanian (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan 
sepanjang Februari 2009 - Juni 2012 untuk 
mendapatkan gambaran perubahan rejim 
hak kepemilikan dan hak akses sumberdaya 
lahan di lokasi penelitian sesudah kebijakan 
konservasi penyu diimplementasikan. 


Data sekunder dikumpulkan melalui 
penelusuran literatur di beberapa lembaga 
pemerintah atau penelitian meliputi data 
kependudukan (BPS Kabupaten Sukabumi), 
peta jaringan jalan dan sungai, peta topografi, 
dan peta penutupan lahan hasil klasifikasi 
citra landsat ETM-#5 tahun 2001 dan 2010. 


*Penyu hijau termasuk dalam 6 jenis penyu yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Tumbuhan 
dan Satwa. Dalam kaitan dengan pengawasan internasional, semua jenis penyu dikategorikan sebagai satwa langka dan dilindungi 
dalam Red Data Book IUCN dan seluruh jenis penyu sudah termasuk dalam Apendix | CITES (konvensi internsional untuk perdagangan 
spesies flora dan fauna liar yang terancam kepunahan) atau tergolong jenis satwa yang terancam bahaya kepunahan dan pengaturan 


perdagangannya mengacu pada prosedur CITES 
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Data primer diperoleh melalui wawancara 
mendalam dengan para informan yang 
terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya alam serta observasi terhadap 
berbagai obyek pengamatan sebelum dan 
sesudah institusi pengelolaan kawasan 
konservasi diterapkan (tahun 2009 — 2012). 
Pengambilan data primer juga dilakukan 
melalui penandaan lokasi atau sejumlah titik 
untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi 
sebaran penggunaan dengan menggunakan 
bantuan Citra Satelit (landsat). 


Data dianalisis menggunakan metode 
analisis spasial dan metode analisis kualitatif 
deskriptif (Emzir 2010). Metode analisis spasial 
berupa: (a) analisis pola penggunaan lahan 
hasil interpretasi/klasifikasi citra satelit 
tahun 2001 dan tahun 2010 sebagai dasar 
perhitungan perubahan guna lahan; dan 
(b) Metode Peramalan (forecasting), 
yaitu metode analisis yang dipakai untuk 
memperkirakan perkembangan (trend) 
yang terjadi di masa depan terhadap 
perubahan guna lahan tanpa adanya 
maupun adanya perlakuan (penerapan 
kebijakan konservasi penyu). Metode ini 
menggunakan beberapa parameter data 
spasial berupa: lokasi pemukiman eksisting, 
jalan, sungai, batas pantai, dan kondisi 
tutupan/penggunaan lahan tahun 2010. 
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Masing-masing parameter diukur pengaruhnya 
terhadap faktor kebutuhan lahan terbangun 
di masa yang akan datang menggunakan 
metode skoring atau pembobotan menurut 
karakteristik dan trend perubahan lahan 
tahun 2001-2010. Hasil analisis spasial 
ini ditegaskan oleh hasil analisis kualitatif 
model Spreadley (Emzir 2010) yang dalam 
bentuk tabulasi menjelaskan rejim hak 
kepemilikan dan hak akses sumberdaya 
lahan berikut perubahannya di wilayah pesisir 
yang diteliti. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Sumberdaya 
Institusi 
Penyu 


Pola Penggunaan 
Lahan Sebelum dan Sesudah 
Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Ditetapkan 


Hasil klasifikasi citra landsat pada 
rentang periode 2001 — 2010 menunjukkan 
penggunaan lahan sebagian besar untuk 
pertanian dan lahan terbangun (Tabel 1 dan 
Gambar 1a dan 1b). Perubahan signifikan pada 
periode ini adalah meningkatnya luasan lahan 
pertanian terlantar dan luasan lahan terbangun. 
Peningkatan luasan lahan pertanian terlantar 
maupun lahan terbangun berasal dari lahan 
pertanian (Tabel 2) dan mengarah ke wilayah 
pantai (Gambar 2). 


Tabel 1. Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Ujung Genteng — Pangumbahan, Periode 


Tahun 2001 - 2010. 


Table 1. Land Used Pattern in Coastal Area of Ujung Genteng-Pangumbahan, Year 2001-2010. 


Š iah Tahun/ Tahun/Year 2010 Perubahan Rata-Rata/ 
ND enggunaan Lahan/ Year2001 (Ha)/ Tahun Average/ 
Land Used 
Ha % Ha % Changes Year (Ha) 

1 Lahan hutan/ Forest land 17.87 1.34 16.08 1.20 (1.80) (0.20) 
Lahan pertanian/ 

2 Agricultural land 1,127.81 84.50 704.34 52.77 (423.46) (47.05) 
Lahan pertanian terlantar/ 

3 Abandoned agricultural land 30.83 2.31 71.93 5.39 41.10 4.57 
Lahan Tterbangun/ 

4 Developed land 158.19 11.85 542.35 40.63 384.16 42.68 
Luas total/Total area (Ha) 1,334.70 100.00 1,334.70 100.00 


Sumber: Klasifikasi citra landsat ETM+5 tahun 2001 dan 2010./ 
Source : Landsat ETM +5 image classification in 2001 and 2010. 
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Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 — 2010. 


Year 2001-2010. 


Tabel 2 Dinamika Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Ujung Genteng — Pangumbahan. 


Table 2. The Dynamics of Land Use Pattern in Coastal Area of Ujung Genteng-Pangumbahan, 


Penggunaan Lahan/Land Used 


No Luas/Area (Ha) 
Tahun/Year 2001 Tahun/Year 2010 
1. Lahan hutan/ forest land Lahan hutan/ Forest land 16.08 
Lahan pertanian/Agricultural land 1.05 
Lahan terbangun/Developed land 0.75 
Lahan hutan total/ 17.87 
Forest land total 
2. Lahan pertanian/ Lahan pertanian/ 620.31 
Agricultural land Agricultural land 
Lahan pertanian terlantar/ 57.12 
Abandoned agricultural land 
Lahan terbangun/Developed land 450.38 
Lahan pertanian total/ 1,127.81 
Total of agricultural land 
3. Lahan pertanian terlantar/ Lahan pertanian/Agricultural land 19.46 
Abandoned agricultural land 
Lahan pertanian terlantar/ 8.29 
Abandoned agricultural land 
Lahan terbangun/Developed land 3:07 
Lahan pertanian terlantar 30.83 
Total/Total of abandoned 
agricultural land 
4. Lahan terbangun/ Lahan pertanian/ 63.51 
Developed land Agricultural land 
Lahan pertanian terlantar/ 6.52 
Abandoned agricultural land 
Lahan Terbangun/Developed land 88.16 
Lahan terbangun total/ 158.19 
total of developed land 
Luas total/Total area 1,334.70 


Sumber: Hasil analisis citra landsat tahun 2001 dan 2010, diolah./ 


Source: Results of analysis of Landsat imagery in 2001 and 2010, processed 


Sebelum tahun 2010, lahan pertanian 
terlantar semula merupakan lahan perkebunan 
kelapa, namun kemudian menjadi semak 
belukar semenjak tanaman budidaya tersebut 
ditebang oleh masyarakat. Setiap upaya 
penghijauan oleh perusahaan tidak pernah 
berhasil karena dihalangi oleh masyarakat. 
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Lahan yang mengalami konflik pemilikan 
ini sebagian besar berada di sekitar pantai. 
Berdasarkan sejarahnya, lahan ini semula 
areal berhutan yang diklaim milik negara 
oleh pemerintah pusat. Namun di tingkat 
desa, lahan tersebut diklaim sebagai milik 
desa dan merupakan areal cadangan. Hal 


inilah yang menyebabkan masyarakat 
setempat dapat membukanya sebagai areal 
perladangan dan bahkan mengklaim sebagai 
miliknya karena terdaftar dalam register 
desa. Namun pada awal tahun 1980an, 
areal tersebut diklaim pemilikannya oleh 
sebuah perusahaan swasta dan selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai areal perkebunan 
kelapa dengan status kepemilikan berupa 
Hak Guna Usaha Green Belt. Meskipun dalam 
gugatan anggota masyarakat ke pengadilan 
dimenangkan, namun kekuatan hukum 
tersebut tampaknya tidak digubris. Lahan tetap 
dimiliki dan dikuasai secara privat hingga kini, 
ditunjukkan dengan pengalihan pemilikan dari 
perusahaan swasta yang bersengketa dengan 
masyarakat kepada perusahaan swasta lain. 
Periode ini juga ditandai oleh perubahan lahan 
pertanian menjadi lahan terbangun yang 
signifikan. Sumbernya adalah meningkatnya 
tekanan kebutuhan lahan untuk pemukiman 
masyarakat. Tekanan terjadi pada daerah 
sepanjang pantai Ujung Genteng yang 
menjadi basis pemukiman masyarakat nelayan 
dan beberapa dusun di Pangumbahan di 
sekitar daerah Ciburial yang menjadi basis 
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pemukiman masyarakat petani. 


Pada tahun 2010, institusi pengelolaan 
kawasan konservasi penyu telah mulai 
diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 
Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten 
Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi 
Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sukabumi Nomor 71 Tahun 2008 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 
dengan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Konservasi Penyu Pangumbahan. 
Kawasan konservasi penyu yang dikelola 
adalah seluas 58,43 Ha dengan status 
Tanah HPL Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukabumi. Secara administratif terletak di Desa 
Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten 
Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan 
rencana pengelolaan kawasan konservasi 
penyu yang disusun pada tahun 2009-2010, 
Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan 
dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, yaitu zona inti, 
zona penyangga dan zona pemanfaatan 
(Gambar 3). 


Gambar 1. Pola Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Ujung Genteng — Pangumbahan, Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2001 (A) dan Tahun 2010 (B). 
Figure 1. Land Use Patterns of Coastal Areas Ujung Genteng - Pangumbahan, Regency of 


Sukabumi In 2001 (A) And In 2010 (B). 
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Gambar 2. Pola Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Ujung Genteng - Pangumbahan, 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010. 

Figure 2. The Pattern of Changes in Land use of Coastal Areas Ujung Genteng - Pangumbahan, 
Regency of Sukabumi Years 2001-2010. 


Gambar 3. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan. 
Figure 3. Pangumbahan Turtle Conservation Area Management Plan. 
Keterangan: A= Zona Inti, B = Zona Penyangga, C-Zona Pemanfaatan 
Description: A = Core Zone, Buffer Zone B =, C = Use Zone 


Pengamatan pada zona penyangga 
setelah kebijakan konservasi penyu 
tersebut diterapkan adalah masih terjadinya 
mekanisme akses ilegal berupa perubahan 
penggunaan lahan yang terstruktur di sepanjang 
pantai sekitar wilayah Dusun Pangumbahan 
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dan Dusun Ujung Genteng tersebut. 
Fenomena ini dapat dibagi kedalam dua 
fase, yaitu fase pengalihan lahan pertanian 
terlantar menjadi lahan pertanian dan fase 
perubahan lahan pertanian menjadi lahan 
terbangun. 


Masyarakat setempat, merasa bahwa 
lahan tersebut milik mereka, mematok lahan, 
menanaminya dengan tanaman palawija seperti 
umbi-umbian dan menjual kepada masyarakat 
luar yang kemudian membangun sarana wisata 
di atasnya. Berdasarkan wawancara mendalam 
dengan warga Dusun Pangumbahan serta 
aparat pemerintah pengelola UPTD Konservasi 
Penyu Pangumbahan, fenomena tersebut 
disebabkan oleh tingginya permintaan lahan 
sebagai areal pembangunan fasilitas wisata 
bahari (losmen atau villa) karena wisatawan 
yang juga semakin banyak. Jika fenomena 
ini berlanjut, maka hasil analisis peramalan 
spasial memproyeksikan seluruh areal pantai 
di sepanjang Ujung Genteng — Pangumbahan 
akan tertutup oleh bangunan dan utamanya 
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untuk aktivitas wisata pada tahun 2020 
(Gambar 4). 


Institusi 
Penyu 


Perubahan dan Pengembangan 
Pengelolaan Kawasan Konservasi 
yang Efektif 


Berdasarkan hasil analisis spasial serta 
analisis kualitatif rejim hak kepemilikan dan 
hak akses terhadap sumberdaya lahan serta 
konservasi penyu yang melatari perubahan 
spasial penggunaan sumberdaya lahan 
tersebut maka kondisi institusi antara 
sebelum dan setelah kebijakan konservasi 
penyu hijau diterapkan di wilayah pesisir 
Ujung Genteng — Pangumbahanf disajikan 
pada Tabel 4 dan 5. 


Tabel 3. Proyeksi Penggunaan Lahan (Hektar) Tanpa Perlakuan Institusi Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Penyu Yang Efektif, Tahun 2015-2020. 

Table 3. Projected Land Use (Acres) Without Treatment of an Effective Turtle Conservation 
Management Institutions E, Year 2015-2020. 


Perubahan Luasan Lahan (Ha) Tanpa Institusi Pengelolaan 

Kawasan Konservasi yang Efektif/ Changes in Size of Land 

(Ha) without an Effective Conservation Area Management 
Institutions 


Penggunaan Lahan/ 


No Land Used 


Tahun/ Year 2010 Tahun/Year 2015 - 2020 


1 Lahan hutan/Forest land 16.08 12.44 
2 Lahan pertanian/ Agricultural land 704.34 252.06 
3 Lahan pertanian terlantar/ 
Abandoned agricultural land 71.93 0.0 
4 Lahan terbangun/Developed land 542.35 646.67 
5 Potensial lahan terbangun/ 
Potential developed land 423.53 
Luas total (Ha)/Total area (Acres) 1,334.70 1,334.70 


“Institusi adalah aturan main dan aturan penegakkannya di dalam sebuah masyarakat (North 1991). North (1991) menambahkan, institusi 
dapat berbentuk aturan formal seperti hukum dan konstitusi ataupun aturan informal seperti konvensi dan norma, yang seluruhnya 
merupakan produk dari interaksi antar manusia. Perubahan institusi (institutional change) akan menyebabkan perubahan aktor, karena 
adanya perubahan pada tujuan dan pilihan yang ditetapkan oleh institusi tersebut. Kingston dan Caballero (2009) menyatakan bahwa 
hal terpenting dalam mengkaji perubahan institusi terletak pada 3 (tiga) hal, yaitu: (a) Penyebab perubahan. Dalam hal ini pertanyaan 
berkisar pada sumber perubahan, apakah berasal dari dalam atau luar komunitas, dan pengaruh mana yang lebih penting dalam jangka 
pendek dan jangka panjang: (b) Proses perubahan. Dalam hal ini pertanyaan berkisar pada proses perubahan yang terjadi, apakah 
terjadi secara disengaja atau tidak disengaja, terjadi tiba-tiba atau bertahap atau merupakan hasil sebuah upaya kooperatif atau konflik. 
Pertanyaan penting lainnya adalah: faktor yang menyebabkan institusi bisa bertahan, peran proses pengambilan keputusan, peran latar 
belakang dan cara berpikir (bounded-rationality) dan interaksi antara aturan formal dan informal: (c) Hasil perubahan. Dalam hal ini 
pertanyaan berkisar pada bentuk lingkungan seperti apa institusi yang efektif cenderung muncul. Jika ada banyak pilihan keseimbangan 
baru, hasil yang manakah kiranya akan dipilih dan seberapa jauh hal-hal yang terkait dengan bounded-rationality para aktor di dalam 
penentuan hasil perubahan institusi tersebut. 
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Gambar 4. Proyeksi Penggunaan Lahan Tanpa Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang 
Efektif Pada Tahun 2020. 
Figure 4. Projected Land Use Without an Effective Management of Protected Areas 
Institution by 2020. 


Tabel 4. Kondisi Institusi Pengelolaan Sumberdaya Lahan di Pesisir Ujung Genteng- 
Pangumbahan Sukabumi Sebelum Kebijakan Konservasi Penyu Diterapkan. 

Table 4. The Condition of Land Resources Management Institutions in the Coastal of Ujung 
Genteng - Pangumbahan Sukabumi Before the Application of Turtle Conservation 
Policy. 


Tipologi Hak Penge- Komponen Institusi/Institution Component 


lolaan Sumberdaya 
No.  Lahan/ Typology- aturanmain 

Right Management Rules Of The Lan A Aktor/Actors 

Of Land Resources 


1. Hak kepemilikan/ Formal, kepentingan ekonomi/ Luar masyarakat (perusahaan perkebunan), 
Property Rights Formal, economic interests pengaruh jangka panjang/ Outside the 
community (plantation), the long-term effects 


Informal, kepentingan ekonomi/ Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ 


Informal, economic interests Communities, the long-term effects 
2. Hak pemeliharaan Formal, kepentingan ekonomi/ Luar masyarakat (perusahaan perkebunan), 
akses/ Maintenance Formal, economic interests pengaruh jangka pendek/ Outside the 
of access rights community (plantation), the short-term effects 
Informal, kepentingan ekonomi/ Masyarakat, pengaruh jangka pendek/ 
Informal, economic interests Communities, the short-term effects 
3. Hak pengaturan Formal, kepentingan ekonomi/ Pemerintah (kantor pertanahan), pengaruh 
akses/ Rights of Formal, economic interests jangka panjang/ Government (land office), t 
access arrangements he long-term effects 


Informal, kepentingan ekonomi/ Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ 
Informal, economic interests Community, the long-term effects 


Sumber: Data primer, diolah/Source: Primary data, processed. 
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Tabel 5. Kondisi Institusi Pengelolaan Sumberdaya Lahan di Pesisir Ujung Genteng - 
Pangumbahan Sukabumi Setelah Kebijakan Konservasi Penyu Diterapkan. 

Table 5. The Condition of Land Resources Management Institutions in the Coastal of Ujung 
Genteng - Pangumbahan Sukabumi After the Application of Turtle Conservation 


Policy. 


Komponen Institusi/Institution Component 


Tipologi Hak Penge- 


lolaan Sumberdaya 
No.  Lahan/ Typology 

Right Management 

Of Land Resources 


Aturan Main/ 
Rules Of The Game 


Aktor/Actors 


1. Hak kepemilikan/ 
Property Rights 


Informal, kepentingan ekonomi/ 
Informal, economic interests 


2. Hak pemeliharaan 
akses/ Maintenance 
of access rights 


3. Hak pengaturan 
akses/ Rights of 
access arrangements economic interests 


Informal, pemenuhan kepentingan 


Formal, kepentingan ekonomi/ 
Formal, economic interests 


Informal, pemenuhan kepentingan 
ekonomi/ Informal, the 
fulfillment of the economic interests 


Formal, pemenuhan kepentingan 
ekonomi/ Formal, the fulfillment of the 


Luar masyarakat (perusahaan 
perkebunan), pengaruh jangka 
pendek/ Outside the community 
(plantation), the short-term effects 


Luar masyarakat (investor penye- 
dia jasa wisata), pengaruh jangka 
panjang/ Outside the community 
(investor tourism services provi- 
der), long-term effects 


Masyarakat, pengaruh jangka 
panjang/Communities, the 
long-term effects 


Luar masyarakat (investor penye- 
dia jasa wisata), pengaruh jangka 
pendek/ Outside The Community 
(investor tourism services provi- 
der), short-term effects 


Masyarakat (penyedia tenaga jasa 
wisata), pengaruh jangkapendek/ 
Community(tourism services 
provider), short-term effects 


Pemerintah (kantor pertana- 
han), pengaruh jangka panjang 
/ Government (land office), the 
long-term effects 


Masyarakat, pengaruh jangka 


ekonomi/ Informal, the fulfillment of the panjang /Communities, the 


economic interests 


Sumber: Data primer, diolah/Source: Primary data, processed. 


Agar institusi pengelolaan kawasan 
konservasi penyu dapat efektif maka dibutuhkan 
aturan main yang dapat mendayagunakan tanah 
terlantar di sekitar kawasan konservasi, yaitu 
lahan dengan status HGU sepanjang pantai 
Pangumbahan, sesuai tujuan konservasi, 


long-term effects 


yaitu menjamin kelestarian populasi penyu 
dan pantai peneluran sebagai habitatnya 
serta menjamin keberlanjutan sumber 
penghidupan masyarakat. Secara prosedural 
formal, lahan tersebut perlu dialihstatuskan 
sebagai tanah negara berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar. Setelah status berubah, negara 
(pemerintah) mengatur pendayagunaannya 
bersama masyarakat setempat dengan 
tujuan membangun ekowisata konservasi 
penyu yang pengelolaannya berbasis pada 
masyarakat setempat. Lahan tidak dapat 
diperjualbelikan dan masyarakat luar dibatasi 
hanya sebatas menikmati manfaatnya 
sebagai wisatawan. Dinas Kelautan dan 
Perikanan serta Dinas Pariwisata bekerja sama 
dalam meningkatkan kapasitas masyarakat 


setempat, baik secara individu maupun 
kelompok sehingga dapat meningkatkan 
potensi manfaat sumberdaya melalui 
aktivitas penyediaan jasa wisata (pemandu, 
penyedia kerajinan tanda mata). Pemilihan 
ekowisata berbasis konservasi penyu 
dilatarbelakangi oleh prinsip kehati-hatian 
agar pemanfaatan sumberdaya alam 
tidak melebihi kapasitas daya dukung 
lingkungannya. Institusi pengelolaan kawasan 
konservasi penyu yang efektif sebagaimana 
dimaksud berikut komponennya disajikan 
dalam Tabel 6. 


Tabel 6. Perubahan Institusi Pengelolaan Sumberdaya Lahan di Pesisir Ujung Genteng — 
Pangumbahan Sukabumi yang Mendukung Pencapaian Tujuan Kebijakan Konservasi 
Penyu (Pengembangan Intitusi yang Efektif). 

Table 6. Changes In Land Resource Management Institutions in the Coastal of Ujung Genteng- 
Pangumbahan Sukabumi That Supports the Achievement of Policy Turtle Conservation 
Objectives (The Development of Effective Institutions). 


Komponen Institusi/Institution Component 


Tipologi Hak Pengelolaan 


Sumberdaya Lahan/ Typology 
Right Management of Land 
Resources 


Aturan main/ 
Rules of The Game 


Aktor/Actors 


1. Hak kepemilikan/ 
Property Rights 


Formal, pemenuhan kepentingan 
ekonomi/ Formal, the fulfillment of 


Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ 
Communities, the long-term effects 


the economic interests 


Formal, pemenuhan kepentingan 
sosial/ Formal, the fulfillment of the 


social interests 


Formal, pemenuhan kepentingan 


Masyarakat luar (wisatawan), peng- 
aruh jangka panjang/ Outside the 
community (tourists), 

long-term effects 


Pemerintah (zona inti) dan 


ekologi/ Formal, the fulfillment of the Masyarakat (zona penyangga)/ 


ecology interests 


2. Hak pemeliharaan akses/ 
Maintenance of access rights 


3. Hak pengaturan akses/ 
Rights of access arrangements 


Formal, pemenuhan kepentingan 
ekonomi/ Formal, the fulfillment of 
the economic interests 


Formal, pemenuhan kepentingan 
ekonomi, sosial dan ekologi/ Formal, dan perikanan, badan pertanahan 


Government 
(core zone) and Community 
(buffer zone) 


Luar masyarakat (investor penyedia 
jasa wisata), pengaruh jangka 
pendek/ Outside The Community 
(investor tourism services 
provider), short-term effects 


Pemerintah (kementerian kelautan 


the fulfillment of the economic, social nasional, pemerintah daerah) dan 


and ecology interests 


masyarakat, pengaruh jangka panjang 
/ The government (ministry of marine 
affairs and 

fisheries, national land agency, local 
government) and 

community, the long-term effects 


Sumber: Data primer, diolah/Source: Primary data, processed. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Institusi pengelolaan kawasan konservasi 
penyu yang diterapkan sejak tahun 2010 
belum efektif. Masih terdapat mekanisme 
ilegal penggunaan sumberdaya lahan yang 
tidak selaras dengan tujuan konservasi 
penyu berupa pembagunan sarana wisata 
di lahan terlantar di sepanjang pantai 
Pangumbahan. Ketidakefektifan institusi 
disebabkan belum adanya aturan yang dapat 
menjamin kepemilikan dan selanjutnya 
pendayagunaan sumberdaya lahan di wilayah 
pesisir tersebut yang selaras dengan tujuan 
konservasi. 


Institusi pengelolaan kawasan konservasi 
penyu yang efektif membutuhkan koordinasi 
dan kerjasama antara pemerintah, mulai 
dari tingkat pusat hingga tingkat desa 
serta masyarakat pesisir Ujung Genteng 
- Pangumbahan itu sendiri. Dibutuhkan 
pendayagunaan lahan terlantar, yang secara 
prosedural wewenangnya berada di Badan 
Pertanahan Nasional. Pendayagunaannya 
diatur oleh pemerintah pusat dan daerah 
yang menangani bidang teknis (Kementerian 
Kelautan dan Perikanan serta dinas-dinas 
yang secara teknis membidangi Kelautan 
dan Perikanan, Pariwisata di Kabupaten 
Sukabumi) dengan melibatkan secara 
aktif masyarakat setempat terkait dengan 
pengembangan ekowisata konservasi penyu 
berbasis masyarakat. 
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ABSTRAK 


Penelitian bertujuan untuk mengkaji saluran pemasaran ikan lele di Kabupaten Boyolali. Penelitian 
juga dilakukan untuk mengkaji besarnya biaya, keuntungan, margin pemasaran serta efisiensinya. Penelitian 
menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan April 2012 
dengan teknik wawancara, pencatatan dan observasi. Teknik pengambilan sampel pembudidaya dilakukan 
secara random sampling; sedangkan sampel pedagang diambil secara snowball sampling. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif dan cost margin analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat 
pola rantai pemasaran ikan lele dengan rantai yang panjang di saluran | dan II dan rantai terpendek di 
rantai III. Biaya dan keuntungan terbesar untuk penjualan lele hidup terdapat di saluran pemasaran I, 
sedangkan margin pemasaran terkecil untuk penjualan lele hidup terdapat di saluran pemasaran II. Ketiga 
saluran pemasaran lele hidup sudah efisien dengan nilai farmer's share terbesar pada saluran II yaitu 
87,34 %; sedangkan saluran IV memiliki nilai farmer's share terkecil sebesar 8,9596. Hasil penelitian efisiensi 
saluran pemasaran lele diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan peningkatan nilai tambah 
dan daya saing produk perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya dan 
industri pengolahan. 


Kata Kunci: pemasaran lele, margin, keuntungan, efisiensi pemasaran, farmer's share 


Abstract: Marketing Analysis Catfish of to Support Aguaculture Industry (Case Study on Boyolali District, 
Central Java). By: Riesti Triyanti and Nensyana Shafitri. 


This study aimed to assess marketing channels of catfish in Boyolali district. Research was carried 
out to access costs, benefits, marketing margin and their efficiencies. The research employs survey method. 
Data were collected in April 2012 using interview technigues, recording and observation. Farmers samples 
technigue used random sampling, whereas traders samples were selected by snowball sampling technigue. 
Data were analyzed using cost margin analysis. Results of this study showed that there were four patterns of 
catfish marketing chain with the largest chain were in the channel I and II and the shortest chain was in the 
chain III. The biggest costs and benefits of selling live catfish were in marketing channel I, while the smallest 
ones was in the marketing channels catfish II. All the three live marketing chanel were efficient with the 
biggest and smallest value of farmer's share of 87,349 (marketing chanel II) and 8,95 96 (marketing chanel 
IV), respectively. Results of the study were expected to be used as a basis for increasing value added and 
competitiveness of fish cultured product so that fish farmers and fish processors income can be increased. 


Keywords: : cathfish marketing, margin, profit, marketing efficiency, farmer's share 
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PENDAHULUAN 


Indonesia memiliki posisi sebagai 
produsen hasil perikanan sekaligus juga 
konsumen produk perikanan dunia. Posisi 
Indonesia sebagai negara konsumen yang 
cukup besar dengan penduduk saat ini sekitar 
240 juta orang merupakan pasar potensial 
bagi berbagai produk dunia termasuk produk 
perikanan. Untuk itu, produk perikanan nasional 
harus diterima menjadi tuan di negeri sendiri 
sekaligus sebagai dasar untuk masuk dan 
berkembang di pasar negara lain. 


Kebijakan industrialisasi merupakan 
strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) untuk meningkatkan nilai tambah 
pelaku usaha perikanan. Dalam industrialisasi 
perikanan, keterkaitan antara hulu (atau di 
kalangan produksi bahan baku) tidak berjalan 
baik bila tidak ada daya tarik dari industri 
di hilir, yaitu pengolahan dan pemasaran. 
Untuk mewujudkan industrialisasi maka 
dilakukan perbaikan hulu hingga hilir dengan 
memprioritaskan peningkatan daya saing dan 
nilai tambah melalui program peningkatan 
“supply chain and value chain management” 
dengan empat strategi yaitu meningkatkan 
produksi perikanan budidaya melalui berbagai 
program, diantaranya pengadaan benih, 
saprokan, dan program bantuan (PUMP), 
meningkatkan produksi perikanan budidaya, 
meningkatkan produksi produk olahan bernilai 
tambah tinggi melalui peningkatan kapasitas 
UKM dan industrialisasi pengolahan dan 
mengembangkan industri pendukung serta 
industri terkait lainnya. 


Peningkatan produksi perikanan seperti 
yang tertuang dalam 4(empat) strategi KKP 
untuk mewujudkan industrialisasi menjadikan 
perikanan budidaya menjadi salah satu 
tulang punggung dan ujung tombak dalam 
pelaksanaan program industrialisasi dengan 
berpegang pada penerapan Cara Budidaya 
Ikan Yang Baik (CBIB) atau Good Aquaculture 
Practices (GAP). Adapun fokus peningkatan 
produksi nantinya dilakukan pada 4 (empat) 
komoditas unggulan yakni udang, rumput laut, 
patin dan bandeng, sedangkan lele meskipun 
bukan komoditas unggulan industrialisasi 
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namun potensi konsumsi lele yang mampu 
menembus konsumen menengah keatas, 
sehingga lele pun sekarang telah menjadi 
komoditas perikanan bergengsi yang perlu 
dipacu produksinya sehingga dapat menjadi 
komoditas yang berdaya saing dalam pasar 
domestik. 


Perkembangan produksi ikan lele di 
Indonesia meningkat secara signifikan selama 
2006-2010, dengan kenaikan rata-rata setiap 
tahun sebesar 39,66 persen. Pada tahun 
2010, produksi ikan lele meningkat drastis 
dari 144.755 ton pada tahun 2009 menjadi 
242.811 ton pada tahun 2010 atau naik 
sebesar 67,74% (Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya, 2010). Adapun propinsi yang menjadi 
sentra produksi lele di Indonesia antara lain 
Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Indramayu), 
Jawa Tengah (Kabupaten Banyumas, Sukoharjo, 
Boyolali, dan Purbalingga), Jawa Timur 
(Kabupaten Tulungagung dan Jombang) 
dan D.I Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan 
Kulonprogo). 


Kabupaten Boyolali memiliki potensi 
di bidang perikanan khususnya air tawar. 
Berdasarkan kondisi alam yang ada, kemudian 
ditetapkan potensi kawasan budidaya perikanan 
di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit atau 
lebih dikenal sebagai Kampung Lele yang 
menjadi sentra pembesaran lele serta 
Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Teras 
menjadi wilayah pendukung (hinterland) atau 
menjadi sentra pembenihan. Jumlah produksi 
Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun 
terakhir sebesar 44.735 ton (Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Boyolali, 2012). 


Pemasaran produk adalah satu 
komponen pasca produksi yang perlu 
mendapatkan perhatian lebih karena 


pemasaran merupakan salah satu kunci dalam 
pengembangan usaha. Sebagai komoditas 
yang mudah rusak (perisable), pemasaran 
lele harus mendapatkan perhatian yang 
serius. Panjang pendeknya saluran pemasaran 
akan menentukan kualitas lele sehingga 
akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 
biaya, keuntungan, margin pemasaran serta 
efisiensinya. Berdasarkan permasalahan di atas, 


maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
saluran pemasaran yang digunakan dalam 
pemasaran lele di Kabupaten Boyolali, besarnya 
biaya, keuntungan, margin pemasaran serta 
efisiennya. 


METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Waktu penelitian dilaksanakan pada 
bulan April 2012, di Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah. Dasar pemilihan lokasi 
penelitian merupakan sentra produksi ikan 
yaitu pembenihan dan pembesaran serta 
pengolahan selain itu juga tempat transaksi 
jual beli ikan. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
sekunder dan primer. Data sekunder, yaitu 
data jumlah produksi, jumlah pembudidaya, 
dan jumlah rumah tangga perikanan Tahun 
2006-2011, kebutuhan dan ketersediaan 
input produksi, jenis sarana dan prasarana 
pendukung usaha perikanan budidaya, 
Kabupaten dalam Angka dan Kecamatan 
dalam Angka (BPS), dan data sekunder berupa 
buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal yang 
terkait dengan pemasaran lele yang diperoleh 
melalui instansi dan lembaga terkait serta 
melalui studi literatur. Data primer diperoleh 
melalui observasi langsung di lapang dan 
wawancara langsung dengan responden 


J. Sosek KP Vol. 7 No. 2 Tahun 2012 


dengan menggunakan kuesioner di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Boyolali, antara 
lain: karakteristik sosial ekonomi responden 
pembudidaya dan pedagang, data usaha 
pembenihan dan pembesaran lele, kegiatan 
pemasaran, tujuan pemasaran, dan informasi 
harga lele dari hulu hingga hilir. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara mencatat dan mempelajari 
dokumen tertulis dan laporan-laporan, 
sedangkan data primer diperoleh melalui 
survey dan observasi. Penentuan lokasi 
penelitian menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu berdasarkan penetapan 
kawasan minapolitan. Penentuan responden 
untuk pembenih dan pembudidaya, 
menggunakan metode simple random 
sampling, sedangkan responden pedagang 
menggunakan metode snowball sampling. 
Jumlah responden secara rinci disajikan pada 
Tabel 1. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis biaya pemasaran 
dan margin pemasaran ditingkat lembaga 
dalam saluran pemasaran menggunakan alat 
analisis biaya dan margin pemasaran (cost 
margin analysis) yaitu dengan menghitung 
besarnya biaya, keuntungan,dan margin 
pemasaran pada tiap lembaga perantara 
pada berbagai saluran pemasaran. 


Tabel 1. Metode Sampling dan Responden dalam Penelitian. 
Table 1. Sampling Method and Type of Respondents in the Research. 


Metode Sampling/ 
Sampling Methods 


Jenis Responden/ 
Type of Respondents 


Purposive Sampling 


Stakeholders 


(Dinas Peternakan dan Perikanan 


Kabupaten Boyolali)//Department of Livestock and 
Fisheries in Boyolali District 


Simple Random Sampling 


Pembenih/Seeder 


Pembudidaya/Farmers 


Snowball Sampling” 


Pedagang, pengolah/Traders, Fish processing 


“) Teknik pengambilan informan secara snowball sampling tergantung pada key-informan, akan berhenti jika data 
yang didapatkan sudah jenuh atau sudah tidak ada data yang dianggap baru lagi/ Taking technigue informant snowball 
sampling depends on the key-informants, will stop if the data obtained was saturated or there is no data to be new again. 
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a. Biaya Pemasaran 


Besarnya biaya pemasaran lele dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut (Handayani dan Nurlaila, 2011): 


Bp = Bp1 + Bp2 + Bp3H....... + Bpn 
Keterangan : 
Bp : Biaya pemasaran lele 


Bp1, Bp2, Bp3,...,Bpn : Biaya pemasaran lele 


tiap-tiap lembaga 
pemasaran lele 


1,2,3,....n : Jumlah Lembaga 
b. Keuntungan Pemasaran 


Besarnya keuntungan pemasaran lele 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Handayani dan Nurlaila, 
2011) : 


Kp = Kp1 + Kp2 + Kp3 4....... + Kpn 
Keterangan : 


Kp : Keuntungan pemasaran 
lele 


Kp1,Kp2,Kp3,...Kpn : keuntungan pemasaran 


tiaplembaga pemasaran 
lele 


c. Margin pemasaran 


Margin pemasaran adalah selisih harga 
ditingkat produsen dan tingkat konsumen. 
Secara sistematis margin pemasaran 
dirumuskan sebagai berikut (Handayani dan 
Nurlaila, 2011): 


Mp = Pr — Pf 

Keterangan : 

Mp : Margin pemasaran lele (Rp/kg) 

Pr :Harga lele ditingkat konsumen (Rp/kg) 


Pf : Harga lele yang diterima produsen 
(Rp/kg) 


Margin yang diperoleh pedagang 
perantara dari sejumlah biaya pemasaran 
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yang dikeluarkan dan keuntungan yang 
diterima oleh pedagang perantara dirumuskan 
sebagai berikut (Handayani dan Nurlaila, 
2011): 


M p = Bp + Kp 

Keterangan : 

M p : Margin pemasaran lele (Rp/kg) 
Bp : Biaya pemasaran lele (Rp/kg) 


Kp : Keuntungan pemasaran lele (Rp/kg) 


d. Efisiensi Pemasaran 


Efisiensi pemasaran dalam saluran 
pemasaran dapat dihitung dengan nilai 
persentase dari persentase margin pemasaran 
dari masing-masing saluran pemasaran 
digunakan rumus sebagai berikut (Handayani 
dan Nurlaila, 2011): 


e. Persentase Margin Pemasaran 


Mp = (Pr — Pf / Pr) x 100% 


Keterangan : 

Mp = Margin pemasaran 

Pf = Harga ditingkat produsen 
(pembudidaya) 

Pr = Harga ditingkat konsumen 


f. Bagian yang Diterima Produsen 
F = (1- M/Pr) x 100% 
Keterangan : 


F = Bagian yang diterima produsen 
(pembudidaya) 


Mp = Margin pemasaran 
Pr = Harga ditingkat konsumen 


Efisiensi pemasaran secara ekonomi 
dapat diketahui dari besarnya bagian 
yang diterima produsen dan persentase 
margin pemasaran yang dinyatakan dalam 
persen (%). Pemasaran lele dianggap 
efisien secara ekonomis apabila saluran 
pemasaran mempunyai nilai persentase 


margin pemasaran yang rendah, tetapi 
mempunyai nilai persentase bagian yang 
diterima produsen (farmer's share) tinggi. 
Menurut Rasyaf dalam Handayani dan 
Nurlaila (2011), bila bagian yang diterima 
produsen > 50% maka pemasaran 
dikatakan efisien, dan bila bagian yang diterima 
produsen < 50% berarti pemasaran belum 
efisien. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


KARAKTERISTIK SOSIAL 


PEMBUDIDAYA 


EKONOMI 


Usaha budidaya ikan lele di Kabupaten 
Boyolali tergolong dalam tipologi usaha 
budidaya kolam air tenang (KAT) dan 
tergolong dalam skala mikro dengan luas 
lahan rata-rata sebesar 32 m?. Menurut Az- 
zarnuji (2011), jumlah pembudidaya ikan 
lele di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 
sebanyak 243 orang sedangkan jumlah 
sampel yang diambil sebanyak 31 
orang, dengan rincian 14 orang di 
Kecamatan Banyudono dan 17 orang di 
Kecamatan Sawit. Karakteristik sosial 
ekonomi pembudidaya di 2 (dua) kecamatan 
terdiri dari usia, pendidikan, pengalaman 
usaha, dan jumlah maupun status kepemilikan 
lahan. 
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Usia Pembudidaya 

Usia pembudidaya berdasarkan 
Gambar 1 dapat diketahui bahwa 57% 
responden pembudidaya di Kecamatan 


Banyudono dan Sawit, Kabupaten Boyolali 
berada pada usia yang produktif yaitu 
36-45 tahun. Pada usia produktif pembudidaya 
diharapkan mampu menjalankan usaha 
budidaya lele dengan baik. Selain itu dengan 
usia yang produktif pembudidaya mampu 
mengembangkan budidaya lele sehingga 
mampu menambah penghasilan keluarga. 


Pendidikan Pembudidaya 


Pendidikan pembudidaya berdasarkan 
Gambar 2 dapat diketahui bahwa 5096 
responden pembudidaya adalah tamat SLTA. 
Hal ini menunjukkan dengan tingkat pendidikan 
yang tinggi pembudidaya dapat memahami 
bagaimana cara budidaya lele yang baik dan 
mudah menyerap teknologi budidaya dari 
penyuluh perikanan. Tingkat pendidikan yang 
tinggi yang dimiliki responden pembudidaya 
dapat menjadi modal bagi pembudidaya dalam 
menjalankan usaha budidayanya serta dapat 
melakukan pemilihan saluran pemasaran yang 
baik dan menguntungkan bagi pembudidaya, 
sehingga pembudidaya dapat memperoleh 
keuntungan yang sebesar-besarnya. 


Usia Responden Pembudidaya/ 
Age of the Farmer's Responden 


E 25 - 35 Years 
E 36 - 45 Years 
I 46 - 55 Years 


E 55 - 65 Years 


Gambar 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Pembudidaya Berdasarkan Usia di 


Kabupaten Boyolali, 2012. 
Figure 1. 
2012. 


Socio-economics Characteristic of Farmers Respondent by Age in Boyolali District, 


Sumber : Data primer diolah, 2012/ Source :Primary data processed, 2012 
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Pendidikan Responden Pembudidaya/ 
Education of the Farmer's Responden 


m Elementary Primary High 
Scholl 

ll] Primary High School 

IM Secondary High School 

BM Diploma 


I Under Graduate 


Gambar 2. Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Pembudidaya Berdasarkan Pendidikan 


di Kabupaten Boyolali, 2012. 
Figure 2. 
District, 2012. 


Socio-economics Characteristic of Farmers Respondent by Education in Boyolali 


Sumber: Data primer diolah, 2012/ Source: Primary data processed, 2012 


Pengalaman Usaha Pembudidaya 


Keberhasilan usaha budidaya lele tidak 
hanya ditentukan oleh pendidikan saja tetapi 
juga ditentukan oleh pengalaman usaha dalam 
budidaya. Gambar 3 menunjukkan persentase 
pembudidaya berdasarkan pengalaman usaha 
budidaya lele di Kecamatan Tegalrejo dan 
Sawit Kabupaten Boyolali yaitu kurang dari 
10 tahun. Pengalaman usaha pembudidaya 
menunjukkan lamanya waktu pembudidaya 


dalam usaha budidaya lele yang masih 
tergolong dalam kategori rendah. Berdasarkan 
pengalaman yang telah dimiliki oleh 
pembudidaya diharapkan kedepannya 
pembudidaya mampu lebih baik lagi untuk 
meningkatkan kualitas produksi ikan sehingga 
dapat mempertahankan serta meningkatkan 
skala usahanya, memperluas pemasaran 
ikan sehingga mampu meningkatkan 
pendapatannya. 


Pengalaman Usaha Responden Pembudidaya/ 


Bussines Experience of the Farmer's Respondent 


IM <10 Years 


E 10-12 Years 
I 13-15 Years 
E 16 - 18 Years 
E 19-21 Years 


Gambar 3. Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Pembudidaya Berdasarkan Pengalaman 


Usaha di Kabupaten Boyolali, 2012. 
Socio-economics Characteristic of Farmer's Respondent by Business Experince 


Figure 3. 
in Boyolali District, 2012. 


Sumber: Data primer diolah, 2012/ Source: Primary data processed, 2012 
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Jumlah dan Status Kepemilikan Lahan 


Banyaknya kepemilikan lahan budidaya 
lele (Gambar 4) menentukan besarnya 
pendapatan pembudidaya. Semakin luasnya 
lahan budidaya yang dimiliki oleh pembudidaya 
maka jumlah produksi ikan lele yang dihasilkan 
semakin banyak. Sehingga pendapatan 
pembudidaya semakin meningkat. Selain itu, 
kepemilikan lahan juga berpengaruh pada biaya 
(cost), karena sebagian besar status kepemilikan 
lahan budidaya adalah milik kelompok yakni 
bantuan dari program Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaan (PUMP) maka biaya yang 
dikeluarkan lebih sedikit karena tidak ada 
biaya sewa lahan. 


KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI LEMBAGA 
PEMASARAN LELE 


Lembaga pemasaran yang terlibat dalam 
pendistribusian ikan lele adalah pedagang 
pengumpul (dalam dan luar kabupaten), dan 
pedagang pengecer (dalam dan luar kabupaten). 
Karakteristik lembaga pemasaran ikan lele 
pada pedagang pengumpul terdiri dari dua 
orang pedagang di Kecamatan Banyudono 
dan Sawit dan dua pedagang pengumpul luar 
kabupaten (Kabupaten Sleman dan Semarang) 
mempunyai rata-rata usia 22 tahun sehingga 
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dikategorikan dalam usia produktif. Usia 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan 
mereka dalam menjalankan perannya sebagai 
lembaga penyalur dalam pemasaran ikan lele 
dari pembudidaya ke konsumen. Karakteristik 
lembaga pemasaran ikan lele pada pedagang 
pengecer di Kecamatan Banyudono dan Sawit 
dengan usia rata-rata 32 tahun, mempunyai 
tingkat pendidikan tinggi yakni tamat SLTA, 
dengan tingginya tingkat pendidikan yang 
dimiliki responden lembaga pemasaran 
diharapkan dapat mengambil keputusan 
dengan baik dalam berdagang serta mampu 
membaca infomasi pasar yang ada sehingga 
memperlancar proses pemasaran yang 
dilakukan. Pengalaman usaha pemasaran 
lele rata-rata selama 9 tahun. Dengan 
lamanya pengalaman usaha maka akan 
mudah bagi pedagang dalam memasarkan 
lele sehingga memperlancar proses pemasaran 
yang dilakukan. Lama usaha berdagang 
akan mempengaruhi pengalaman dalam 
memasarkan lele. Semakin lama usaha 
berdagang, semakin mudah bagi pedagang 
dalam memasarkan lele. Hal ini disebabkan, 
pedagang yang sudah lama menggeluti 
usaha pemasaran maka mereka akan lebih 
dikenal oleh konsumen sehingga jaringan 
pemasarannya akan semakin luas. 


Status Kepemilikan Lahan Responden Pembudidaya/ 


Ownership of Land of the Farmer's Respondent 


JJ Milik Sendiri/ Self Owned 


IM sewa/Rent 


IM Kelompok/Group Owner 


Gambar 4. Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Pembudidaya Berdasarkan Status 
Kepemilikan Lahan di Kabupaten Boyolali, 2012. 


Figure 4. 
Boyolali District, 2012. 


Socio-economics Characteristic of Farmer's Respondent by Owner ship of Land in 


Sumber: Data primer diolah, 2012/ Source: Primary data processed, 2012 
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Untuk fungsi pemasaran dari lembaga 
pemasaran yang ada, maka terlihat bahwa 
hanya pedagang pengumpul luar kabupaten 
yang melaksanakan ketiga fungsi pemasaran. 
Fungsi pertukaran meliputi pertukaran barang 
sehingga menciptakan hak milik. Untuk fungsi 
fisik, kegiatan yang dilakukan diantaranya 
adalah pengangkutan, bongkar muat, dan 
penyimpanan. Sedangkan fungsi pelancar 
terdiri dari standarisasi, grading, biaya, info 
pasar dan harga. Fungsi pemasaran dari 
lembaga pemasaran lele disajikan pada 
Tabel 2. 


RANTAI PEMASARAN LELE 


Porter (1985), memberikan pemahaman 
rantai nilai sebagai nilai sebuah kombinasi dari 
sembilan aktivitas operasi penambahan nilai 
umum dalam sebuah perusahaan. Fokus utama 
dalam rantai nilai terletak pada keuntungan 
yang ditambahkan kepada konsumen, proses 
saling tergantung dan menghasilkan nilai dan 
permintaan yang dihasilkan serta arus dana 
yang dibuat (Fele, Shunk dan Callarman, 2012). 
Rantai nilai pada usaha perikanan budidaya 
dengan komoditas lele dapat mencakup input 
produksi (benih), pembudidaya atau produsen 
(untuk membudidayakan dan memasarkan lele), 
pengolahan lele, pedagang pengumpul dan 
pedagang pengecer yang mengirimkan produk 
ke pedagang grosir dan pasar lainnya, dan 
konsumen yang membeli lele dalam berbagai 


bentuk hidup maupun produk olahan. 


Di Kabupaten Boyolali analisis rantai nilai 
terhadap berbagai rantai pasokan dilakukan 
berdasarkan saluran pemasaran yang digunakan 
oleh pembudidaya untuk menjual hasil produksi 
mereka. Dengan demikian, ada 4 (empat) 
rantai tata niaga lele di Kabupaten Boyolali 
sebagai berikut: 


Saluran 1 Pembudidaya D pedagang 
pengumpul kabupaten? 
pedagang pengecer kabu- 
paten D konsumen akhir 
Pembudidaya D pedagang 
pengumpul luar kabupaten 
> pedagang pengecer luar 
kabupaten — konsumen 
luar kabupaten 
Pembudidaya D pedagang 
pengecer kabupaten > 
konsumen akhir kabupaten 
Pembudidaya © pengo- 
lah hasil perikanan > kon- 
sumen akhir kabupaten dan 
luar kabupaten 

Hal ini sama dengan hasil penelitian Fauzi 
(2008) dan Puspitasari (2010) yang menyatakan 
bahwa ada 4 (empat) pola saluran pemasaran 
lele baik jenis sangkuriang maupun dumbo 
di Kabupaten Bogor dan Cirebon dengan 
penjualan dalam keadaan hidup di tiga saluran 
pemasaran dan produk olahan di satu saluran 
pemasaran. Berdasarkan keempat saluran rantai 


Saluran 2 


Saluran 3 


Saluran 4 


Tabel 2. Fungsi Pemasaran dari Lembaga Pemasaran Lele di Kabupaten Boyolali, 2012. 
Table 2. Marketing Function of Catfish Marketing Institution in Boyolali District, 2012. 


Lembaga Pemasaran/Market Institution 


Fungsi Pemasaran/ Pedagang Pengumpul Pedagang Pengumpul Pedagang Pengecer 
Marketing Function Kabupaten/Middleman Luar Kabupaten/ Kabupaten/Retailers 
in District level Middleman in Outside in District Level 
the District Level 
Fungsi pertukaran Ya/Yes Ya/Yes Ya/Yes 
(Exchange function) 
Fungsi fisik Ya/Yes Ya/Yes Tidak/No 
(Physical function) 
Fungsi pelancar Tidak/No Ya/Yes Tidak/No 


(Facilitating function) 


Sumber : Data primer diolah, 2012/ Source: Primary data of processed, 2012 
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pemasaran lele di Kabupaten Boyolali, dimulai 
dari hulu (pembudidaya) dan berakhir di hilir 
(konsumen akhir). Oleh karena produksi lele 
mayoritas dijual dalam bentuk ikan hidup dan 
masih sedikit dalam bentuk olahan, maka dari 
ke seluruh rantai, berakhir pada pada konsumen 
akhir yaitu konsumen rumah tangga. Pangsa 
pasar tebesar lele Kabupaten Boyolali adalah 
Yogjakarta dan saat ini mulai berkembang 
sampai dengan kota Semarang di samping 
kota-kota disekitar Boyolali. 


Beberapa pembudidaya bertindak 
merangkap sebagai pedagang pengumpul 
dan mayoritas pembudidaya tidak merangkap 
sebagai pembenih. Benih lele dapat dipenuhi 
dari dalam Kabupaten Boyolali, namun demikian 
masih banyak benih lele yang dipasok dari 
luar kabupaten dan berasal dari Kabupaten 
Tulungagung. Benih yang digunakan rata-rata 
berukuran 7 dan 8 dengan harga berkisar 
Rp 100 — Rp 125 per ekor. Benih lele kemudian 
dibesarkan oleh pembudidaya dengan 
media kolam tanah dan kemudian disaluran 
pemasaran kepada pedagang pengumpul 
kabupaten (38%), pengumpul luar kabupaten 
(384), pedagang pengecer (22%) dan 
pengolah (24). Masing-masing segmen 
saluran pemasaran telah mempunyai 
pelanggan untuk dijual dengan sistem 
pembayaran dilakukan secara berjangka 
untuk beberapa saluran pasar. Persentase 
distribusi lele ke pedagang pengumpul di 
kabupaten sama dengan pedagang pengumpul 
luar kabupaten, hal ini berarti jumlah 
permintaan untuk konsumsi lele di Kabupaten 
Boyolali sama dengan Kabupaten DIY dan 
Semarang. 


Pedagang pengumpul kabupaten menjual 
lele kepada pengumpul luar kabupaten (76%) 
dan sebagian lagi kepada pedagang pengecer 
kabupaten (24X). Pedagang pengumpul 
luar kabupaten adalah mayoritas pedagang 
pengumpul di Jogjakarta. Pedagang pengecer 
biasanya berjualan di pasar-pasar tradisional 
dan menjual kepada konsumen akhir yaitu 
konsumen rumah tangga dan lembaga 
(100%). Rantai pasok dan rantai pemasaran 
lele pada setiap simpul pelaku usaha disajikan 
dalam Gambar 5 dan 6. 
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MARGIN DAN KEUNTUNGAN DALAM RANTAI 
PEMASARAN LELE 


Proses mengalirnya barang dari 
pembudidaya ke konsumen memerlukan biaya, 
dengan adanya biaya pemasaran maka suatu 
produk akan lebih tinggi harganya. Semakin 
panjang rantai pemasaran maka biaya yang 
dikeluarkan dalam pemasaran akan semakin 
meningkat. Untuk mengetahui besarnya biaya, 
keuntungan dan marjin pemasaran lele pada 
keempat rantai pemasaran di Kabupaten 
Boyolali dapat dilihat pada Gambar 6. 


Berdasarkan Gambar 6, pada saluran 
pemasaran | harga rata-rata ikan lele yang 
dibayar oleh pedagang pengumpul kabupaten 
ke pembudidaya pada waktu penelitian 
sebesar Rp 10.700 per kg, harga yang 
dibayarkan oleh pedagang pengumpul 
kabupaten tergantung informasi harga dan 
dalam pelaksanaannya belum ada standar 
sehingga masih terjadi fluktuasi harga, dengan 
pembayaran ke pembudidaya secara tunai 
(cash). Selama proses pemasaran, biaya 
transportasi dan biaya penanggulangan 
resiko ditanggung oleh pedagang pengumpul. 


Pangsa pasar lele terbesar Kabupaten 
Boyolali adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) dan saat ini berkembang sampai kota 
Semarang. Hampir setiap hari pedagang 
pengumpul kabupaten menyetor produk 
ke padagang berikutnya di sekitar DIY 
dalam bentuk ikan hidup. Pembudidaya 
pengumpul lokal biasanya merangkap sebagai 
pembudidaya dan mempunyai mitra 
binaan. Pedagang pengumpul lokal biasanya 
mempunyai beberapa langganan dengan 
kapasitas penjualan perhari sebesar 1 ton. 
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha 
pengumpul lokal antara lain biaya investasi 
(blong/tempat ikan, keranjang, serokan 
dan timbangan) dan biaya operasional 
(pembelian lele, transportasi, biaya tenaga 
kerja, biaya penanggulangan resiko, 
biaya penyusutan dan sewa kendaraan) 
dengan jumlah total biaya sebesar Rp 383 
per kg. Sehingga diperoleh marjin pemasaran 
pedagang pengumpul lokal sebesar 
Rp 917 per kg. 
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Pedagang pengumpul lokal kabupaten 
menjual ikan lele ke pedagang pengecer 
kabupaten maupun luar kabupaten. Harga 
jual lele di tingkat pedagang pengecer luar 
kabupaten lebih tinggi daripada pedagang 
pengecer dalam kabupaten, dengan selisih 
harga sebesar Rp 1.750 per kg. Tingginya 
harga jual lele ke pedagang pengumpul luar 
kabupaten disebabkan kondisi permintaan 
dan penawaran pasar. 


Farmer's share merupakan bagian yang 
diterima pembudidaya atau perbandingan 
antara harga yang diterima pembudidaya/ 
produsen dengan harga yang diterima 
konsumen. Menurut Roziah (2005) dalam 
Sobirin (2009), pola pemasaran yang paling 
efisien secara ekonomi memiliki marjin terkecil 
dan farmer's share terbesar diantara pola 
pemasaran lainnya. Berdasarkan empat 
saluran pemasaran (Gambar 7), terlihat bahwa 
farmer's share pada saluran pemasaran | dan 
Il lebih besar yaitu 87,34 X daripada saluran 
pemasaran III dan IV sehingga dapat dikatakan 
efisien secara ekonomi. Rata-rata biaya, 


keuntungan, marjin pemasaran dan bagian 
yang diterima produsen ikan lele di Kabupaten 
Boyolali pada keempat saluran pemasaran 
dapat dilihat pada Gambar 6. Bardasarkan 
Gambar 6 dapat diketahui bahwa saluran 
pemasaran I, produsen melibatkan peranan 
dua lembaga pemasaran yaitu pedagang 
pengumpul dan pengecer, sedangkan pada 
saluran II melibatkan peranan satu lembaga 
pemasaran yaitu pedagang pengumpul. 
Sebagian besar produsen menggunakan saluran 
pemasaran I dan II karena bagian yang diterima 
oleh pembudidaya lebih banyak, sehingga 
meningkatkan pendapatan bagi pembudidaya 
sebagai produsen. 


EFISIENSI PEMASARAN LELE 


Menurut Mubyarto (1995), analisis 
pemasaran dianggap efisien apabila dianggap 
mampu menyampaikan hasil dari produsen 
kepada konsumen dengan biaya wajar serta 
mampu mengadakan pembagian yang adil dari 
keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen. 


90 834 S734 


SI SHI 


SIII SIV 


Gambar 7. Bagian yang diterima Produsen Pada Rantai Pemasaran Ikan Lele di Kabupaten 


Boyolali. 


Figure 7. Farmer's Share of Catfish Marketing Chain in Boyolali District. 


(Sumber: Data Primer diolah, 2012/ Source: Primary data processed, 2012) 
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Tabel 3. Efisiensi Ekonomi Rantai Pemasaran Ikan Lele di Kabupaten Boyolali, 2012. 
Table 3. Economics Efficiency of Catfish Marketing Chain in Boyolali District, 2012. 


Saluran Pemasaran/ Saluran I/ Saluran II/ Saluran III/ Saluran IV/ 
Marketing Channel Channel I Channel II Channel III Channel IV 
Total Biaya/ 10,360 9,985 9,977 83,775 
Total Cost (Rp/kg) 
Total Keuntungan/ 3,432 2,407 2,515 35,967 
Total Profit (Rp/kg) 
Margin pemasaran/ 2,757 1,557 2,757 1257 
Marketing margin (Rp/kg) 
Farmer's Share (96) 79.58 87.34 79.58 8.95 


Sumber : Data Primer diolah, 2012/Source: Primary data processed, 2012 


Untuk mengetahui efisiensi pemasaran 
lele secara ekonomis adalah dengan melihat 
marjin dan bagian yang diterima pembudidaya 
(farmer's share) pada setiap saluran pemasaran 
yang ada. Efisiensi ekonomis pemasaran lele 
di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada 
Tabel 3, dimana saluran pemasaran III dan IV 
memiliki marjin pemasaran yang lebih tinggi 
dibandingkan saluran pemasaran I dan II. Hal 
ini karena pada saluran pemasaran I jumlah 
ikan yang diperjualbelikan banyak dengan 
biaya yang tinggi karena sudah mengalami 
pengolahan ikan. Tingginya biaya disebabkan 
karena proses pengolahan ikan sehingga 
dapat memberikan nilai tambah terhadap 
produk ikan lele. Penetapan tingkat 
keuntungan yang tinggi menyebabkan 
rendahnya margin dan keuntungan pemasaran, 
serta nilai bagian yang diterima produsen 
semakin rendah Berdasarkan tinggi rendahnya 
marjin pemasaran dan farmer's share, 
maka saluran pemasaran |, II, dan III efisien 
secara ekonomis di Kabupaten Boyolali. Hal 
ini dikarenakan nilai farmer's share dari 
saluran pemasaran |, II, dan III lebih dari 
50%, sedangkan saluran IV tidak efisien 
karena meskipun margin pemasarannya 
rendah, namun farmers share nya juga 
rendah karena bagian yang diterima oleh 
pembudidaya lebih kecil daripada bagian yang 
diterima oleh pengolah. 


Menurut penelitian Fauzi (2008) dan 
Puspitasari (2010) margin terbesar terdapat 


pada saluran pemasaran dengan penjualan 
dalam bentuk olahan, sedangkan yang ditemui 
di Kabupaten Boyolali, margin pemasaran 
terbesar di saluran pemasaran dengan 
penjualan dalam bentuk hidup. Untuk farmer's 
share nilai terkecil menurut Fauzi (2008) dan 
Puspitasari (2010) ada pada penjualan lele 
dengan bentuk olahan, hal ini sama dengan 
penelitian di Kabupaten Boyolali. Secara 
umum pada empat pola saluran pemasaran 
lele di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bogor 
dan Kabupaten Cirebon menunjukkan relatif 
efisiensi secara ekonomi. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Saluran pemasaran lele di Kabupaten 
Boyolali terdiri dari 4 (empat) pola saluran 
pemasaran. Sifat produk yang dijual mulai dari 
pembudidaya hingga ke pedagang pengecer 
sama (homogen) pada saluran I-III sedangkan 
untuk saluran IV bersifat berbeda karakteristik 
(deferensiasi). Panjang pendeknya saluran 
pemasaran dipengaruhi oleh biaya, harga 
dan efisiensi ekonomis pemasaran. Jika 
harga yang ditawarkan pedagang/lembaga 
tataniaga semakin tinggi dan kemampuan 
konsumen dalam membayar harga semakin 
tinggi, maka bagian yang diterima oleh 
pembudidaya akan semakin sedikit. Margin 
pemasaran berhubungan negatif dengan bagian 
yang diterima produsen (farmers share). 
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Semakin tinggi margin pemasaran, 
maka farmers share semakin rendah. 
Saluran II tergolong paling efisien 
untuk saluran pemasaran ikan lele 
hidup, berbeda dengan industri pengolahan 
(saluran IV) yang memiliki farmers share 
sangat kecil yaitu 8,95 %, namun memiliki 
potensi yang besar untuk dikembangkan 
dalam rangka peningkatan nilai tambah 
dan pendapatan masyarakat khususnya 
pembudidaya dan industri pengolahan. 


Salah satu usaha untuk peningkatan 
nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan 
hasil perikanan budidaya adalah dengan 
mengembangkan produk bernilai tambah baik 
olahan tradisional maupun modern. Usaha 
perikanan budidaya cukup berkembang namun 
belum diimbangi dengan pengembangan 
pengolahannya yang memadai. Saat ini 
produk perikanan budidaya masih dalam 
bentuk ikan hidup, segar dan beku. Hal ini 
dikarenakan kurangnya kontinuitas bahan 
baku untuk industri pengolahan, rendahnya 
standar bahan baku, skala produksi industri 
pengolahan perikanan yang masih mikro 
dan kecil (produksi tergantung pesanan), 
lemahnya jaminan mutu dan keamanan 
hasil perikanan (guality assurance and food 
safety), kurangnya intensitas promosi, 
jenis produk dan pengembangan produk 
bernilai tambah belum berkembang, belum 
berkembangnya teknologi pengemasan 
(packaging) produk olahan hasil perikanan. 


Implikasi Kebijakan 


Untuk mendukung industri perikanan 
budidaya yang maju dan bernilai tambah 
maka strategi kebijakan yang dapat 
dipertimbangkan antara lain : (1) Memastikan 
setiap unit industri pengolahan lele mempunyai 
pasokan bahan baku yang kontinu dan sesuai 
kebutuhan: (2) Pengembangan diversifikasi 
produk olahan hasil perikanan yang berdaya 
saing: (3) Sertifikasi mutu produk olahan 
perikanan berdasarkan konsep Hazard 
Analytic Critical Control Point (HACCP): 
dan (4) Penyempurnaan sistem informasi 
pemasaran perikanan budidaya. 
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ABSTRAK 


Kemiskinan masyarakat nelayan secara faktual terjadi di mana-mana. Ia tidak hanya disebabkan 
oleh faktor internal dalam mekanisme produksinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal yang tercipta di 
lingkungannya. Tradisi dan kelembagaan tradisi tidak selalu dianggap baik dan mampu menjaga eksistensi 
kehidupan orang miskin. Bahkan, keduanya bisa menjerumuskan atau semakin membenamkan orang 
miskin pada kemiskinan absolut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian 
etnografi masyarakat nelayan ini berupaya memberikan tawaran jalan keluar berdasarkan potensi dan 
karakter kebudayaan masyarakat dalam menghadapi kemiskinannya. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Hasil kajian adalah sebagai berikut. Buwoh dan bank titil di Kaliori Rembang Jawa 
Tengah telah menjadi bukti otentik bagaimana tradisi yang dikemas oleh para pencari rente lebih kejam 
dari jeratan utang bakul yang selama ini dituduh sebagai penyebab utama kemiskinan nelayan. Meskipun 
kondisi faktual kemiskinan itu tidak serta merta mendorong nelayan menjadi penganut konstruksi 
instrumental, peran pemerintah dalam menstimulasi tradisi dan kelembagaan tradisi yang mereduksi 
kemiskinan harus dipacu dalam bentuk kebijakan dan program. 


Kata Kunci: penyebab eksternal, buwoh, bank titil, revitalisasi, tradisi, reduksi kemiskinan 


Abstract: The Fisher's Poverty: Case Study of External Causes and Tradition Revitalization effort to 
Poverty Allevation in the Kaliori of Rembang, Central Java. By: M. Alie Humaedi. 


Poverty in fishing communities occurs factually in everywhere. Itis caused not only by internal factors 
in the mechanism of production, but also by external circumstances that are created in its environment. 
Tradition and traditional intitutions are not always considered good and able to maintain the existence 
of poor's life. In fact, they can plunge the poor people into absolute poverty. The research is conducted 
by using ethnographic method. This ethnograhic research of fishing communities attempted was to offer 
solution based on potention and character of public culture against their poverty. Data were analysed 
using qualitatove description method. Results of the study were as follows. Buwoh and Bank Titil in the 
Kaliori of Rembang, Central Java have become the authentic evidence of how traditions created by rente 
seekers are crueller than debt of bakul bondage that has been accused as the main cause of fisher's poverty. 
Although the factual condition of poverty does not necessarily encourage fishers to be adherents of the 
instrumental construction, the role of government in stimulating the tradition and tradition institutions that 
reduce poverty must be driven in the form of policies and programs. 


Keywords: external causes of poverty, buwoh, bank titil, revitalization, traditions, and poverty reduction 
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PENDAHULUAN 


Persoalan keterbatasan modal, 
pengetahuan, keahlian, penggunaan teknologi 
alat tangkap dan overfishing seringkali 
dinyatakan sebagai penyebab kemiskinan 
atau rendahnya peningkatan kesejahteraan 
di masyarakat nelayan (Imron 2006; 2011). 
Selain itu, ada juga sinyalemen bahwa nelayan 
“dimiskinkan” sebagai akibat dari adanya 
monopoli distribusi hasil tangkapan yang 
banyak dikuasai oleh bakul atau depot. Untuk 
memuluskan penguasaan distribusi tangkapan 
itu, bakul mengikat nelayan jeragan (pemilik) 
perahu dengan utang yang tidak pernah dapat 
dilunasinya. 


Sinyalemen di atas dibantah keras oleh 
M. Alie Humaedi dalam penelitiannya di Kaliori 
Rembang (2009-2011), bahwa melalui sistim 
bakul-langgan itulah yang sedikit banyak 
menawarkan kesejahteraan dan menjaga 
eksistensi kehidupan para nelayan miskin. 
Tidak hanya itu, sistim bakul-langgan yang 
dikenal pada kehidupan masyarakat jauh 
sebelumnya telah memungkinkan persebaran 
dan jeratan utang para nelayan miskin dari bank 
titil dengan rente tinggi itu dapat dikurangi. 
Bahkan, pasca tahun 1998, banyak langgan 
yang sebelumnya hanya menjadi pelaksana 
alat tangkapan kemudian menjadi juragan 
pemilik perahu setelah utangnya dibebaskan 
oleh para bakulnya, sebagai kompensasi 
dari hubungan patron-klien yang dilakukan 
sebelum itu. Sayangnya, setelah sistem 
bakul-langgan dengan mekanisme utang 
penuh sedikit demi sedikit dihilangkan dan 
diganti dengan sekadar hubungan “plakat 
jual beli” antara bakul dan langgan dengan 
nilai utang yang sangat kecil, telah membuat 
persebaran utang pada bank titil di masyarakat 
nelayan miskin semakin menjadi-jadi. Ini 
bukti bahwa, hubungan bakul-langgan tidak 
serta merta menjadi penyebab kemiskinan 
(Humaedi, 2010: 133-167). 


Bila keterbatasan modal dan 
alat tangkapan, atau “bila terpaksa 
(penulis) memasukkan sistem hubungan 
bakullanggan” sebagai penyebab kemiskinan, 
maka unsur-unsur ini dapat dikelompokkan 
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sebagai penyebab kemiskinan yang ada 
dan inheren di dalam mekanisme produksi 
masyarakat nelayan. Penyelesaian masalah 
atas aspek ini sebenarnya mudah dan 
praktis, yaitu dukungan dan penyediaan dana 
untuk merevitalisasi alat tangkapan dengan 
pinjaman lunak, pengembangan pengetahuan, 
peningkatan kemampuan dan teknologi alat 
tangkapan kepada nelayan. Tidak hanya itu, 
bila hubungan bakul-langgan dalam proses 
distribusi hasil tangkapan dianggap sebagai 
salah satu penyebab kemiskinan, maka ia 
harus dipotong dan diganti dengan sistim 
dan mekanisme distribusi modern seperti 
revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan. Demikian 
juga usaha menghadirkan perusahaan kemasan 
dan distributor besar pemasaran ikan ke 
tempat-tempat nelayan penghasil produksi 
sebagaimana yang ditawarkan dalam butir- 
butir kawasan bahari terpadu misalnya bisa 
juga dilakukan oleh pemerintah (Satria, 2009: 
Adhuri, 2004). 


Selain penyebab kemiskinan yang inheren 
dalam mekanisme produksi nelayan di atas, 
ada penyebab yang tidak kalah besar yang 
mampu memiskinkan masyarakat nelayan, 
baik dalam jangka pendek ataupun jangka 
panjang. Penyebab kemiskinan itu melekat 
pada situasi relasi sosial di masyarakat yang 
memengaruhi individu untuk memenuhi 
kewajiban sosialnya atas dasar kekerabatan, 
toleransi, dan roso. Salah satunya adalah 
buwoh (kondangan). Selain buwoh, salah 
satu penyebab kemiskinan nelayan adalah 
terjeratnya mereka pada mekanisme pemenuh 
kebutuhan uang tunai untuk kebutuhan pokok, 
kebutuhan produksi dan kewajiban sosialnya 
itu. Mekanisme ini adalah bank titil atau bank 
plecit atau koperasi yang mempraktikkan rente 
tinggi seperti bank titil. Kedua penyebab 
kemiskinan ini tidak mudah diatasi, terlebih 
hanya mengedepankan aspek struktural atau 
formalisme seperti kebijakan dan program 
pemerintah yang menawarkan pinjaman 
lunak ke masyarakat nelayan misalnya. 
Penyelesaian masalahnya perlu menggunakan 
strategi tertentu yang disesuaikan dengan 
kondisi kebiasaan masyarakat di mana dua 
praktik kebiasaan itu ada. 


Dengan demikian, bila keterbatasan 
modal, keahlian, teknologi dan “relasi sosial 
ekonomi bakul-langgan” dapat disebut sebagai 
penyebab kemiskinan internal atau inheren 
pada masyarakat nelayan, maka buwoh dan 
bank titil adalah penyebab kemiskinan yang 
diciptakan oleh suatu kondisi di masyarakat 
yang pengaruhnya kepada individu dan keluarga 
nelayan. Sederhananya, dapat disebut sebagai 
penyebab kemiskinan eksternal. Tulisan ini 
tidak lagi mau mengulang banyak tulisan yang 
telah menelisik pada penyebab kemiskinan 
internal, tetapi difokuskan pada penyebab 
kemiskinan eksternal. Karena itulah, fokus 
persoalan tulisan ini adalah bagaimana 
penyebab kemiskinan eksternal ini hadir di 
tengah masyarakat nelayan, dan bagaimana 
pemerintah dan pihak lain dapat menstimulasi 
nelayan untuk menghilangkan penyebab 
kemiskinan itu agar kesejahteraannya dapat 
meningkat. Harapannya, selain gambaran nyata 
tentang kemiskinan nelayan yang didasarkan 
pada aspek-aspek kultural, penelitian ini juga 
berusaha merumuskan dan menawarkan jalan 
keluar pengurangan kemiskinan berdasarkan 
tradisi dan kelembagaan tradisi yang telah 
dikenal juga oleh masyarakat nelayan. 


METODOLOGI 
Waktu dan Lokasi Penelitian 


Tulisan ini didasari pada hasil penelitian 
lapangan selama tiga tahun (2009-2011) di 
desa-desa nelayan yang berada di Kecamatan 
Kaliori Rembang Jawa Tengah seperti 
Tunggulsari, Purworejo dan Pantiharjo. 
Untuk memperjelas karakter dan penyebab 
kemiskinannya, penelitian ini juga berusaha 
membandingkannya dengan beberapa desa 
pertanian. Dari tiga desa nelayan, Desa 
Tunggulsari menjadi lokasi utama penelitian. 
Desa ini berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Pati yang penduduknya 90% 
bermata pencarian nelayan tradisional. 
Sepuluh persen lain adalah petambak 
garam dan bandeng (UPK Kaliori 2010). 


Di Desa Tunggulsari inilah, 70% 
masyarakatnya adalah nelayan miskin. 
Kemiskinannya tidak murni didasarkan 
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pada penyebab internal dari aspek mata 
pencariannya, tetapi juga dipengaruhi oleh 
kondisi-kondisi di luar aspek mata pencariannya, 
seperti kebiasaan dan tradisi yang bersifat 
eksploitatif. 


Metode dan Teknik Pengumpulan Data 


Penelitian ini menggunakan metode 
etnografi, suatu metode yang menelisik 
lebih dalam tentang praktik-praktik 
kebudayaan masyarakat (Spreadly 1997). 
Teknik pengumpulan datanya dilakukan 
melalui wawancara mendalam, observasi, dan 
penceritaan kisah hidup, sebagai data primer. 
Selain teknik live in untuk menggali data faktual, 
peneliti juga memanfaatkan data sekunder 
berupa hasil diskusi terarah pada kelompok 
masyarakat, dokumen-dokumen pemerintah 
seperti jumlah kepemilikan sertifikat tanah 
dan dokumen implementasi PNPM Mandiri 
dan Program Keluarga Harapan. Dokumen 
ini penting sebagai bahan pengurai indikator 
kemiskinan yang bersifat formal dengan 
kenyataan yang ada dan menjadi indikator 
subyektif kemiskinan yang ada dan terjadi 
di masyarakat. 


Analisis Data 


Setelah data primer yang berasal dari 
lapangan didapat, data itu kemudian dianalisis 
dan dituliskan secara deskriptif. Beberapa 
hal yang berhubungan dengan masalah 
penyebab kemiskinan, sebagaimana menjadi 
tema penelitian dianalisis secara eksplanatif dan 
interpretatif. Tujuannya untuk menghasilkan 
penjelasan dan perbandingan antara penyebab 
kemiskinan dan kapasitas masyarakat nelayan 
dalam mengentaskan kemiskinan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kisah Hidup Keluarga Nelayan Miskin: Kasus 
Pak Jimin 


Terasa aneh bila meneliti kemiskinan 
tetapi tidak menyodorkan kisah hidup dari 
seorang dan keluarganya yang diindikasikan 
masuk ke dalam kriteria miskin, atau dalam 
bahasa setempatnya seringkali disebut sekeng. 


195 


KEMISKINAN NELAYAN: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Ikhtiar ................................. 


Kisah hidup dibutuhkan untuk merunut 
satu narasi mengenai kemiskinan yang 
turun-temurun. Bila pak Jumari, ketua UPK 
Kaliori, dengan mendasarkan pendapatnya 
berdasarkan standar operasional PNPM 
Mandiri, saat wawancara tanggal 11 Juli 
2010 telah membagi orang miskin itu pada 
dua jenis; miskin absolut, di mana ia tidak 
ada upaya sama sekali untuk meningkatkan 
kesejahteraan, karena ketiadaan alat produksi; 
dan juga miskin produktif; di mana seseorang 
dapat dikelompokkan miskin tetapi ia 
memiliki kemampuan untuk bekerja, baik 
kepada orang lain ataupun bekerja mandiri 
berdasarkan alat produksi yang dimilikinya, 
maka semua itu seharusnya dipetakan dalam 
sebuah kisah hidup yang jelas dan runtut. 
Di bawah ini akan dikisahkan perjalanan 
hidup seorang nelayan miskin yang berasal 
dari Desa Tunggulsari, Kaliori Rembang. 


Namanya Jimin, nama dari orangtuanya 
yang berasal dari Pecangaan Pati, dan pindah ke 
Tunggulsari karena ikut istri. Seorang nelayan 
miskin dengan penampilan fisik yang layu dan 
teramat sederhana, padahal usianya baru 
48 tahun saja. Ia dan keluarganya: 7 orang 
anak; yang sulung dan bungsu perempuan 
dan empat anak lainnya adalah laki-laki; yang 
satunya ada di Ujung Pangkah Gresik, ditambah 
seorang yang sudah berusia lanjut, ibu pak 
Jimin itu. Ia ikut tinggal di rumah di atas tanah 
pinjaman yang sangat sederhana. Sejak masih 
kecil, terlebih saat bapaknya meninggal, sang 
ibu tinggal secara berpindah dari satu tetangga 
ke tetangga lain. Anak-anak pun dititipkan di 
sana-sini, bekerja apa saja untuk menghidupi 
dirinya. 


Semua anak menjadi terlantar, karena 
ketidakmampuan sang ibu menafkahi anaknya 
setelah ditinggal suami. Rumah hasil warisan 
pun terpaksa dijual untuk biaya pengurusan 
jenazah, membayar utang pada bank titil 
ataupun utang pada tetangganya, dan sebagian 
untuk biaya pengasuhan anak yang saat itu 
masih kecil. Saat itu pula anak-anaknya 
telah dititipkan ke tetangga, termasuk Jimin. 
la dibesarkan oleh banyak orang dan bekerja 
sejak usianya masih kecil; nyait (membersihkan 
perahu), alang-alang (meminta ikan), sampai 
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ikut perahu atau pendego (anak buah kapal), 
ketika beranjak besar. la pun nunut urip 
(ikut menumpang hidup) ke orang lain. 


Untungnya tiga anak Jimin sekarang 
sudah pisah, walaupun bekerja seadanya, 
sehingga salah satu adik mereka yang sekarang 
kelas 6 SD bisa ikut didukung bersama-sama. 
Kalau tidak sulit rasanya, walaupun ia tahu 
bahwa perjalanan manusia itu seperti jeriji 
tangan niki (jari tangan ini): ada jempol 
(di bawah), penudu (naik), tengah (puncak 
kejayaan) sampai menjadi jentik (kelingking) 
kembali yang turun pamornya. Inilah takdir. 
Walaupun semua proses itu harus dijalaninya 
dengan sabar, tetapi Jimin tidak lagi bisa 
berbuat banyak untuk sekadar nempur 
(membeli beras). Pak Jimin menyatakan 
hidupnya terasa aneh, mengapa kesengsaraan 
itu tidak pernah lepas dari keluarganya, bahkan 
ditambahi dengan ibu yang sudah renta itu. 
Jangan-jangan, menurutnya, anak saya pun 
nanti akan menjadi miskin seperti dirinya. 


Rumah yang dihuni ini tidak memiliki 
akses air PAM ataupun sumur. Sehingga air 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
berasal dari air hujan, tadahan dari talang 
tetangga depan rumahnya atau mengambilnya 
di embungan (kolam besar) milik masyarakat. 
Dapur yang sangat becek, karena tidak ada 
aliran air ke selokan. Semuanya bercampur 
dengan dapur yang baunya juga sudah tidak 
sedap lagi alias jorok. Panci dan piring kotor 
berserakan di atas tanah yang becek itu. 
Semuanya tidak tertata rapi, ruangan dapur 
dan jeding ini berada di samping rumah beratap 
genting keripik dan semuanya berdinding 
gedek. 


Belanja beras (nempur) dan solar harian 
pun sudah sulit untuk diperoleh, apalagi 
ketika harga BBM di tahun 2008 meningkat 
tajam, dan jaring tangkapnya pun banyak 
yang rusak. Setiap hari, ia hanya nempur 
1 kg untuk makan (bekal dan siang), ibu tua, 
dan Umiyatun sendiri. Kurang atau tidaknya 
harus dipaskan: rokok pun dibeli untuk dua 
hari sekali. la menghematnya dengan cara 
merokok sehabis makan saja, dan solar bisa 
habis Rp 30-40 ribu setiap harinya. Kebutuhan 


pokok ini belum juga ditambah jika ada ulem 
(undangan) untuk buwoh (hajatan) yang wajib 
dihadiri dengan nilai uang yang sudah dianggap 
umum masyarakat. 


Kalau tidak buwoh, keluarganya akan 
disisihkan dan tidak dibantu kalau terjadi apa- 
apa. Padahal keluarganya sendiri memang 
membutuhkan bantuan anggota masyarakat 
lain, khususnya ketika salah satu anggota 
keluarganya ada yang sakit atau sekadar 
untuk biaya SPPnya Umiyatun. Bila mereka 
tidak melakukan buwoh, anggota masyarakat 
lain pun enggan membantunya, karena 
keluarga Jimin dianggap tidak roso. Sayangnya, 
pemenuhan kebutuhan pokok dan keperluan 
buwoh itu tidak jarang harus didapatinya 
dari bank titil. Kebutuhan uang pun semakin 
bertambah, karena harus membayar cicilan 
bank titil yang juga tidak pernah selesai kapan 
habisnya. Untuk itu, ia harus menyisihkan uang 
Rp. 10.000 per satu kali cicilan. Padahal 
utangnya hanya Rp. 300.000, tetapi bayarnya 
sampai Rp. 700.000, karena telat mencicil. 
la sering dikenakan bunga tambahan atas 
pinjaman pokok. Bahkan bunga itu kemudian 
menjadi pokok pinjaman. Padahal belum tentu 
saat melaut dirinya dapat rajungan atau alat 
payangnya menjerat 1 kg udang yang hasilnya 
bisa membayar cicilan itu. 


Semuanya harus berhemat, dan setiap 
harinya ia tidak punya uang cadangan apapun. 
Bila ada kebutuhan mendadak, maka ia harus 
meminjam kepada anak yang juga kekurangan, 
di mana untuk mengembalikannya, ia tidak 
jarang meminjam kembali ke bank titil yang 
lain sebanyak Rp. 100.000, dengan cicilan 
Rp. 5.000 selama 40 hari (Rp. 200.000 
atau bunganya mencapai 100%). Bank titil 
mudah didapat, karena umumnya orang 
sini juga meminjam dari mereka. Kalau ia 
butuh, ia tinggal pesan ke tetangga, bila 
ada tukang titil agar mampir ke tempatnya. 
Ketika bank titil datang, mereka akan 
meminjam KTP atau KK asli terlebih 
dahulu untuk diproses atau difotokopi. 
Sehari kemudian, mereka datang menyerahkan 
uang beserta KTP atau KK yang dipinjamnya 
kemarin. 
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Sehari kemudian mereka sudah mencicil 
kembali uang pinjamannya. Bila tidak ada, maka 
dalam beberapa kali tunggakan, rupanya akan 
dibungakan kembali, dan demikian seterusnya. 
Jimin sendiri tidak mau meminta-minta uang 
atau barang kepada anaknya karena nanti 
dituduh masyarakat “kok beli isin, paring- 
paring putra-putri nipun” (tidak memberi anak, 
malah minta-minta, seharusnya malu kalau 
jadi orangtua). Paling banter, Jimin sekadar 
meminjam yang segera dikembalikan ke anak 
pada tempo waktu yang ditentukan. Ia sendiri 
sangat jarang meminjam uang kepada tetangga, 
karena tetangga seringkali menuduhnya orang 
yang tidak jujur, kalau uang pinjaman itu sering 
digunakan untuk beli jajan makanan dan rokok. 
Umiyatun pernah diminta pak Yakup, tokoh 
masyarakat, untuk disekolahkan, tetapi tidak 
diperbolehkan. Pak Jimin sendiri meminta 
Umiyatun sehabis SD itu langsung bekerja di 
warung kakaknya. Sebuah proses yang tidak 
menawarkan perubahan akhirnya. 


Penyebab Kemiskinan Eksternal 


Pak Jimin, adalah satu dari 78 kepala 
keluarga nelayan miskin yang berada di 
Desa Tunggulsari Kaliori Rembang. Dalam 
catatan pinjaman bank titil (yang sering 
mengatasnamakan LKM)“Sri Rejeki” di tahun 
2010, hampir keseluruhan kepala keluarga 
(atas nama istri) memiliki utang kepada 
bank titilnya. Dalam monografi desa (2010) 
yang mencakup juga wilayah pertanian 
disebutkan jumlah keseluruhan penduduknya 
1217 jiwa yang terdiri dari 279 KK. Artinya, 
ada sekitar 26 % penduduknya yang 
dikategorikan miskin atau sekeng. Keadaan 
seperti ini hampir terjadi di semua wilayah 
nelayan, bahkan angkanya ada yang 
melampaui 35 X, seperti di salah satu desa 
dari Tridesa di Kabupaten Demak (Mubyarto 
1984). Dari kisah hidup di atas, sedikitnya 
ada dua penyebab kemiskinan eksternal pada 
masyarakat nelayan, yaitu buwoh dan bank titil. 


Buwoh: Pemborosan dan Perusakan Rencana 
Keuangan 


Salah satu perilaku dan tradisi yang 
dilahirkan dari perasaan dan tuntutan kewajiban 
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keluarga dan kewajiban sosial masyarakat 
nelayan adalah buwoh. Buwoh, menurut ibu 
Sri Hastuti di Tunggulsari berasal dari kata 
uwoh, buah. Buwoh berarti membuah atau 
mendapatkan hasil buah. Kalau ia dimengerti 
sebagai buah, pertanyaannya apa yang 
ditanam sehingga menghasilkan buah itu? Si 
ibu menjawab bahwa mereka sedang nandur 
wiwitan yatra (menanam pohon uang). Pohon 
uang itu diilustrasikannya sebagai sesuatu 
yang mengakar dan mengikat sifatnya ke 
dalam elemen tanah. Di lain desa, tradisi 
buwoh banyak nama, seperti demen,weweh, 
kondangan, nyumbang, dan ngamplop. 


Bagi masyarakat Tunggulsari, buwoh 
adalah satu tradisi memberikan sumbangan 
ke orang lain yang sedang mengadakan 
hajatan yang berhubungan dengan sesuatu 
yang membahagiakan, seperti pernikahan, 
khitanan, dan mendirikan rumah. Selain 
keluarga dekat dan jauh, tetangga dekat dan 
luar desa pun diundang. Dalam pelaksanaannya 
hampir tidak ada perbedaan jenis materi 
yang diberikan. Ia bisa berbentuk uang dan 
barang, baik dalam pengertian sendiri ataupun 
gabungan keduanya. Barang itu bisa terdiri 
dari beras, gula, teh, tepung, dan pakaian. 
Perbedaannya terletak pada jumlah uang dan 
barang yang diberikan. Perbedaan ini tidak 
hanya terjadi bila dibandingkan dengan daerah 
lain, sesama desa di Kecamatan Kaliori saja 
terjadi perbedaan yang signifikan. Anehnya 
wilayah pesisir seperti Tunggulsari, jumlah 
buwohnya lebih besar dari desa petani. Hal ini 
disebabkan oleh biaya hajatan di desa pesisir 
dianggap lebih besar dari desa pertanian. 
Pada 2010, di Desa Tunggulsari, ada 
kesepakatan umum tidak tertulis bahwa 
uang buwoh untuk pernikahan sebesar 
Rp. 35.000; untuk khitanan Rp. 20.000, 
dan syukuran mendirikan rumah rata-rata 
Rp. 10.000. Jumlah uang ini bisa diganti dalam 
bentuk barang: 2 kg beras, gula 2 kg, 1 bungkus 
teh, dan 1 kg tepung untuk diantarkan dalam 
acara pernikahan; atau beras 2 kg dan 1 kg 
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gula untuk khitanan; dan 2 kg beras untuk 
syukuran rumah. 


Bagi masyarakat nelayan, yang rata-rata 
tidak memiliki sawah atau tanah yang bisa 
digunakan untuk lahan produksi, sepenuhnya 
tergantung pada hasil laut untuk ikut urun 
buwoh. Bila musim rejeh atau banyak ikan, 
buwoh tidak akan membawa banyak persoalan, 
karena hasil laut tiga bulan bisa menjamin 
kehidupan mereka dalam ambang batas 
kebutuhan minimal selama satu tahun. Dengan 
perhitungan harga pasar pada tahun 2010, 
kebutuhan minimal nonbiaya produksi kerja 
harian keluarga nelayan di Tunggulsari sebesar 
Rp. 25.000. Kebutuhan minimal itu menyangkut 
beras 2 kg (Rp. 12.000), lauk pauk selain ikan 
seperti tempe dan tahu (Rp. 3.000), sayuran 
(Rp. 2.000), bahan bakar (Rp. 3.000), dan 
Rp. 2.500 adalah biaya sekolah. Setiap bulan 
keluarga nelayan membutuhkan sedikitnya 
Rp. 675.000 untuk kebutuhan minimal, 
dan Rp. 1.000.000 untuk modal produksi. 
Setiap melaut sedikitnya membutuhkan 
5 liter solar (Rp. 27.500)!. 


Sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan 
minimal dan modal produksi itu pada musim 
leyep atau pailah, karena hasil laut sangat 
sedikit. Tidak jarang di musim ini mereka hanya 
mendapatkan 2 - 5 ekor rajungan ditambah 
beberapa ekor ikan saja: nilainya pun tidak 
lebih dari Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 saja. 
Untuk menyiasatinya, mereka mengurangi 
penggunaan solar dengan cara menaikkan 
layar, seperti dikenal dan dipraktikkan 
masyarakat nelayan dahulu. Mereka juga 
membatasi diri untuk tidak terlalu jauh dalam 
penangkapan ikan dan rajungannya. Karena 
semakin jauh, semakin besar modalnya, tetapi 
semakin dekat jaraknya dengan daratan, 
semakin sedikit hasil tangkapannya. 


Karena itu untuk memenuhi kebutuhan 
minimal pada musim leyepan mereka harus 
berutang. Dahulu utang itu bisa diajukan 
kepada para bakul atau depot, sekarang bakul 


IBandingkan angka pengeluaran ini dengan 14 indikasi kemiskinan BPS yang salahsatunya menyebutkan bahwa sedikitnya 
penghasilan kepala keluarga harus 425.000. Padahal kebutuhan minimal saja telah mencapai angka Rp675.000. Bila 
kebutuhan minimal ini dijadikan indikasi kemiskinan dalam versi lokal, maka jumlah Rumah Tangga Miskin yang awalnya 
hanya 26% bisa langsung mencapai angka 40% (Kleden-Probonegoro 2011) 
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kebanyakan tidak lagi mengutangi langgannya, 
kecuali utang pokok yang tujuannya sebagai alat 
ikat saja. Mereka pun akhirnya banyak berutang 
kepada bankplecit atau bank titil, termasuk 
juga kepada lembaga keuangan mikro yang 
menjamur di masyarakat pedesaan pesisir itu. 
Ada juga dengan cara menjual barang rumah 
tangga, seperti perhiasan emas, televisi, radio, 
tape recorder, piring, sendok, dan lemari yang 
dibeli sewaktu musim rejeh (musim banyak 
ikan). Anehnya, walaupun dalam kondisi di 
mana untuk kebutuhan minimal saja sulit 
diperoleh, hampir semua undangan buwoh 
akan selalu dihadiri. Apalagi bila keluarga yang 
diundang akan mengadakan hajatan dalam 
waktu dekat atau ketika pengundang pernah 
datang buwoh pada waktu keluarga yang 
diundang itu melakukan hajatan sebelumnya. 
Untuk urusan yang satu ini, mereka pun berani 
meminjam uang kepada keluarga, tetangga, 
dan bank plecit. Hampir dapat dikatakan 
bahwa 76 KK itu pernah terlibat aktif atau 
sedang utang kepada bank titil atau bank plecit 
sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan 
buwoh, khususnya pada musim-musim 
hajatan (maulid, syawal dan rajab) yang tepat 
bersamaan waktunya dengan musim leyep 
pada sistem waktu penangkapan ikan yang 
dikenal masyarakat nelayan. Hal ini dinyatakan 
oleh para penagih bank titil dari Eka Jaya dan 
Sri Rejeki pada wawancara di bulan Juli 2010. 
Bahkan sebagian besar dari 76 KK itu terlibat 
utang lebih dari satu lembaga bank titil. Para 
pelakunya kebanyakan adalah nelayan-nelayan 
miskin yang menjadi pendego atau nelayan 
yang memiliki daya tangkap sederhana. 


Namun demikian, mereka dengan 
penuh sadar, yakin dan percaya diri akan 
dapat mengembalikan utangnya pada musim 
rejeh mendatang. Saat musim itu tiba, 
hasilnya digunakan untuk membayar utang 
ke keluarganya, tetangganya, dan beberapa 
bank plecit. Namun kenyataannya, tidak semua 
utang pada bank titil pada satu musim panen 
(rejeh) itu bisa dilunasi. Ada diantaranya yang 
masih tertunggak, bahkan telah menjadi 
pokok utang baru dari pinjaman dengan 
sistem rente itu. Sementara utang kepada 
program pemerintah seperti Simpan Pinjam 
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Ekonomi Perempuan PNPM Mandiri tidak akan 
ditutup, kecuali dialirkan begitu saja sampai 
jatuh tempo. Bila seandainya mereka sedikit 
atau sama sekali tidak memiliki utang pada 
musim leyepan, mereka akan membelikan 
beberapa gram emas, perabotan rumah 
tangga, bahkan kendaraan bermotor. Barang 
ini akan dijual kembali pada saat kebutuhan 
mendesak, termasuk saat undangan buwoh 
terlalu banyak. Sistem menabung dalam bentuk 
barang, khususnya emas sebenarnya lebih 
efektif, dibandingkan dengan cara berpikir 
yang dipegang oleh anggota masyarakat bahwa 
buwoh juga adalah sistem atau mekanisme 
kultural yang bertujuan menabung sebagian 
hasil perolehan pada satu musim panen 
untuk masa-masa yang akan datang. Pola 
pikir tentang buwoh ini juga diikuti dengan 
perspektif bahwa berutang kepada bank titil 
seolah diartikan sebagai ikhtiar menabung. 
Bila tanpa berutang kepada bank titil sekalipun 
untuk keperluan buwoh akan dianggap bahwa 
mereka tidak bisa menabung. Perspektif ini 
sangat berbahaya, karena bisa menyuburkan 
tradisi utang terus-menerus di masyarakat 
Desa Tunggulsari Kaliori. 


Praktik Rente Bank Titil 


Dalam konteks pedesaan Kaliori, bank 
titil, suatu lembaga keuangan mikro,dikenal 
juga dengan plecit dan minggonadalah salah 
satu alat (kelembagaan) ekonomi yang mampu 
mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Istilah bank titil merujuk pada 
satu sistem utang-piutang yang menggunakan 
mekanisme pembayaran cicilan berbunga 
(rente). Rentang waktu pembayaran disepakati 
antara pihak pengutang dengan pemberi utang 
atau kelembagaan kredit. Ketetapan waktu 
bisa diatur berdasar hari atau minggu yang 
kesepakatannya diberi plakat dengan kupon 
yang di-titil. Titel atau tetel merujuk istilah dari 
kegiatan menetel kupon. Bila dikatakerjakan, 
menetel (memecah) merujuk pada pengertian 
memecah sejumlah uang besar dalam jumlah 
lebih kecil. Pengecilan jumlah itu adalah cara 
mudah mencicil utang yang dimiliki seseorang. 
Dengan angka yang telah ditetapkan, pihak si 
pemberi utang atau lembaga keuangan akan 
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mencari untung. Kupon jatah pengembalian 
si pengutang harus habis sesuai hitungan 
pinjamannya. 


Ada beberapa jenis harga kupon, 
dari per seribuan sampai limapuluh ribuan. 
Kupon per 1000an digunakan untuk pinjaman 
Rp. 20.000an yang harus dibayar dengan 
kupon berjumlah 25 buah. Kupon Rp. 5.000 
digunakan untuk pinjaman Rp. 100.000an 
yang wajib diselesaikan sebanyak 25 kupon. 
Dalam hitungan titel, 20 kupon dibebankan 
untuk pengembalian utang pokok, dan 5 
kupon lain dianggap biaya administrasi dan 
biaya keliling agen titel-nya. Selisih dengan 
utang pokok biasanya adalah lima kupon. 
Selisih inilah yang memberatkan. Perhitungan 
secara seksama dari utang Rp. 100.000 yang 
dibayar sebanyak 25 kupon per lima ribuan, 
bunganya mencapai angka 5096. Hitung saja 
25 x Rp. 5.000 adalah Rp. 125.000 dan dibayar 
selama 25 hari. Karena belum memiliki limit 
waktu satu bulan, bunga dihitung dalam satuan 
hari. Bunga per seratus ribu berarti per seribu 
per hari. Angka ini terus bertambah bila si 
pengutang belum dapat menghabiskan 25 
kupon dalam tenggat waktu yang ada. 


Keringanan pengembalian hanya 
diberikan sebanyak 2 kali saja, selebihnya 
dikenakan bunga berbunga. Bila si pengutang 
tidak bisa membayar lima kupon dalam lima 
hari, maka utang pokoknya ditambahkan dengan 
kelipatan dua kali. Jumlah utang Rp. 25.000 
bisa menjadi Rp. 35.000, dan seterusnya. Bila 
kupon itu belum habis setengahnya dari 25 
hari, maka utangnya akan bertambah sebesar 
15 kupon. Bila utang itu sudah dua kali lipat 
dengan utang pokok, maka bunga dihentikan, 
dan si pengutang wajib menyerahkan apapun 
yang dimiliki dengan paksaan. Karena itu, bisa 
jadi televisi, tape, peralatan dapur, dan lainnya 
akan dibawa pergi oleh si pemberi utang. 
Barang yang dibawa minimalnya mempunyai 
harga Rp. 250 ribu, kalau tidak ia pun bisa 
menyita apapun yang ada. 


Pak Jimin, ayahnya Umiyatun di 
Tunggulsari, televisi rumahnya pernah dibawa 
pergi oleh si pemberi utang (bank titel Eka 
Jaya), karena awalnya ia hanya meminjam 
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Rp. 50.000 untuk keperluan buwoh dan beli 
rokok. Semua orang sini tahu bagaimana 
tukang tetel kupon itu membawa televisi dari 
rumahnya meskipun si Umiyatun menjerit dan 
menangis kencang agar televisi itu tidak dibawa. 
Anehnya, setelah peristiwa itu, si tukang tetel 
kupon itu masih saja mendekati keluarga Jimin 
dan menawarinya untuk berutang. Dengan 
iming-iming mudah dapat uang, cepat, dan 
hanya mensyaratkan fotokopi KTP saja, 
ia pun kerap menghampiri rumah Jimin. 
Dengan pura-pura bisa membantu sekolah 
Umiyatun, karena pihaknya menyediakan 
beasiswa bagi si pengutang. Jimin pun akhirnya 
kembali berutang Rp. 100.000 kepada bank 
titel tersebut. Ia dikenakan kewajiban untuk 
menghabiskan 25 kupon per seribu. Ketika Jimin 
menagih soal beasiswa si Umiyatun, tukang 
titel itu menyatakan bahwa beasiswanya sudah 
terlambat karena diberikan pada awal tahun 
ajaran baru. Pada peminjaman uang kedua 
itu, Jimin bisa mengembalikannya tepat waktu 
karena kondisi lautnya sedang membuahkan 
banyak hasil. 


Menurutnya, kalau kondisi laut sedang 
bagus, daripada ia bayar cicil 25 hari, dalam 
dua hari saja ia dapat menyelesaikan pinjaman 
plecit itu. Kemampuan membayar tunai dua 
hari itu tidak akan menjadi pilihan. Ia lebih 
memilih menggunakan uang sisa dari melaut 
sebagai sarana membeli televisi baru sebagai 
pengganti televisi yang sebelumnya pernah 
disita. Untuk kekurangan memenuhi itu, ia 
pun kembali berutang kepada bank plecit 
kedua, yang disebut tukang titel-nya adalah 
pak Herman (LKM Trinasih). 


la pun berutang Rp. 200.000 dengan 
kupon sebanyak 25 kupon per sepuluhan ribu 
dalam dua puluh lima hari. Bila ditambahkan 
dengan utang awal pada bank plecit pertama, 
setiap harinya ia harus membayar kupon 
sebesar Rp. 15.000. Utang baru ini dilakukan 
orang bila kondisi melautnya dianggap sedang 
baik. Anehnya, kondisi baik atau musim rejeh, 
malah berusaha untuk tambah berutang, 
sebaliknya kondisi susah atau leyep, mereka 
sangat berhati-hati untuk berutang. Dengan 
prinsip apapun kebutuhan atas pembayaran 
utang pada musim rejeh dapat dilakukan 


berapapun besarnya. Mereka bisa menyisihkan 
maksimal Rp.50.000 per hari untuk pembayaran 
utang. Musim rejeh berlangsung sedikitnya satu 
bulan, dan maksimalnya dua bulan. Walaupun 
sekali lagi kondisi seperti ini sekarang tidak lagi 
begitu jelas. Sedangkan pada musim leyepan, 
mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup 
maksimal Rp. 15.000 per hari. Bila ada biaya 
tambahan hidup, biaya itu ditambah sebagai 
beban yang berat. Termasuk biaya anak sekolah 
yang menggunakan transportasi umum. Bahkan 
paling sering dijumpai adalah peminjaman 
uang kepada bank titil dengan alasan untuk 
keperluan buwoh kepada tetangganya. 
Alasan ini dinyatakan dengan pertimbangan 
solidaritas dan roso seperti yang dialami 
juga oleh pak Jimin saat meminjam ke bank 
titil pada cerita di atas. Fenomena seperti 
ini sangat banyak dijumpai di masyarakat 
pedesaan Kaliori. 


Nelayan miskin di Tunggulsari yang 
sedikitnya berjumlah 76 KK itu rata-rata pernah 
dan sedang terlibat dengan bank titel. Dari 
76 KK itu, mereka akan terlibat kembali pada 
pengutangannya, setelah utang sebelumnya 
lunas atau dianggap lunas dengan sistem 
penyitaan barang yang dilakukan para penetel 
kupon itu. Bahkan utangannya bisa berasal 
lebih dari satu bank titel. Satu utangan di bank 
“Eka Jaya”, satu lagi di “Trinasih” atau satu 
lainnya di bank titel atas nama perseorangan, 
misalnya milik pak Udin dari Mojorembun 
Kaliori. Seluruh kemampuan atau produksi 
ekonominya hanya ditujukan untuk membayari 
kupon yang telah ditetapkan itu. Sistem 
dan mekanisme utang ke bank titil untuk 
keperluan dan alasan apapun, termasuk 
untuk buwoh menjadi persoalan utama 
yang dihadapi masyarakat nelayan miskin di 
pedesaan. Di satu sisi mereka membutuhkan 
uang untuk membeli beras, lauk pauk, uang 
sekolah, dan buwoh tetapi di sisi lain 
mereka semakin diikat oleh utang berbunga 
tinggi. 

Bank titel tetaplah bagian dari “semacam 
kelembagaan tradisi” di masyarakat yang bisa 
menjadi penyangga sementara keluarga saat 
mengalami keterbatasan ekonomi atau keadaan 
ekonomi yang “megap-megap (subsisten)”. 
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Meskipun, kalau tidak bisa membayar, 
perabotan akan dibawa agen bank titel. 
Kalau jumlahnya besar dan membengkak, 
rumah dan tanah menjadi jaminan. Persoalan 
ini adalah pilihan berat dari berkecambahnya 
satu institusi keuangan yang dahulunya 
dikembangkan swasta dan pemerintah 
dengan model bank pasar atau bank rakyat 
itu; walaupun ada rekayasa model yang diambil 
dari masyarakat melalui sistem arisan dan ijon. 
Ketika model bank titil ini diformalkan menjadi 
lembaga keuangan mikro, dampaknya tidak lagi 
menjadi penyangga utama masyarakat miskin. 
Meskipun bank komersial telah menawarkan 
bunga sedikit rendah dan tidak menggunakan 
mekanisme bunga berlipat, lembaga keuangan 
mikro yang mempraktikkan bank titel baik 
milik perseorangan atau perserikatan yang 
memakai nama koperasi masih memiliki 
pasarnya sendiri. 


Bila kondisi di atas dibiarkan terus oleh 
pemerintah, maka sebagaimana yang terlihat 
pada kasus 76 keluarga di Desa Tunggulsari 
Kaliori para nelayan akan tetap berada pada 
garis kemiskinannya. Hal ini terlihat pada 
dampak jangka pendek dan jangka panjang 
ketika mereka berutang kepada bank titil. 
Dampak jangka pendek adalah hilangnya 
konsentrasi dan kemampuan keluarga dalam 
pembiayaan kebutuhan terpokok hariannya. 
Mereka hanya akan berkonsentrasi pada 
penyelesaian utang yang bisa saja terus 
menerus bertambah. Sementara dampak 
jangka panjang adalah hilangnya kesejahteraan 
masyarakat nelayan yang menyebabkan 
munculnya ketidakpercayaan kepada anggota 
masyarakat lain dan kepada negara sebagai 
pelindung hak-hak warga negara. Bila dua hal 
terakhir ini telah muncul di dalam masyarakat, 
maka konflik antar anggota masyarakat dan 
kepada negara yang bersifat laten dan nyata 
sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, 
persoalan tawuran para pemuda dan pendego 
nelayan, pengerusakan kapal-kapal tangkapan 
jenis lain, kasus perceraian yang tinggi, dan 
pencurian harus dilihat dalam hubungannya 
dengan tingkat kesejahteraan nelayan dan 
keterjeratan mereka dengan sistim utang 
bank titil ini. 
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Revitalisasi Tradisi Reduksi Kemiskinan: 


Ikhtiar Mengatasinya 


Fenomena bank titil di masyarakat 
nelayan akan selalu dipertanyakan 
kehadirannya, apakah penyebabnya semata 
berada pada aras struktural, di mana 
alasan akses perkreditan seperti ketiadaan 
agunan, proses cepat, mekanisme mudah, 
dan tidak repot menjadi apologi yang selalu 
dikedepankan. Atau jangan-jangan terdapat 
alasan lebih berbahaya lagi, yaitu serangkaian 
alasan kultural yang menyebabkan masyarakat 
terus bergantung dan tidak mau menjauhi 
sistem utang rente ini? Asumsi ini sama halnya 
dengan alasan kultural yang terdapat pada 
praktik buwoh sebagai bagian dari kewajiban 
sosialnya itu. 


Bahkan, koperasi yang awal berdirinya 
selalu mencerminkan akar kultur masyarakat, 
seperti musyawarah dan mufakat, mekanisme 
dan pembagian hasil usaha, digunakan 
namanya dan disalahkaprahkan sebagai bagian 
dari suatu proses penghisapan modal yang 
terdapat di masyarakat. Modifikasi koperasi 
yang salah kaprah ini tentu berasal dari suatu 
pertemuan kepentingan dari “pemilik pribadi 
koperasi” dan “masyarakat pengutang”. 
Masalahnya adalah bagaimana pertemuan 
kepentingan itu bisa hadir dalam bentuk 
koperasi yang mempraktikkan bank titel, 
bila tidak diiringi semacam kemauan dan 
“pengelolaan kebudayaan” atau tepatnya siasat 
kebudayaan yang dianggap baik oleh pemilik 
walaupun itu dirasakan “salah” oleh masyarakat 
umum. 


Bisa dikatakan, “pengelolaan 
kebudayaan” yang ada dilakukan untuk 
kepentingan diri atau bersifat sepihak saja, 
tidak berada pada satu kepentingan bersama 
komunitas. Jadi, pengelolaan kebudayaan, 
yang baik atau yang salah (secara struktural 
dan kultural), bisa dilakukan oleh siapa pun, 
termasuk pelaku pasar kapital (bank titel dan 
rentenir) yang memodifikasi koperasi sebagai 
alat hisap sumber daya masyarakat. Artinya, 
bank titil dan buwoh sekalipun adalah hasil 
“pengelolaan kebudayaan” atau tepatnya 
“siasat eksistensi” yang bersifat sepihak, dari 
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para pemburu rente dan pencari keuntungan 
selisih harga. 


Bila keadaannya seperti ini, maka 
penyebab kemiskinan masyarakat nelayan 
yang sifatnya eksternal sesungguhnya dapat 
diatasi dengan “pengelolaan kebudayaan” 
yang sifatnya komunitas dan massif. Artinya, 
kemauan dan kepentingan bersama yang harus 
dikedepankan untuk sama-sama menopang 
dan menjaga eksistensi kehidupan warganya, 
khususnya bagi mereka yang dikategorikan 
miskin atau sekeng. Kelembagaan tradisi 
yang betul-betul memiliki fungsi mereduksi 
kemiskinan atau minimalnya mampu menjaga 
eksistensi harus didorong dan direvitalisasi 
sebagai kekuatan bersama untuk mengatasi 
keterbatasan dan ketidakmampuan aspek 
kehidupan masyarakat. 


Tradisi Reduksi Kemiskinan Nelayan 


Masyarakat nelayan Tunggulsari 
sebenarnya telah mengenal beberapa tradisi 
yang memiliki potensi menjaga kehidupan 
dan mereduksi kemiskinan. Sedikitnya tercatat 
empat tradisi yang memiliki peran itu. 


Pertama, koloran, tradisi memanfaatkan 
tanah timbul di pinggiran pantai untuk 
kepentingan lahan produksi tambak dan 
tempat tinggal bagi mereka yang tidak 
berpunya. Pada tahun 2010, luas tanah 
koloran itu mencapai 24 hektar. Koloran ini 
tidak sepatutnya dikuasai oleh elite desa, tetapi 
harus menjadi kas desa yang bisa dipinjamkan 
atau disewakan kepada masyarakatnya. 
Apalagi keberadaan koloran ini telah ditegaskan 
dengan kekuatan mitologi Dampo Awang 
yang diyakini masyarakat. Selain itu, tradisi 
koloran ini pun berkesesuaian dengan 
orientasi segoro yang dipegang masyarakat 
nelayan. Selain dapat digunakan untuk tempat 
tinggal bagi mereka yang tidak berpunya, 
lembaga tradisi koloran ini bisa dimanfaatkan 
sebagai alat pengentasan kemiskinan nelayan 
dengan cara menjadikannya sebagai fasilitas 
produksi sampingan dari mata pencarian 
pokoknya. Jatah tanah koloran tersebut 
dipinjamkan dan digunakan nelayan untuk 
dibuat tambak udang-udang kecil (udang 


sayur) yang bibitnya berasal dari air laut yang 
masuk ke tambak. Udang ini dapat dipanen 
pada 15 hari setelah air laut baru masuk ke 
tambak, tanpa harus diberi pakan. Rata-rata 
satu petak tambak seluas 10 x 10 meter itu 
dapat menghasilkan sedikitnya 15 kilogram 
udang kecil dengan harga Rp. 22.000 per 
kilonya. Artinya, mereka akan mendapatkan 
uang setidaknya Rp. 330.000 per setengah 
bulan atau sekitar Rp. 700.000 per bulan. 
Uang hasil tambak ini bisa menjadi tabungan 
bila hasil laut berlebih, dan menjadi pemenuh 
kebutuhan bila hasil laut sedang sepi. 


Kedua, alang-alang, tradisi 
kedermawanan dalam bentuk pemberian 
hasil laut untuk orang miskin yang menjadi 
tetangganya. Tradisi ini telah banyak 
membantu kehidupan orang miskin, 
minimalnya pemenuhan kebutuhan pangan. 
Menumbuhkan tradisi alang-alang tidak dapat 
diartikan sebagai penyemaian sikap mengemis 
pada masyarakat nelayan. Tradisi ini ada 
sebagai wujud kepedulian mereka terhadap 
tetangganya yang tidak lebih baik nasibnya. 
Semua orang nelayan di Tunggulsari tahu 
siapa-siapa saja yang dapat dikriteriakan 
sebagai penerima alang-alang. Kriteria itu 
misalnya hanya menjadi pendego, jompo, 
beranak banyak, tidak punya rumah, yatim 
atau piatu, orang baik, dan seterusnya. Tradisi 
ini akan lebih efektif menyentuh orang miskin, 
bila cara pembagiannya dilakukan secara 
merata, sehingga tidak bertumpuk pada 
seorang atau satu keluarga saja. Prosesnya 
bisa ditetapkan melalui anjuran “bapak angkat” 
pada musyawarah himpunan keluarga nelayan 
yang ada di Tunggulsari. 


Ketiga, jimpitan, suatu tradisi kutipan 
hasil tangkapan melalui kesepakatan warga 
semisal tiga ekor ikan atau tiga ekor udang atau 
tiga ekor rajungan atau semangkok ikan teri 
sesuai besaran tangkapan untuk kepentingan 
dana sosial seperti biaya perawatan rumah 
sakit, santunan orang jompo dan anak yatim, 
pembangunan jalan, perbaikan rumah orang 
miskin, dan sebagainya. Tradisi ini telah 
menjadi ideal ketika mampu membantu 
orang miskin dan menjauhkannya dari utang 
ke bank titil. Jimpitan juga telah dirancang 


J. Sosek KP Vol. 7 No. 2 Tahun 2012 


untuk mengurangi buwoh pada kondisi hajatan 
anggota masyarakat lain. Mekanismenya 
telah diatur dan disepakati bersama dalam 
musyawarah kelompok nelayan. Tradisi ini 
sebenarnya telah berjalan, namun masih kurang 
efektif karena beberapa orang bakul kadang 
tidak mau melakukan itu kepada langgannya. 
Mereka takut dituduh menyalahgunakan hasil 
jimpitan itu. 


Keempat, embungan atau jomblangan, 
ia tidak sekadar suatu kolam air tadah hujan 
untuk pemenuhan kebutuhan air bersih 
masyarakat nelayan. Di dalamnya telah ada 
aturan-aturan ketat untuk membantu orang 
miskin dari keterbatasan terhadap air bersih 
yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah 
nelayan. Tradisi ini pun dijalankan dengan 
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas 
air yang ada di embungan. Untuk menjaga 
kualitas air, seluruh nelayan berkewajiban 
menjaga embungan dari kotoran dan rabat 
yang melingkupinya. Sementara untuk 
menjaga kuantitas, ada ketetapan pelarangan 
penggunaan pompa air atau mesin, baik 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
ataupun untuk sawah. Semua orang hanya 
diperkenankan mengambil air (ngangsu) 
dengan cara dijinjing, dipikul atau menggunakan 
sepeda pada pagi, siang, dan sore hari. 
Semua ketetapan ini harus dilaksanakan 
masyarakat dengan tujuan agar air di dalam 
embungan dapat bertahan sampai musim hujan 
berikutnya. Tujuannya, agar seluruh masyarakat 
tidak menghabiskan hasil pekerjaannya 
hanya untuk membeli air. 


Revitalisasi Tradisi Reduksi Kemiskinan 


Empat tradisi yang memiliki peran 
reduksi kemiskinan nelayan di atas secara 
faktual telah hadir jauh sebelumnya. Namun, 
karena ia kadang dibiarkan begitu saja atau 
dijalankan tanpa suatu kepentingan bersama 
untuk pengentasan kemiskinan, peran itu tidak 
begitu tampak, khususnya dalam mengatasi 
penyebab kemiskinan bersifat eksternal 
dari kondisi masyarakat. Oleh karenanya, 
pemerintah harus memberikan stimulus 
dan penyadaran, baik melalui program 
maupun inisiasi bagi masyarakat untuk dapat 


203 


KEMISKINAN NELAYAN: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Ikhtiar 


merevitalisasi secara aktif dan proaktif tradisi 
yang memiliki peran pengentasan kemiskinan. 
Dalam proses dampingan itu, karakter 
kebudayaan masyarakat nelayan beserta 
ruang endemik wilayahnya harus diperhatikan. 
Tujuannya memaksimalkan stimulus dan 
memosisikannya agar tidak bertentangan 
dengan kebudayaan masyarakat yang bisa saja 
berakibat fatal bagi masyarakat dan tradisi yang 
dimilikinya. Di bawah ini ditampilkan satu skema 
proses stimulus penguatan dan revitalisasi 
tradisi dan kelembagaan masyarakat nelayan 
untuk pengentasan kemiskinan (Gambar 1). 


M. Alie Humaedi 


tradisi-tradisi yang dapat memerosokkan 
mereka kepada kemiskinan baik jangka pendek 
ataupun jangka panjang, seperti buwoh 
dan bank titil. Apa yang dimaksud dengan 
“penempatan yang baik” adalah satu posisi 
dan cara masyarakat mengatur dan mengukur 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya 
yang didasarkan pada solidaritas, roso dan 
keterdesakan atas kebutuhan pokok. Selama 
masyarakat belum bisa menawarkan dan 
menyediakan solusi pemberian dana tunai 
untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan roso 
(buwoh), semisal peminjaman dari dana 


Kebijakan dan Program 
yang Menasional/ Policy and Program 
(Nationally) 
A`. 
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Gambar 1. Skema Alur Revitalisasi Program dan Stimulus Penguatan Tradisi dan Kelembagaan 
Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. 
Figure 1. Scheme of Program Revitalization and Tradition Strengthen Stimulus and Society 


Institutional in Decreasing Poverty. 


Bila skema di atas dapat dioperasionalkan 
dengan baik, harapannya orang atau masyarakat 
nelayan dapat dientaskan dari kemiskinan, 
minimalnya dapat terlepas dari penyebab 
kemiskinan eksternal yang 3 juga akan mampu 
melepaskan penyebab kemiskinan internal 
dalam mekanisme produksinya. Mekanisme 
operasional dari skema di atas juga harus 
didukung oleh penyadaran dan pendidikan 
masyarakat tentang “penempatan yang baik” 
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jimpitan, maka mekanisme buwoh dan bank 
titil tidak dapat dilarang keberadaannya. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kemiskinan sangat lekat pada 
kehidupan masyarakat nelayan, tidak hanya 
di Kaliori Rembang saja, tetapi secara umum 
telah menjadi “suatu keadaan faktual” di 
seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, bila 


menganalogikannya dengan pendapat 
James Scott (1994), bahwa petani termasuk 
nelayan di Asia Tenggara secara umum bersifat 
subsisten dengan ekonomi moral safety first. 
Perumpamaannya, orang nelayan “bagai 
orang yang terendam di air laut sebatas leher, 
sehingga bila ada sedikit gelombang saja, bisa 
menenggelamkannya”. 


Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi 
internal dalam mekanisme produksi biasanya 
langsung ditanggapi pemerintah melalui 
berbagai programnya. Namun tidak demikian 
dengan penyebab kemiskinan eksternal, seperti 
buwoh dan bank titil yang muncul bersama 
dalam kehidupan dan praktik kebudayaan 
masyarakat sangat jarang ditanggapi 
sebagai faktor penting kemiskinan faktual. 
Bisa dikatakan bahwa penyebab kemiskinan 
eksternal nelayan hadir bersama dengan sistem 
sosial dan budaya mereka, khususnya perilaku 
yang berhubungan dengan kewajiban sosial 
dan produktivitas ekonomi. Banyak nelayan 
yang menjadikan buwoh sebagai alat simpan 
atau alat titip investasi yang dimiliki, walaupun 
dengan cara utang kepada bank titil sekalipun. 
Cara pandang seperti ini, selain diartikan 
untuk mengurangi beban kesenjangan dan 
terhindar dari keterasingan dalam pergaulan 
sosialnya, juga menjadi alat untuk bereksistensi 
dan bertahan hidup. Bank titil memanfaatkan 
cara pandang kewajiban sosial ditengah 
ketidakberdayaan ekonomi nelayan, termasuk 
dengan mengatasnamakan usahanya sebagai 
koperasi. Akibatnya, nelayan terjerat oleh utang 
bank titil, dan terlepas dari uluran peminjaman 
bakul yang sering disalahartikan oleh pihak 
luar sebagai tengkulak. 


Namun demikian, hadirnya tradisi dan 
kelembagaan yang memiskinkan itu, juga 
biasanya diikuti pula oleh tumbuh kembangnya 
tradisi yang mampu mereduksi kemiskinan. 
Sayangnya, tradisi dan kelembagaan tradisi 
yang berfungsi mereduksi kemiskinan itu 
kadang didiamkan atau dibiarkan begitu 
saja oleh masyarakat pelaku dan pemerintah. 
Oleh karena itu, stimulasi dan dampingan 
untuk usaha revitalisasi dan penguatan tradisi 
yang mereduksi kemiskinan dan mencegah 
pemiskinan di masyarakat nelayan seharusnya 
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menjadi perhatian penting bagi pemerintah 
dalam merumuskan dan mengimplementasikan 
kebijakan dan program nasional pengentasan 
kemiskinan khususnya bagi masyarakat 
nelayan di Indonesia. Salah satu caranya 
adalah melakukan “pengelolaan kebudayaan” 
secara inheren masyarakat dan dampingan 
pemerintah terhadap tradisi dan kelembagaan 
tradisi yang dapat mereduksi kemiskinan. 
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ABSTRAK 


Sebagai entitas usaha yang memanfaatkan sumberdaya pesisir yang bersifat common property 
resources, pembudidaya dan pengolah kerang hijau harus berhadapan dengan berbagai pelaku yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap wilayah pesisir yang sama. Kondisi ini memunculkan 
berbagai potensi konflik terkait dengan pengaturan peruntukan wilayah dan kewenangan dalam 
pengelolaan sumberdaya pesisir. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis eksistensi konflik dan 
strategi penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kerang hijau di Kalibaru 
Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil kasus 
di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Analisa data dilakukan mengacu 
pada teori struktural fungsional dan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber potensi 
konflik berawal dari perbedaan pemaknaan antar pihak yang berkonflik, serta penegakkan aturan yang 
tidak semestinya. Jenis konflik terdiri dari konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah dan konflik 
ekologi yang terjadi antara pembudidaya dan pengolah kerang hijau dengan nelayan, pemerintah dan 
pihak industri. Penyelesaian konflik cenderung dapat diselesaikan dengan cepat secara kekeluargaan 
jika yang berkonflik merupakan pengguna perairan secara langsung yang memahami kesepakatan lokal 
yang berlaku di wilayah tersebut. Namun demikian konflik ini pun mempunyai dampak positif yaitu 
menumbuhkan kesadaran pembudidaya dan pengolah kerang hijau untuk berkelompok, mempercepat 
terjadinya penyelesaian atas isu-isu yang berkembang selama ini, serta membimbing kepada aliansi 
antar kelompok yang berkepentingan. 


Kata kunci: konflik, wilayah pesisir, kerang hijau 


Abstract: Conflicts and Potential Conflicts in Resource Management of Perna Viridis in Kalibaru, North 
Jakarta. By: Nendah Kurnisari, Arif Satria and Said Rusli. 


As an Business entity that utilizes coastal resources which are common property resources, fishers 
and perna viridis farmers have to deal with various actors who have different interested in the same coastal 
areas. This condition raises many potential conflict associated with the setting of designated territory and 
authority in managing the coastal resources. This research tried to analyze the existence of the conflict 
and its solving strategies in the management of Perna viridis in Kalibaru, North Jakarta. This research was 
using a gualitative research methods in the village Kalibaru, Cilincing district, North Jakarta Municipality. 
Analysis data were refered to the structural-functional theory and theory of conflict. Results showed that 
sources of the conflict were originated from the differences in interpreting of the conflicting parties, as well 
as the enforcing the improper rules. Types of conflict consisted of the conflict of authority, territory and 
ecology that occur between farmers and Perna viridis processor with fishers, government and industry. 
The conflict tend, to be resolved guickly, especially those who directly used water resource understanding 
the existing local agreement. The conflict, however, has had a positive impact on raise awareness among 
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farmers and Perna viridis processor to accelerate the completion of growing issues and lead to alliances 


between interest groups. 


Keywords: conflict, coastal area, perna viridis 


PENDAHULUAN 


Kerang hijau merupakan komoditi 
yang banyak diusahakan di wilayah perairan 
teluk Jakarta. Pada tahun 2009 di Kecamatan 
Cilincing tercatat sejumlah 1.626 orang yang 
terlibat dalam usaha pembudidayaan dan 
pengolahan kerang hijau (Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, 2010). 
Salah satu sentra kegiatan tersebut adalah 
Desa Kalibaru Kecamatan Cilincing. Kondisi ini 
selain ditunjang oleh kondisi perairan teluk 
Jakarta yang kaya akan fitoplankton sebagai 
unsur hara bagi perkembangbiakan kerang 
hijau juga ditunjang oleh kondisi geografis 
yang strategis serta pelaksanaan aturan-turan 
formal yang belum mengikat. 


Posisi pesisir Kalibaru yang strategis 
baik ditinjau dari aspek geografis maupun 
ekonomi menjadikan banyak masyarakat 
tertarik untuk menetap di wilayah ini. Selain 
para pembudidaya dan pengolah kerang hijau 
yang memanfaatkan wilayah ini terdapat 
nelayan tangkap, pengolah ikan asin, pencari 
kepiting, penjual besi tua yang berasal dari 
bongkaran kapal-kapal yang telah rusak, dll. 
Perairan Kalibaru pun merupakan jalur lintasan 
bagi kapal-kapal besar yang akan berlabuh 
dan berlayar dari Pelabuhan Internasional 
Tanjungpriok. Kondisi ini tentunya merupakan 
pembatas bagi para pembudidaya kerang 
hijau sehubungan dengan alat tangkapnya 
yang bersifat menetap sehingga menghalangi 
perahu nelayan mapun kapal-kapal besar 
untuk melintas. 


Selain dimanfaatkan secara langsung, 
perairan teluk Jakarta merupakan tempat 
pembuangan limbah industri. Limbah yang 
dibuang ke perairan Teluk tidak melalui teknik 
pengolahan limbah yang semestinya, akibatnya 
kontaminasi kandungan tercemar di perairan 
ini semakin meningkat dan berada di atas 
ambang toleransi. Sementara itu, kerang 
merupakan hewan yang bersifat menetap 
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dan filter feeder sehingga kondisi laut yang 
tercemar berdampak buruk terhadap kualitas 
kerang dari daerah tersebut. 


Kondisi ini merupakan potensi konflik 
kepentingan antara pembudidaya kerang hijau 
dengan pemanfaat laut yang lain. Konflik 
muncul jika batas-batas untuk mengakses atau 
hak-hak dalam penggunaan sumberdaya tidak 
ditegakkan sementara ada tuntutan untuk 
menjaga keberlanjutan ekosistem atau dengan 
pengguna lain yang mengarah pada terjadinya 
konflik dan degradasi lingkungan (Grima dan 
Berkes, 1989). 


Permasalahan ini juga muncul dipicu 
oleh lemahnya kerangka hukum yang mengatur 
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir 
dan lautan. Sebagai contoh, adanya Undang- 
Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 
lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah nomor 
82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air 
dan pengendalian pencemaran air tidak diikuti 
oleh penegakan konsekuensi atas pelanggaran 
peraturan perundangan tersebut. Akibatnya, 
terdapat pihak pemanfaat yang dirugikan, yang 
dalam konteks ini adalah pembudidaya dan 
pengolah kerang hijau. 


Berdasarkan kondisi diatas, maka 
penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi 
konflik dan strategi penyelesaian konflik. Hasil 
penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi 
perumusan sistem pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan lautan yang lebih memperhatikan 
kondisi faktual di masyarakat. 


METODOLOGI 


Penelitian dilakukan pada bulan Februari 
sampai dengan Oktober 2010 di Kelurahan Kalibaru 
Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara 
dengan pertimbangan bahwa banyak pihak yang 
mempunyai kepentingan atau memanfaatkan 
daerah pesisir di wilayah tersebut sehingga 
berpotensi menimbulkan konflik. 


Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode 
studi kasus. Penentuan metode ini merujuk 
pada penjelasan Babbie (2004) bahwa Social 
researchers often speak of case studies, which 
focus attention on one or few instances of 
some social phenomenon, such as a village, 
a familly, or a juvenile gang. Penelitian ini 
fokus terhadap fenomena yang terjadi pada 
komunitas pembudidaya dan pengolah kerang 
hijau yang berada di Kelurahan Kalibaru 
Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. 


Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder yang dikumpulkan 
melalui teknik wawancara, observasi, dan studi 
literatur. Data primer menyangkut jenis konflik, 
persepsi masyarakat terhadap konflik, aturan 
pengelolaan sumberdaya berupa kesepakatan 
lokal. Sedangkan studi literatur dimaksudkan 
untuk mencari data mengenai perkembangan 
usaha budidaya dan pengolahan kerang hijau 
serta teorisasi konflik. 


Wawancara dilakukan terhadap informan 
kunci yang selanjutnya dari informan kunci 
dapat diketahui para informan lain dan para 
responden yang lebih bisa menjelaskan 
permasalahan yang sedang diteliti. Informan 
kunci tersebut adalah petugas kelurahan 
Kalibaru, sedangkan informan lain adalah Suku 
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 
Jakarta Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi DKI Jakarta, Ketua RT, Ketua RW serta 
pemuka masyarakat Kalibaru. Responden 
yang diwawancarai berjumlah 39 orang yang 
terdiri dari 8 orang pembudidaya kerang, 8 
orang pengolah kerang, 7 orang merangkap 
sebagai pembudidaya dan pengolah, 8 orang 
nelayan tradisional, 3 orang nelayan bagan 
apung dan 1 orang pengumpul kerang dan 4 
orang masyarakat sekitar yang tidak bermata 
pencaharian dari sumberdaya laut dan pesisir. 


Analisis data dilakukan berdasarkan 
kerangka analisis yang dikemukakan Lewis 
A Coser (Poloma, 1979) yang menyatukan 
kedua pendekatan yaitu teori struktural 
fungsional dan teori konflik. Menurutnya, 
beberapa susunan struktural merupakan hasil 
persetujuan dari konsensus, suatu proses yang 
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ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural, 
tetapi Coser juga menunjukkan pada proses 
lain yaitu konflik sosial. Jadi dalam hal ini Coser 
mencoba menerapkan pendekatan struktural 
fungsional untuk melihat bagaimana struktural 
pelaku konflik tersebut terbentuk serta untuk 
melihat dampak dari konflik, sementara untuk 
melihat sumber dan proses konflik lebih banyak 
didekati dengan teori konflik neo marxis. Teori 
konflik neomarxis lebih memandang bahwa 
konflik tidak semata-mata karena perbedaan 
kelas berdasarkan penguasaan kapital, namun 
juga lebih memusatkan pada unsur psikologis, 
dimana perbedaan idea yang dimiliki seseorang 
lebih berperan dari pada kondisi fisiknya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Eksistensi Konflik: Sumber, Jenis dan Aktor 
Yang Terlibat Dalam Konflik 


Konflik yang paling menonjol di wilayah 
pesisir Kalibaru adalah konflik perebutan 
"ruang”, baik “ruang” dalam pengertian 
sesungguhnya yaitu wilayah pesisir dimana 
komunitas pembudidaya dan pengolah kerang 
bersama komunitas lain melakukan aktivitas 
ekonominya maupun "ruang” dalam pengertian 
abstrak yaitu ruang bagi seseorang dalam 
wilayah yang tidak nyata, misalnya dalam 
proses pembuatan rencana pengelolaan 
wilayah tersebut. Dominansi, kewenangan, 
idea-idea, berada pada wilayah ruang abstrak. 
Lefebvre dalam Ritzer dan Goodman (2008) 
seorang tokoh neo marxis mengistilahkan 
ruang sesungguhnya itu sebagai ruang absolut, 
sementara ruang yang lebih abstrak dinamakan 
ruang abstrak. Menurutnya, ruang abstrak 
merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan 
atas ruang absolut. 


Berdasarkan hal tersebut, maka konflik 
yang terjadi pada ruang abstrak di pesisir 
Kalibaru menyangkut konflik pemaknaan 
dan konflik kewenangan, sementara konflik 
yang terjadi pada ruang absolut yaitu konflik 
perebutan wilayah pesisir dan konflik 
lingkungan hidup. Keempat konflik ini saling 
berhubungan dan menjadi salah satu faktor 
penyebab munculnya konflik yang lain. 
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Gambar 1 menunjukkan hubungan antara 
ke empat jenis konflik yang terjadi di 
pesisir Kalibaru berkaitan dengan aktivitas 
pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau. 


Konflik Pemaknaan/ 
conflict of meanings 


Konflik kewenangan/ 


authority conflict 


Konflik Perebutan Wilayah/ 
territory dispute 
: 


Konflik Lingkungan Hidup/ 


ecological conflict 


Keterangan: 
KD = ruang abstrak 
oO = ruang absolut 


— = garis pengaruh langsung 


==> = garis pengaruh tak langsung 


Gambar1.HubunganAntar Konflik di Wilayah 
Pesisir Kalibaru. 

Figure 1. Relationships With Conflicts in 
Coastal Areas Kalibaru. 


Gambar di atas menunjukkan hubungan 
antara ke empat jenis konflik yang saling 
mempengaruhi. Kontflik yang satu bukan 
menjadi penyebab tunggal terjadinya konflik 
yang lain, namun hanya sebagai salah satu 
faktor pendorong munculnya konflik yang 
lain. Konflik perebutan wilayah pesisir antara 
nelayan dan pembudidaya misalnya, tidak hanya 
disebabkan karena tidak terselesaikannya 


Nelayan/fisherman 


> 


Industri/industry 


Keterangan: 


a = konflik pemaknaan 
(conflict of meanings) 


c = konflik perebutan wilayah 
(Territory dispute) 


Pembudidaya Kerang Hijau/ c 
mussels cultivator < 


konflik kewenangan atau ketidaktahuan 
nelayan terhadap aturan yang ada namun 
juga terdapat faktor yang lain yaitu semakin 
sempitnya jalur pelayaran akibat adanya bagan 
yang tidak sesuai aturan. 


Konflik pemaknaan menjadi salah satu 
faktor penyebab dari setiap konflik yang terjadi, 
karena pada dasarnya orang mempunyai alasan 
atau pembenaran tersendiri terhadap setiap 
tindakan yang mereka lakukan. Perbedaan 
pemaknaan ini cenderung dapat mudah 
untuk disamakan atau diselesaikan bila yang 
berkonflik mempunyai posisi yang sama, namun 
akan sulit diselesaikan bila pihak yang berkonflik 
berada pada status yang berbeda atau merasa 
pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan 
pihak lawan. Konflik antara perintah dengan 
komunitas pembudidaya dan pengolah kerang 
akan lebih sulit diselesaikan dibandingkan 
dengan konflik yang terjadi antara pembudidaya 
kerang dengan nelayan. 


Pembahasan mengenai jenis konflik 
dan pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya 
dibagi menjadi tiga bagian yaitu konflik 
kewenangan, konflik perebutan wilayah dan 
konflik lingkungan hidup, sedangkan konflik 
pemaknaan akan dibahas dalam ketiga jenis 
konflik tersebut. 


| Pemerintah/goverment ) 


a,b, 


Pengolah 
Kerang 
Hijau/mussels 
processor 


a,d 


b = konflik kewenangan 


(authority conflict) 


d = konflik lingkungan hidup 


(ecological conflict) 


Gambar 2. Konflik dan Potensi Konflik Antara Pembudidaya dan Pengolah Kerang Hijau dengan 


Pelaku Lain. 


Figure 2. Conflict and Potential Conflict Between Cultivator And Processor of Green Mussels 


(Perna Viridis) With Other Agents. 


210 


a. Konflik kewenangan 


Konflik kewenangan terhadap 
pengelolaan wilayah pesisir Kalibaru terjadi 
antara pemerintah dan komunitas pembudidaya 
dan pengolah kerang hijau. Kewenangan 
yang dimaksud meliputi kewenangan dalam 
mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut 
dan pesisir. Konflik ini disebabkan oleh tidak 
selarasnya aturan formal dengan kesepakatan 
lokal yang dibuat oleh masyarakat. Konflik 
ini berawal dari perbedaan pemaknaan 
terhadap pemilikan wilayah pesisir. Dalam 
kasus di Kalibaru, dapat dikatakan bahwa konflik 
kewenangan merupakan wujud kongkrit dari 
konflik pemaknaan yang bersifat abstrak. 


Pemaknaan tersebut erat kaitannya 
dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing- 
masing pihak yang berkonflik. Masyarakat 
memaknai laut dan wilayah sebagai wilayah 
pemberian Tuhan untuk semua umatNya, 
sehingga wilayah ini merupakan milik bersama 
yang dapat dimanfaatkan bersama sesuai 
dengan kesepakatan-kesepakatan yang 
telah mereka buat bersama. Kesepakatan 
tersebut telah menjadi aturan yang ditaati 
oleh masyarakat secara turun-temurun. Wilayah 
selama ini mereka tempati merupakan warisan 
dari nenek moyang yang lebih dulu menempati 
wilayah tersebut sebelum peraturan-peraturan 
pemerintah dibuat. 


Sementara pemerintah sebagai 
pemegang kewenangan secara yuridis formal 
untuk mengatur pengelolaan sumberdaya, 
memaknai laut dan pesisir sebagai wilayah 
dimana pengelolaannya menjadi otoritasnya 
dan masyarakat sebagai warga negara yang baik 
harus patuh pada semua kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. Melihat kondisi wilayah pesisir 
Kalibaru sekarang ini, khususnya untuk wilayah 
yang didominasi oleh kerang hijau terlihat 
sangat memprihatinkan terutama dari segi tata 
ruang dan sanitasi, menjadi sebuah kewajaran 
munculnya sebuah pemikiran bahwa sistem 
pengelolan yang selama ini dilakukan oleh 
masyarakat tidak mampu menciptakan kondisi 
yang diharapkan sehingga pemerintah harus 
mengambil alih kewenangan atas pengelolaan 
wilayah tersebut. Konflik terjadi bila aktualisasi 
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pemaknaan yang dimiliki pemerintah tidak 
selaras dengan kesepakatan-kesepakatan yang 
ada pada tingkat masyarakat. 


Meskipun pada kondisi sekarang 
masyarakat Kalibaru masih hidup dalam 
ruang pemaknaan mereka, namun pemerintah 
daerah melalui peraturan-peraturan daerahnya 
secara perlahan mencoba menancapkan 
dominansinya. Pemerintah berupaya untuk 
menyamakan 'makna' yang dimiliki oleh 
masyarakat tersebut dengan memberikan 
pengetahuan-pengetahuan yang bertemakan 
“penyadaran” kepada masyarakat lokal. 
Upaya penyadaran ini lebih digiring kepada 
pemaknaan pesisir menurut pemerintah. 
Foucault (2002) menguraikan bagaimana 
pengetahuan membentuk kekuasaan atas 
wilayah geografis. Menurutnya, pengetahuan 
berfungsi sebagai sebuah bentuk kekuasaan dan 
sekaligus menyebarkan efek-efek kekuasaan 
tersebut. Pengetahuan bisa berwujud dalam 
penggunaan bahasa. Pembentukan UU 
pengelolaan pesisir yang banyak memuat kata 
“peran serta masyarakat” seolah memberi 
kesan bahwa konsesus pengelolaan wilayah 
dibuat secara bersama antara pemerintah 
dan masyarakat padahal jika dicermati lebih 
dalam maka makna “peran serta” tersebut 
sangat terbatas. 


Kasus ini menunjukkan kebenaran dari 
analisis Foucault bahwa ada problematika dalam 
bentuk modern pengetahuan, rasionalitas, 
institusi sosial, dan subyektivitas. Semua itu, 
menurutnya terkesan given and natural, tetapi 
dalam faktanya semua itu adalah “serombongan 
konstruk sosiokultural tentang kekuasaan dan 
dominasi” yang pada akhirnya pengetahuan 
telah dimanipulasi untuk melanggengkan 
dominasi terhadap kaum marjinal. 


b. Konflik perebutan wilayah pesisir 


Konflik pemaknaan tidak hanya menjadi 
pemicu terjadinya konflik kewenangan antara 
masyarakat pesisir dengan pemerintah, namun 
juga menjadi pemicu konflik antar pengguna 
pesisir yang berujung pada konflik perebutan 
wilayah yaitu antara pembudidaya kerang 
dengan nelayan atau antara nelayan dengan 
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pengolah kerang. Namun demikian konflik 
perebutan wilayah ini relatif lebih mudah 
diselesaikan karena sebagian besar telah 
tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan 
bersama yang telah berlaku secara turun 
temurun. 


Konflik antara pembudidaya kerang 
hijau dengan nelayan terjadi hanya seputar 
kerusakan bagan kerang akibat tertabrak 
oleh perahu nelayan. Namun hal ini bisa 
diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan 
dengan konsekuensi nelayan harus mengganti 
kerusakan tersebut. Kesadaran nelayan 
tersebut didasari oleh pengetahuan lokal 
masyarakat setempat bahwa laut merupakan 
wilayah “milik bersama” sehingga orang 
bebas memanfaatkannya dengan prinsip 
saling menghargai usaha masing-masing, 
serta masih luasnya wilayah laut yang 
bisa dilewati tanpa harus melalui wilayah 
dimana bagan ditancapkan. Pencapaian 
kesepakatan akan lebih alot bila nelayan yang 
menabrak bagan adalah nelayan andon karena 
menurut nelayan ini laut adalah wilayah 
bebas sehingga kesalahan bukan karena 
perahu tapi karena bagan yang tidak 
beraturan. Namun posisi mereka yang hanya 
pendatang menyebabkan mereka tidak 
mempunyai posisi untuk melawan aturan 
setempat. Biasanya ganti rugi disepakati 
dengan mempertimbangkan kemampuan 
nelayan juga. Intensitas konflik cenderung 
akan semakin meningkat di masa yang 
akan datang jika jumlah bagan semakin 
banyak dan mendominasi wilayah perairan 
pesisir, sehingga tidak ada ruang bagi 
perahu untuk melalui wilayah ini. Dengan 
demikian, masyarakat harus segera membuat 
kesepakatan baru. 


Potensi konflik perebutan wilayah 
pun terjadi antara pengolah kerang dan 
nelayan. Konflik ini berkaitan dengan 
penguasaan wilayah daratan oleh pengolah 
kerang hijau dan melekatnya hak pada 
pemilik daratan tersebut untuk mereklamasi 
wilayah laut. Kondisi ini membuat akses 
nelayan terhadap pesisir dan laut menjadi 
terbatas. 
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c. Konflik Lingkungan Hidup 


Konflik-konflik yang terus dibiarkan tanpa 
penyelesaian memicu munculnya permasalahan 
lain yaitu konflik lingkungan hidup. Tarik 
menarik kepentingan antara pembudidaya 
dan nelayan yang membutuhkan perairan 
laut yang bebas pencemaran dengan pihak 
industri yang membutuhkan laut sebagai 
sarana penetralisir limbah namun tanpa 
melalui mekanisme pengolahan limbah yang 
dianjurkan telah menimbulkan permasalahan 
lingkungan yang akut di perairan teluk Jakarta. 


Konflik bermula karena masyarakat 
pembudidaya kerang hijau merasa bahwa 
limbah pembuangan pabrik telah mencemari 
perairan sehingga produktivitas kerang 
mereka menurun drastis. Pada Tahun 2005, 
bentuk kekesalan warga dilakukan melalui 
demonstrasi ke kantor Walikota dengan 
tuntutan ganti rugi dan penertiban limbah. 
Menurut beberapa pembudidaya, sebagian 
pembudidaya telah menerima ganti rugi sebesar 
satu juta rupiah, namun pemberian ganti rugi 
ini telah dihentikan padahal belum semua 
pembudidaya mendapatkannya. 


Ketika diajukan pertanyaan, bagaimana 
jika suatu hari tidak bisa berbudidaya kerang 
lagi karena laut sudah demikian tercemar? 
Para pembudidaya dan pengolah kerang 
hijau berpendapat serupa yaitu menuntut 
pertanggungjawaban pihak industri dan 
pemerintah. Jika hal ini terus berlangsung, 
tidak menutup kemungkinan demonstrasi 
serupa pada tahun 2005 atau aksi kolektif 
yang lain akan kembali berlangsung. 


Menurunnya jumlah kerang hijau 
akibat pencemaran tersebut berdampak 
pada menurunnya produktivitas pengolah, 
pemasar, dan para buruh yang terlibat dalam 
usaha kerang pasca panen. Padahal, usaha 
pasca panen ini melibatkan ribuan orang yang 
hidupnya sangat tergantung pada usaha ini. 


Sulit mengurai pihak industri mana yang 
terlibat dalam pencemaran teluk Jakarta, karena 
selain pabrik-pabrik besar yang terdapat di 
sekitar teluk Jakarta, Teluk Jakarta pun 
merupakan muara dari 13 Sungai yang tidak 


menutup kemungkinan industri-industri yang 
terdapat di kawasan sekitar daerah aliran sungai 
pun memanfaatkan aliran sungai tersebut 
untuk membuang limbangnya tanpa melalui 
pengolahan limbah terlebih dahulu. Kondisi 
ini diperparah dengan tidak ditegakkannya 
pengawasan terhadap mekanisme pengelolaan 
limbah kepada semua pihak industri baik 
yang berskala besar maupun yang berskala 
rumahan. Timbulnya masalah lingkungan 
dikarenakan tidak adanya kebijakan politik 
yang secara tegas dan jelas menempatkan 
kedudukan strategis sumberdaya kelautan 
dan pesisir sebagai entitas pembangunan 
nasional (Kusnadi, 2006). 


Strategi Penyelesaian Konflik 


Beberapa konflik cenderung mempunyai 
fungsi bila dapat diselesaikan dengan baik 
berdasarkan mekanisme penyelesaian 
konflik yang tertuang dalam kesepakatan 
lokal yang telah menjadi aturan bersama 
dalam masyarakat. Sementara konfik menjadi 
disfungsional ketika penyelesaian konflik 
tidak diatur dalam kesepakatan bersama, 
sehingga sulit membuat konsensus antara 
pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang 
bersifat disfungsional di Kalibaru terjadi antara 
komunitas pembudidaya kerang hijau yang 
memerlukan wilayah perairan pesisir yang 
bebas pencemaran dengan pihak industri 
yang menggunakan perairan pesisir sebagai 
sarana untuk membuang limbahnya. Perebutan 
wilayah ini menimbulkan konflik baru yaitu 
konflik lingkungan hidup. 


Konflik yang terjadi antar pelaku yang 
mempunyai kepentingan terhadap pesisir 
Kalibaru diselesaikan dengan cara yang 
berbeda-beda berdasarkan pelaku yang 
berkonflik dan permasalahan yang terjadi. 


a. Penyelesaian Konflik Kewenangan 


Konflik ini berkaitan erat dengan 
pelaksanaan kesepakatan lokal yang 
tidak selaras dengan peraturan formal. 
Bertahannya aktivitas pembudidayaan dan 
pengolahan kerang hijau di wilayah Kalibaru 
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bukan karena telah terjalinnya keselarasan 
antara kesepakatan lokal dan kebijakan 
formal, namun pemerintah sementara ini 
membiarkan masyarakat hidup dalam tata 
aturan kesepakatan lokal untuk menghindari 
potensi konflik yang akan terjadi jika aturan 
formal diterapkan. 


Mencermati dasar kebijakan yang 
dilakukan pemerintah dalam penyelesaian 
konflik seperti ini, maka dapat dikatakan 
bahwa pemerintah sedang menyelesaikan 
konflik dengan cara menarik konflik ke dalam 
perundang-undangan yang dibuat kemudian 
oleh pemerintah. Berdasarkan perundang- 
undangan yang ada, pembudidaya dan pengolah 
kerang hijau sudah tidak dapat melakukan 
aktivitas usaha kerangnya karena kerang 
di perairan tersebut sudah tercemar. Oleh 
karenanya, pemerintah merencanakan adanya 
relokasi bagi masyarakat ke daerah dimana 
perairannya masih baik atau melakukan 
alih mata pencaharian. Namun demikian, 
pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan 
aturan tersebut karena belum adanya konsep 
yang jelas mengenai program reposisi aktivitas 
ekonomi masyarakat setempat yang mampu 
menjamin keberlangsungan kehidupan sosial 
dan ekonominya. 


b. Penyelesaian konflik perebutan wilayah 


Penyelesaian konflik antar pelaku baik 
antara pembudidaya dan pengolah kerang 
hijau dengan pelaku lain yang memanfaatkan 
sumberdaya secara langsung (nelayan) 
dilakukan secara kekeluargaan. Contoh kasus 
rusaknya bagan karena tertabrak perahu 
nelayan cukup diselesaikan dengan cara pihak 
nelayan membayar sejumlah uang ganti rugi 
kerusakan kepada pemilik bagan. 


Hubungan antara komunitas 
pembudidaya kerang dan pengolah kerang 
dengan komunitas nelayan terlihat lebih 
harmonis setelah adanya HKBNPK (Himpunan 
Keluarga Besar Nelayan Pesisir Kalibaru). 
Anggota HKBNPK berasal dari berbagai profesi 
di bidang hasil laut yaitu nelayan bagan tancap, 
nelayan bagan apung, peternak kerang ataupun 
pengolah kerang. Organisasi ini didirikan atas 


213 


Konflik dan Potensi Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Kerang Hijau.... Nendah Kurniasari, Arif Satria dan Said Rusli 


dasar rasa saling berbagi antar anggota, dan 
untuk anggota yang bersangkutan bisa dijadikan 
semacam asuransi. Ketika ada anggota yang 
terkena musibah misalnya sakit maka HKBNPK 
akan memberikan sejumlah uang bagi biaya 
pengobatan. Begitu pun pada waktu musim 
paceklik tiba maka HKBNPK akan memberikan 
sejumlah bantuan yang besarnya disepakati 
bersama. Masing-masing anggota membayar 
iuran sejumlah Rp. 10.000/orang pada setiap 
bulannya. 


Organisasi ini pun sering menyalurkan 
bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang 
berempati terhadap warga pesisir Kalibaru 
ketika musim Paceklik tiba. HKBNPK ini 
diharapkan mampu ikut bagian dalam 
menciptakan kerukunan hidup baik antara 
peduduk yang memiliki berbagai profesi 
maupun sebagai perekat kepedulian antar 
berbagai kelas yang terdapat di wilayah Kalibaru 
ini, sehingga harmonisasi dapat diwujudkan 
dan posisi masyarakat lokal dalam berbagai 
kebijakan khususnya dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir dapat diperhitungkan. 


c. Penyelesaian konflik lingkungan hidup 


Konflik yang terjadi antara pembudidaya 
dan pengolah kerang hijau dengan pihak 
industri merupakan potensi konflik yang akan 
berulang bila aturan formal yang ada tidak 
ditegakkan sebagaimana mestinya. Potensi 
konflik ini berkaitan erat dengan pengaruh 
limbah industri terhadap produktivitas kerang 
hijau. Potensi konflik tersebut akan menjadi 
konflik yang tajam bila kerang yang mati 
mencapai 100 persen. Kasus yang terjadi pada 
tahun 2005 ketika kerang hijau di perairan 
teluk Jakarta mati semua, para pembudidaya 
melakukan aksi demonstrasi kepada industri- 
industri yang berada di kawasan tersebut 
melalui Walikota. Namun cara tersebut sudah 
dianggap tidak efektif karena tidak semua 
pembudidaya yang mengalami kerugian 
mendapatkan ganti rugi. 


Seringnya konflik yang terjadi antara 
pembudidaya dan pengolah kerang hijau 
dengan pihak industri menumbuhkan 
kesadaran diantara pembudidaya dan pengolah 
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kerang hijau untuk membentuk kelompok 
tersendiri yang beranggotakan pembudidaya 
dan pengolah kerang hijau. Pada saat penelitian 
ini dilaksanakan, upaya kearah pembentukan 
kelompok sudah sampai kepada rekapitulasi 
calon anggota. Melalui kelompok ini para 
pembudidaya dan pengolah kerang hijau 
berharap mempunyai kekuatan ketika ada 
permasalahan. 


Ecological conflict ini merupakan 
permasalahan yang sulit diselesaikan karena 
tidak hanya menyangkut pelaku disekitar 
kawasan pesisir namun juga menyangkut 
pelaku-pelaku di daerah-daerah sepanjang 
aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. 
Oleh karena itu penyelesaiannya membutuhkan 
koordinasi lintas departemen dan lintas sektoral 
yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak 
sebentar. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Sumber konflik dalam aktivitas 
pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau 
di Kalibaru berawal dari perbedaan pemaknaan 
antar pihak yang berkonflik, serta penegakkan 
aturan yang belum semestinya. Kondisi ini 
didorong oleh belum adanya konsep yang jelas 
untuk mengantisipasi dampak dari penegakan 
aturan yang dibuat. Jenis konflik terdiri dari 
konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah 
dan konflik ekologi. Konflik ini mengakibatkan 
terjadinya ketegangan antara pelaku dan 
mengakibatkan komunitas pembudidaya 
dan pengolah kerang hijau berada pada 
ketidakpastian atas hidup dan penghidupannya. 
Namun demikian konflik ini pun mempunyai 
dampak positif yaitu menumbuhkan kesadaran 
pada pembudidaya dan pengolah kerang hijau 
untuk berkelompok, mempercepat terjadinya 
penyelesaian atas isu-isu yang berkembang 
selama ini, serta membimbing kepada aliansi 
antar kelompok yang berkepentingan. 


Konsep yang digagas Satria (2009) 
sepertinya dapat dilakukan oleh Pemerintah 
daerah DKI Jakarta untuk mengelola konflik dan 
menekan potensi konflik yang terjadi di wilayah 
teluk Jakarta. Satria menawarkan beberapa 
agenda pada aras mikro untuk mengantisipasi 


konflik nelayan yaitu pengukuhan model 
sumberdaya berbasis masyarakat, penguatan 
organisasi nelayan, kerjasama lintas daerah, 
dan pemberdayaan nelayan. Berdasarkan hal 
tersebut, maka perlu dibentuk organisasi 
pembudidaya dan pengolah kerang hijau, 
serta perlu dibuat model reposisi aktivitas 
pembudidaya dan pengolah kerang hijau 
berdasarkan aspirasi dan kondisi sosial, 
budaya dan ekonomi masyarakat. Sementara 
pada aras makro, pengelolaan sumberdaya 
laut memerlukan kerangka hukum yang jelas 
dengan implementasi yang tegas dengan 
berdasarkan keberpihakan utuh terhadap 
kepentingan masyarakat. Salah satu contoh 
adalah Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 
2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air harus ditegakkan 
dengan menerapkan sanksi terhadap setiap 
pelanggaran atas aturan tersebut. 
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ABSTRAK 


Untuk mengejar ketertinggalan teknologi budidaya perikanan yang dialami oleh pembudidaya ikan 
saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui pelatihan perikanan budidaya. Penelitian 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan budidaya perikanan ini bertujuan untuk 
mengukur hubungan kausalitas dari faktor sarana pelatihan, kualitas peserta pelatihan, ketepatan metode 
pelatihan, kualitas bahan ajar, dan faktor kualitas pelatih terhadap efektivitas pelatihan budidaya perikanan. 
Obyek penelitian ini yaitu purnawidya pelatihan budidaya perikanan yang dilatih di Balai Diklat Perikanan 
Banyuwangi, yang tersebar di tiga provinsi, sebanyak 105 orang. Data dianalisis dengan Structural Equation 
Modeling (SEM). Hasil penelitian mengemukakan bahwa faktor sarana pelatihan berpengaruh positif 
signifikan terhadap efektivitas pelatihan budidaya perikanan dan efektivitas pelatihan budidaya perikanan 
terhadap efisiensi kinerja pembudidaya ikan berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya diperoleh hasil 
bahwa faktor kualitas peserta pelatihan , kualitas isi bahan ajar, ketepatan metode pelatihan dan kualitas 
pelatih tidak signifikan terhadap efektivitas pelatihan yang dilakukan. Hasil penelitian merekomendasikan 
bahwa Balai Diklat Perikanan Banyuwangi perlu pembenahan terhadap kriteria calon peserta pelatihan, 
kualitas bahan pembelajaran, peningkatan kualitas pelatih. 


Kata Kunci : efektivitas pelatihan, Structural Equation Modeling (SEM) 


Abstract: Analysis of Factors Affecting Effectiveness of Aquaculture Training (Case Study on the Fisheries 
Training Center of Banyuwangi). By: Madyunin. 


One of the solutions to pursue the lack of the aquaculture technology is providing a training program 
for fish farmer.This research was used using the Analysis of factors affecting the training effectiveness. 
Objective ofthe research were to measure the causality relations ofthe training equipment factor, the quality 
of the participants and the material, the provision of the training methods, and the quality of the trainers 
toward the effectiveness of training program. Object of the research was the Purnawidya of aguaculture 
training in the Banyuwangi Training Center which spread out in 3 provinces with over 105 participated. 
Data were analyzed by using the Structural Eguation Modeling (SEM). Results shows that eguipments have 
a positive significant impact toward the effectiveness of the training and the efficiency of the aguaculture 
performance. The guality of the training and the material, the methods, and the guality of the trainers not 
significant impacted the of effectiveness of the training program. The result recommends the Banyuwangi 
Training Center need to improve the criteria for selecting the participants, the guality of the materials, and 
to improve the guality of the trainers. 


Keywords: effectiveness training, Structural Eguation Modeling (SEM) 
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PENDAHULUAN 


Percepatan perubahan teknologi 
di bidang budidaya perikanan mampu 
meningkatkan produktifitas budidaya perikanan, 
tetapi dalam waktu yang bersamaan perepatan 
perubahan teknologi ini menyebabkan 
tertinggalnya pengetahuan dan keterampilan 
serta sikap dari masyarakat pembudidaya 
ikan tertinggal oleh kemajuan teknologi 
tersebut. Oleh karena itu, salah satu solusi 
untuk memecahkan masalah tersebut adalah 
melalui program pelatihan budidaya perikanan. 


Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 
(BPPP) Banyuwangi sebagai salah satu UPT 
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP), memiliki 
wilayah kerja meliputi lima provinsi yaitu 
Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan 
Selatan. Dengan melibatakan 84 Kabupaten 
dan Kota di lima provinsi tersebut. Berikut ini 
merupakan data jumlah peserta pendidikan 
dan pelatihan BPPP Banyuwangi. 


Tabel 1. Jumlah Peserta Pendidikan dan 
Pelatihan di BPPP Banyuwangi 
tahun 2006 sampai tahun 2010. 
Table 1. The Number of Participants 
Education and Training in BPPP 
Banyuwangi 2006 Until 2010. 
Jumlah Peserta 
No Tahun/ Pelatihan/ 
Year The Number of 
Participants 
1 2006 918 
2 2007 1026 
3 2008 468 
4 2009 1048 
5 2010 1307 
Jumlah/Total 4767 


Sumber: BPPP Banyuwangi 2011/ 
Sources : BPPP Banyuwangi 2011 


Data jumlah peserta pendidikan dan 
pelatihan perikanan yang terlihat dalam Tabel 1 
menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah 
peserta pendidikan dan pelatihan. Pelatihan 
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yang di selenggarakan BPPP Banyuwangi terdiri 
dari beberapa macam , yaitu perikanan tangkap, 
kepelautan, mesin perikanan, teknologi 
pengolahan hasil perikanan, sosial ekonomi 
perikanan dan perikanan budidaya. Dari jumlah 
peserta 4.767 orang selama lima tahun, jumlah 
peserta pelatihan teknis budidaya perikanan 
sebanyak 609 orang yang terdiri dari 90 orang 
petugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
519 orang merupakan tenaga pembudidaya 
perikanan dengan sistem tradisional plus 
untuk komoditas patin dan bandeng dan 
sistim intensif untuk komoditas lele. 


Dengan meningkatnya jumlah peserta 
pelatihan, maka diharapkan produktifitas 
kinerja dari pembudidaya perikanan juga 
akan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan 
semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas 
pengetahuan , keterampilan dan sikap yang 
dimiliki tenaga pembudidaya. Untuk itu perlu 
dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas pelatihan budidaya perikanan. 


Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengukur hubungan kausalitas dari faktor 
penggunaan sarana atau media pelatihan 
terhadap efektivitas pelatihan budidaya 
perikanan, mengukur hubungan kausalitas 
dari faktor kualitas peserta pelatihan 
terhadap efektivitas pelatihan budidaya 
perikanan, mengukur hubungan kausalitas 
dari faktor kualitas isi bahan ajar pelatihan 
terhadap efektivitas pelatihan budidaya 
perikanan, mengukur hubungan kausalitas 
dari faktor ketepatan metode pelatihan 
terhadap efektivitas pelatihan budidaya 
perikanan, mengukur hubungan kausalitas 
dari faktor kualitas pelatih terhadap efektivitas 
pelatihan budidaya perikanan dan mengukur 
hubungan kausalitas efektivitas pelatihan 
budidaya perikanan terhadap efisiensi kinerja 
pembudidaya perikanan. 


METODOLOGI 
Desain Penelitian 


Desain penelitian ini termasuk dalam 
desain penelitian kausal (Waluyo, 2011) yang 
berkaitan dengan hubungan sebab akibat, 


sehingga langkah-langkah yang dilakukan 
dalam penelitian kausal yaitu mengidentifikasi 
hubungan sebab akibat antar variabel, mencari 
tipe sesunguhnya dari fakta untuk membantu 
memahami dan memprediksi hubungan, 
menetapkan pendekatan kausal dari kejadian- 
kejadian yang berurutan dan mengukur variasi 
antara penyebab yang diduga dan akibat yang 
diduga. 


Sumber Data 


Data primer didapat dari daftar 
pertanyaan/kuesioner yang diberikan 
kepada responden dan informasi tambahan 
didapatkan dari BPPP Banyuwangi, Dinas 
Perikanan dan Kelautan terkait dan pelatih 
yang telah memiliki pengalaman melalui 
wawancara langsung. Pada penelitian ini 
ada 37 indikator yang menjadi data primer 
yang terdiri atas, sarana/media pelatihan 
(4 indikator), kualitas peserta pelatihan 
budidaya perikanan (10 indikator), kualitas 
bahan ajar (4 indikator), ketepatan metode 
pelatihan budidaya perikanan (3 indikator), 
kualitas pelatih ( 3 indikator), efektivitas 
pelatihan budidaya perikanan (3 indikator), 
dan efisiensi kinerja pembudidaya ikan 
(10 indikator). Data ini diperoleh langsung 
dari responden yaitu pembudidaya ikan 
dan merupakan purnawidya dari pelatihan 
budidaya perikanan. 


Populasi dan Sampel 


Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini ditentukan melalui proportional 
purposif sampling (Sugiono, 2002). Jumlah 
responden sesuai metode Structure 
Eguation Modeling (Waluyo, 2011) adalah 
5 -10 kali jumlah variabel pengamatan atau 
100 — 200 sampel. Dengan mengacu pada 
pendapat tersebut maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 105 
responden. 


Metode Pengumpulan Data 


Metode pengumpulan data yaitu metode 
angket (kuesioner terstruktur) yang diberikan 
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kepada responden. Pertanyaan disajikan dalam 
kuisioner berupa pertanyaan tertutup, dibuat 
dengan skala interval, sehingga jika diolah 
menunjukkan pengaruh atau hubungan antara 
variabel. Skala interval yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu bipolar adjective (Waluyo, 
2011). Skala yang digunakan pada rentang 
interval 1-6. 


Teknik Analisis 


Analisis data secara kualitatif bertujuan 
untuk membahas dan menerangkan hasil 
penelitian, berbagai gejala atau kasus yang 
dapat diuraikan dengan menggunakan 
keterangan-keterangan yang tidak 
dapat diukur dengan angka-angka tetapi 
memerlukan penjabaran uraian yang jelas 
(Sugiyono, 2000). 


Analisis data secara kuantitatif dilakukan 
menggunakan metoda analisis Structural 
Equation Model (SEM) dari software AMOS 
yang digunakan untuk menguji H1 (Sarana 
/ Media Pelatihan Budidaya Perikanan), 
H2 (Kualitas Peserta Pelatihan Budidaya 
Perikanan), H3 (Kualitas Isi Modul Pelatihan), 
H4 (Ketepatan Metode Pelatihan) , H5 (Kualitas 
Pelatih) dan H6 (Efektivitas Pelatihan Budidaya 
Perikanan). Model kausal AMOS menunjukkan 
pengukuran dan masalah yang struktural dan 
digunakan untuk menganalisis dan menguji 
model hipotesis. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Indikator Ketepatan Sarana Dan Media 
Pelatihan 


Proses pelatihan teknis budidaya 
perikanan yang dilakukan di Balai Diklat 
Perikanan Banyuwangi dimulai dari Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD) budidaya perikanan, 
penyusunan kurikulum Diklat sesuai 
dengan kebutuhan calon peserta pelatihan 
berdasarkan hasil (AKD), pelaksanaan pelatihan 
budidaya perikanan dan berakhir dengan 
kegiatan evaluasi pasca Diklat. Adapun data 
hasil penelitian terhadap 105 responden 
selengkapnya yaitu seperti tertera dalam 
Tabel 2. 
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Tabel 2. Frekuensi Jawaban Responden Dalam Menjawab Indikator Ketepatan Sarana dan 
Media Pelatihan. 

Table 2. Frequency of Respondent's Answer in Answering Indicator Accuracy Means and Media 
Training. 


Frekuensi Jawaban Responden/ 


Indikator Ketepatan Sarana/Media Pelatihan/Means Frequency of Respondent's Answer 


Accuracy Indicator/Media of Training 


1 2 3 4 5 6 
Jumlah kecukupan sarana/media digunakan dalam 
pelatihan/Numbers of means adequacy /media of 1 13 17 28 22 24 
training 
Kualitas sarana/ media digunakan dalam pelatihan/ 1 2 33 42 27 28 
Means quality/media of training 
Kesiapan sarana/ media digunakan dalam pelatihan/ 0 0 4 19 38 34 
Readines of means/media of training 
Kesesuaian sarana media /digunakan dalam pelatihan/ 0 0 0 16 53 36 


Means of Training suitability 


Frekuensi Jawaban Responden/ 


Indikator Kualitas Peserta Pelatihan Budidaya Frequency of Respondent's Answer 
Perikanan/Participant Quality Indicator 
of Aquaculture Training 1 2 8 4 5 6 


Tingkat pendidikan makin tinggi , semakin efektif 
mengikuti pelatihan/Higher level of education, more 0 3 2 15 28 57 
effective in following the training 


Tingkat pengetahuan makin tinggi , semakin efektif 
mengikuti pelatihan/Higher level of education, more 1 2 7 17 30 38 
effective in following the training 


Umur peserta pelatihan semakin tua , semakin tidak 
efektif mengikuti pelatihan/The maturity of training 
participants, more mature more effective in following the 
training 


Masa kerja (lama bekerja) semakin lama , semakin efktif 
mengikuti pelatihan./Longer work tenure, more effective 6 16 7 14 36 26 
in following the training 


Motivasi mengikuti pelatihan makin kuat, makin efektif 
pelatihan/ Stronger motivation of participant in following 0 2 1 8 32 62 
training, more effective in following the training 


Keterampilan makin tinggi , makin efektif mengikuti 
pelatihan/More skillfull participant, more effective in 1 47 3 12 38 47 
following the training 


Persepsi positif , makin efektif mengikuti pelatihan/ 
Participant's Positive Perception , more effective in 1 2 4 6 33 59 
following the training 


Sikap positif saat mengikuti pelatihan, makin efektif 
pelatihan yang diikuti/Participant's Positive Attitude, 3 3 5 11 58 45 
more effective in following the training 
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Indikator Kualitas Peserta Pelatihan Budidaya 
Perikanan/Participant Quality Indicator of 
Aquaculture Training 


Frekuensi Jawaban Responden/ 
Frequency of Respondent's Answer 


íl 2 3 4 5 6 


Budaya (kebiasaan) berbudidaya perikanan semakin 
sama , semakin efektif mengikuti pelatihan/The Equality 
of Participant’s Aqualture habitual, more effective in 
following the training 


Sumber daya (Sarana produksi) yang dimiliki peserta 
pelatihan semakin banyak kesamaan dengan sarana 
dalam pelatihan , semakin efektif pelatihan yang diikuti/ 
The equality sources (production means) which belonging 
to partipants more equal with training means, more 
effective in following the training 


Indikator Kualitas Modul Pelatihan Budidaya 
Perikanan/Quality indicator of Aqualture Training 


Frekuensi Jawaban Responden/ 
Frequency of Respondent’s Answer 


Modules íl D 3 4 5 6 

Kelengkapan dari materi yang disajikan/Material 0 1 47 19 41 33 
Completeness which presented 
Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta/ 
Presented material in accordance with participant's 0 4 5 19 33 44 
needs 
Materi merupakan informasi atau keahlian yang baru/ 

D ; É ; 0 4 2 9 32 58 
Material is a new information or new skill 
Keteraturan dan sistematka dalam susunan materi/ 0 4 5 11 22 63 


Regularity and sistematika the structure of material 


Indikator Ketepatan Metode Pelatihan 
Budidaya Perikanan/ Accuracy Aqualture 


Frekuensi Jawaban Responden/ 
Frequency of Respondent's Answer 


Training Metode Indicator 1 2 3 4 5 6 
Kesesuaian metode dengan latar belakang pendidikan 
dan Pengetahuan peserta/ Metode accuracy with 0 T. Z 19 43 35 
Education and participant's skill background 
Kesesuaian metode dengan karier (tugas pekerjaan) 
peserta/ Metode accuracy with partipant's career 1 4 9 11 41 39 
(main job) 
Kesesuaian metode dengan materi pelatihan yang 
disampaikan/ Metode accuracy with presented training 0 0 5 12 47 41 


material 


Indikator Kualitas Pelatih Pelatihan Budidaya 
Perikanan/Agualture Trainer Quality Indicators 


Frekuensi Jawaban Responden/ 
Freguency of Respondent's Answer 


il 2 3 4 5 6 
Pengalaman Pelatih/ Trainer Experience 0 0 1 7 31 66 
Kemampuan Pelatih mentransfer materi/ 1 1 2 14 41 36 


Trainer material Transfering Skill 
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Pengetahuan/Penguasaan Pelatih terhadap Materi 
yang dilatihkan/Trainer knowledge/mastery in trained 
material 


11 


Madyunin 


51 


39 


Indikator Efektivitas Pelatihan Budidaya Perikanan/ 
Aqulture Training Effectivity Indicators 


Frekuensi Jawaban Responden/ 
Frequency of Respondent's Answer 


1 2 8 4 5 6 
Tambahan pengetahuan atau kemampuan peserta 
pelatihan budidaya perikanan/Participant's knowledge or 0 1 6 7 38 53 
skill increasing of aqualture training 
Kemampuan peserta mengingat isi pelatihan budidaya 
perikanan/Participants' ability to remember the contents 1 6 9 31 43 15 
of aquaculture training 
Kemampuan peserta mempraktikan materi pelatihan 
budidaya perikanan/ The ability of the participants to 1 3 9 17 44 31 
practice cultivation training materials 

Frekuensi Jawaban Responden 
Indikator Kinerja Pembudidaya Perikanan/ Farmers Freguency aa . pn 
Fisheries Performance Indicators 

1 2 3 4 5 6 
Efisiensi penggunaan Luas kolam/tambak/ 
Efficiency of pool/pond usage 1 13 25 2 lt 2 
Efisiensi penggunaan Pupuk/ 
Efficiency of fertilizer usage 1g 1 13 20 a 20 
Efisiensi penggunaan Kapur/ 
Efficiency of Kapur usage 11 2 17 26 23 Te 
Efisiensi penggunaan Benih/ 
Efficiency of seed usage Í 1 11 23 mar ea 
Efisiensi penggunaan Pakan/ 
Efficiency of weft usage 11 22 11 12 2 3 
Efisiensi penggunaan Obat obatan dan probiotik/ 
Efficiency of medicine and probiotic usage 18 1 13 21 ai 29 
Efisiensi penggunaan Tenaga kerja/ 17 16 10 14 29 19 
Efficiency of man power usage 
Pengalaman kerja pembudidaya perikanan/ 10 9 12 17 21 36 


Farmer fisheries work experience 


Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory 
Factor Analysis) 


Analisis faktor konfirmatori merupakan 
tahap pengukuran terhadap indikator- 
indikator yang membentuk variabel laten 
dalam model penelitian. Disebut sebagai 
teknik analisis faktor konfirmatori sebab pada 
tahap ini model akan mengkonfirmasi apakah 
indikator yang diamati dapat mencerminkan 
faktor yang dianalisis. Unidimensionalitas 
dari dimensi-dimensi itu diuji melalui 
confirmatory faktor analysis , hasilnya seperti 
yang disajikan. 
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Analisis Konfirmatori Konstruk Eksogen 


Tahap analisis konstruk eksogen 
bertujuan menguji unidimensional dari 
dimensi-dimensi pembentuk masing-masing 
variabel laten eksogen. Variabel-variabel 
laten atau konstruk ini terdiri dari 5 
unobserved variable yaitu sarana pelatihan 
(X1), kualitas peserta pelatihan (X2), kualitas 
isi modul (X3), ketepatan metode pelatihan 
(X4) dan kualitas pelatih (X5) dengan 
24 observed variable sebagai indikator 
pembentuknya. Hasil pengolahan data yaitu 
sebagai berikut: 


Uji Signifikansi Bobot Faktor dan Uji 
Kelayakan Model 
Uji ini untuk menguji apakah 


suatu indikator dapat digunakan untuk 
mengkonfirmasi bahwa indikator tersebut 
dapat bersama-sama dengan indikator 
lainnya dalam menjelaskan suatu variabel 
laten, yang dikaji dengan menggunakan 
dua tahapan analisis (Ferdinand, 2005:284) 
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yaitu Regression Weight Analisis Faktor 
Konfirmatori dan Pengujian Kelayakan Model. 
Berdasarkan hasil uji Regression Weight 
semua indikator pada tiap variabel masing- 
masing indikator memiliki nilai CR » 1,96 
dan tingkat signifikansi «0.05, hal ini 
menunjukkan bahwa indikator-indikator 
tersebut secara signifikan merupakan 
dimensi dari faktor laten yang dibentuk. 


Tabel 3. Regression Weight Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen. 
Table 3. Confirmatory Factor Analysis Regression Weight Exogenous Constructs. 


Std Estimate Estimate S.E C.R. P 
X1.4 . Sarana_Pelatihan (X1)/ 673 1.000 
Training means 
X1.3 <--- Sarana Pelatihan (X1)/ .709 1.333 220 607 *** 
Training means 
X1.2 gas Serana Pelatihan (X1) / .684 1.271 215 5.906 *** 
Training means 
X1 <--- Sarana Pelatihan (X1) / .679 1.992 332 592 "tx 
Training means 
Kualitas Peserta (X2)/ Ra 
X2.8 <--- Quality of Participants .530 1.110 .250 4.438 
Kualitas_Peserta (X2) / jek 
X2.3 <--- Quality of Participants .751 1.152 .202 5.693 
Kualitas Peserta (X2) / EER 
X2.2 <--- Quality of Participants .650 1.208 232 5.211 
Kualitas Peserta (X2) / 
%21 ° Guality of Participants 113 1.000 
Kualitas Modul (X3) / 
xad ST. Guality of Module 627 1,009 
Kualitas_Modul (X3) / OPR 
X3.3 <--- Quality of Module .747 .965 .169 5.705 
Kualitas Modul (X3) / jrk 
X3.2 « Quality of Module 794 1.115 153 7.275 
2. Kualitas Modul (X3) / RE 
X3.1 « Quality of Module .721 1.088 163 6.697 
Ketepatan Metode 
X4.3 <--- (X4) / Accuracy of .668 1.000 
Methode 
Ketepatan_Metode 
X4.2 <--- (X4) / Accuracy of .664 1.393 .241 5.775 wkk 
Methode 
Ketepatan_Metode 
X4.1 <--- (X4) / Accuracy of .789 1.348 .207 6.511 EER 
Methode 
Kualitas_Pelatih (X5) / 
X3 ° quality of Trainer 20 1000 
X5.2 <--- Kualitas Pelatih (X5) / 525 1.065 198 5391 *** 
Quality of Trainer 
X5.1 gs “Kualitas Pelatih (X5) 7 .870 1.292 301 4297 *** 
Quality of Trainer 


*** = tingkat signifikansi < 0.01 
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Tetapi masih ada indikator X2.4, 
X2.5, dan X2.9, dengan nilai standardized 
loading factor « 0,5 , sehingga tidak dapat 
diikutsertakan dalam analisis dan harus 
dilakukan modifikasi. Setelah dilakukan 
modifikasi diperoleh hasil sebagai berikut: 


a. Nilai Critical Rasio (CR) 


Bobot faktor menunjukkan kuatnya 
dimensi-dimensi itu membentuk faktor 


Tabel 4. 


NN Pn Pa an Madyunin 


latennya. Bobot faktor dapat dianalisis dengan 
menggunakan uji-t yang dalam analisis SEM 
uji-t identik dengan nilai Critical Ratio (CR). 
Berdasarkan hasil yang disajikan dalam 
Tabel 20 tampak bahwa masing-masing 
indikator memiliki nilai CR > 1,96 dan tingkat 
signifikansi “0.05, hal ini menunjukkan 
bahwa indikator-indikator tersebut secara 
signifikan merupakan dimensi dari faktor 
laten yang dibentuk. 


Hasil Pengujian Kelayakan Model pada Konstruk Eksogen. 


Table 4. Results of Feasibility Testing Model to Exogenous Constructs. 


; Hasil Evaluasi Model 
Goodness of Fit Index Cut off Value Resa 1 Model Evalua 
5. 2 5 

Chi Square - P Oae a 123,806 Baik/ Good 

Probability 2 0.05 0.127 Baik/ Good 

RMSEA < 0.08 0.039 Baik/ Good 
GFI > 0.90 0.891 Marginal 
AGFI > 0.90 0.852 Marginal 

CMIN/DF < 2.00 1.157 Baik/ Good 

TLI > 0.95 0.970 Baik/ Good 

CFI 20.95 0.979 Baik/ Good 
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Gambar 1. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Setelah Modifikasi 
Figure 1. Confirmatory Factor Analysis of Constructs Exogenous After Modification 
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b. Nilai lambda atau faktor 
(bobot faktor) 


loading 


Berdasarkan hasil dari Tabel 3 dapat 
dilihat besarnya factor loading untuk tiap-tiap 
indikator. Suatu indikator dapat digunakan 
sebagai pengukur variabel laten jika memiliki 
nilai standardized factor loading 2 0,5. Dari 
hasil analisis yang telah dilakukan, tidak 
terdapat indikator dengan nilai standardized 
loading factor « 0,5 sehingga semua 
indikator dapat diikutsertakan dalam analisis 
selanjutnya. Selanjutnya, evaluasi terhadap uji 
kelayakan model ini disajikan pada Tabel 4 
berikut ini: 


Hasil Tabel 4 chi sguare yang kecil 
(123,806 « 132,144) dan nilai probabilitas di 
atas 0,05 yaitu sebesar 0,127. Hal ini berarti 
bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa 
tidak terdapat perbedaan matrix covarian 
sampel dengan matriks covarian populasi 
yang diestimasi dapat diterima. Selain itu, 
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nilai TLI (0,970 » 0,9), CFI (0,979 » 0,9), CMIN/ 
DF (1,157 « 2,00) dan RMSEA (0,039 « 0,08) 
juga memenuhi persyaratan. Sedangkan 
untuk nilai GFI dan AGFI masih termasuk 
dalam kriteria marginal (masih bisa 
dipertimbangkan). 


Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa model yang dikembangkan telah 
memenuhi persayaratan kelayakan model. 


Analisis Konfirmatori Konstruk Endogen 


Tahap analisis konstruk endogen 
bertujuan menguji unidimensional dari dimensi- 
dimensi pembentuk masing-masing variabel 
laten endogen. Variabel-variabel laten atau 
konstruk ini terdiri dari 2 unobserved variable 
yaitu efektivitas pelatihan budidaya perikanan 
dan efisiensi kinerja pembudidaya perikanan 
dengan 11 observed variable sebagai indikator 
pembentuknya. Hasil pengolahan data yaitu 
sebagai berikut: 


Tabel 5. Regression Weight Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen Setelah Modifikasi. 
Table 5. Confirmatory Factor Analysis Regression Weight After Modification of Endogenous 


Constructs. 
Std Estimate Esti mate S.E. C.R. P 
Efisiensi_ 
Kinerja (Y2)/ Efektivitas_Pelatihan (Y1)/ 
Performance Training Effectivity (Y1) SE LS Da DUG u 
Efficiency (Y2) 
__ Efektivitas Pelatihan (Y1)/ 
La E Training Effectivity (Y1) 308 1.000 
Efektivitas_Pelatihan (Y1)/ iix 
Y1.2 <--- Training Effectivity (Y1) .811 1.928 .480 4.016 
__ Efektivitas Pelatihan (Y1)/ dan 
Y1.3 « Training Effectivity (V1) 575 1.369 349 3.922 
.. Efisiensi Kinerja (Y2)/ 
12.2 S Performance Efficiency (Y2) 680 1009 
Efisiensi_Kinerja (Y2)/ kak 
Y2.3 <--- Performance Efficiency (Y2) .632 .938 .206 4.555 
— Efisiensi Kinerja (Y2)/ 
Y2:5 « Performance Efficiency (Y2) . 751 1.314 427 3.079 .002 
— Efisiensi Kinerja (Y2)/ DAN 
Y2.6 « Performance Efficiency (V2) .793 1.355 322 4.211 
v27 <= Efisiensi Kinerja (Y2)/ 650 1157 245 4718 *** 


Performance Efficiency (Y2) 
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Uji Signifikansi Bobot Faktor 


Kelayakan Model 


dan Uji 


Uji ini dilakukan untuk menguji apakah 
suatu indikator dapat digunakan untuk 
mengkonfirmasi bahwa indikator tersebut 
dapat bersama-sama dengan indikator 
lainnya dalam menjelaskan suatu variabel 
laten, yang dikaji dengan menggunakan 
dua tahapan analisis (Ferdinand, 2005:284) 
yaitu Regression Weight Analisis Faktor 
Konfirmatori dan Pengujian Kelayakan Model. 


Berdasarkan hasil uji Regression 
Weight semua indikator pada tiap variabel 
masing-masing indikator memiliki nilai CR > 
1,96 dan tingkat signifikansi «0.05, hal ini 
menunjukkan bahwa indikator-indikator 
tersebut secara signifikan merupakan dimensi 
dari faktor laten yang dibentuk. Tetapi ada 
indikator yang memiliki nilai loading factor 
« 0,5 yaitu indikator Y2.4 (0,483) dan Y2.1 
(0,455) , sehingga indikator tersebut tidak dapat 
diikutsertakan dalam analisis selanjutnya dan 
harus dilakukan modifikasi. Setelah dilakukan 
modifikasi diperoleh hasil sebagai berikut : 


a. Nilai Critical Rasio (CR) 


Bobot faktor menunjukkan kuatnya 
dimensi-dimensi itu membentuk faktor 
latennya. Bobot faktor dapat dianalisis dengan 
menggunakan uji-t yang dalam analisis SEM 
uji-t identik dengan nilai Critical Ratio (CR). 
Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 
4 tampak semua indikator memiliki nilai CR 


» 2.0 dan tingkat signifikansi «0.05, hal ini 
menunjukkan bahwa indikator-indikator 
tersebut secara signifikan merupakan dimensi 
dari faktor laten yang dibentuk. 


b. Nilai lambda atau faktor 
(bobot faktor) 


loading 


Dari Tabel 5 dapat dilihat besarnya 
factor loading untuk tiap-tiap indikator. 
Suatu indikator dapat digunakan sebagai 
pengukur variabel laten jika memiliki nilai 
factor loading 2 0,5. Dari hasil analisis 
yang dilakukan, diketahui semua indikator 
memiliki nilai loading factor > 0,5 sehingga 
semua indikator dapat diikutsertakan dalam 
analisis selanjutnya. Analisis pada Tabel 5 juga 
menunjukkan hasil uji kelayakan model. Suatu 
model dikatakan layak jika hasil cut of value 
memenuhi persyaratan. Evaluasi terhadap 
uji kelayakan model ini selanjutnya disajikan 
pada Tabel 6. 


Tabel 6 menunjukkan nilai chi square 
yang kecil (14,085 « 18,307) dan nilai 
probabilitas di atas 0,05 yaitu sebesar 0,169. 
Hal ini berarti bahwa hipotesis nol yang 
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
antara matrix covarian sampel dengan matriks 
covarian populasi yang diestimasi dapat 
diterima. Selain itu, nilai GFI (0,969 > 0,9), 
AGFI (0,80 «0,890 < 0,9), TLI (0,954 > 0,9), CFI 
(0,983 > 0,9), CMIN/DF (1,408 < 2,00) dan 
RMSEA (0,063 « 0,08) juga memenuhi 
persyaratan. 


Tabel 6. Hasil Pengujian Kelayakan Model pada Variabel Endogen. 
Table 6. Feasibility Model Testing Results on Endogenous Variables. 


Evaluasi Model/ 


Goodness of Fit Index Cut off Value Hasil/ Result Model Evaluation 
i. 2 

Chi-Square s po e 14,085 Baik/ Good 
Probability 2 0.05 0.169 Baik/ Good 
RMSEA < 0.08 0.063 Baik/ Good 
GFI 2 0.90 0.969 Baik/ Good 

AGFI 2 0.90 0.890 Marginal 
CMIN/DF £ 2.00 1.408 Baik/ Good 
TLI > 0.95 0.954 Baik/ Good 
CFI 2 0.95 0.983 Baik/ Good 
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Gambar 2. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen Setelah Modifikasi. 
Figure 2. Confirmatory Factor Analysis of Endogenous Constructs After Modification. 


Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa model yang dikembangkan telah 
memenuhi persayaratan kelayakan model. 


Analisis Full Model Structural Eguation 
Modeling (SEM) 


Setelah melakukan analisis measurement 
model melalui konfirmatori faktor analisis 
dan dilihat bahwa masing-masing indikator 
dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah 


konstruk laten, maka sebuah full model SEM 
dapat dianalisis. 


Analisis hasil pengolahan data pada 
tahap full model SEM dilakukan dengan 
melakukan uji kesesuaian dan uji statistic. 
Hasil pengolahan data untuk analisis full model 
SEM ditampilkan pada Gambar 3 


Model SEM selanjutnya diuji dengan dua 
macam pengujian, yaitu kesesuaian model serta 
uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien 
regresi (Ferdinand, 2005). 


Te 
a a M29 a 
ff C h an 
RA 44 CA aina 
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Gambar 3. Analisis Full Model. 
Figure 3. Analysis of Full Model. 
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Uji Kesesuaian Model — Goodness of Fit Test 


Indeks-indeks kesesuaian model yang 
digunakan sama seperti pada konfirmatori 
faktor analisis. Pengujian model SEM 
bertujuan untuk melihat kesesuaian model. 
Hasil pengolahan yang dilakukan disajikan 
dalam Tabel 7. 


Dari Tabel 7 menunjukkan chi square 
yang besar (415,164 » 294,321) dan nilai 
probabilitas di bawah 0,05 yaitu sebesar 
0,000. Hal ini berarti bahwa hipotesis nol 
yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara matrix covarian sampel 
dengan matriks covarian populasi yang 
diestimasi tidak dapat terima. Namun 
terdapat beberapa nilai goodness of fit 
yang memenuhi persyaratan seperti 
CMIN/DF (1,622 « 2,00) dan RMSEA 
(0,077 « 0,08). Sedangkan nilai GFI (0,787 
« 0,90), nilai TLI (0,871 « 0,95) dan, AGFI 
( 0,70 « 0,90) yang masih memenuhi 
batas margin sehingga model yang 
dikembangkan masih dapat dipertimbangkan. 
Berdasarkan prinsip parsimony yang 
menyatakan bahwa paling tidak terdapat 
dua criteria goodness of fit yang termasuk 


Pengujian Hipotesis Efektivitas Pelatihan 


Hasil pengujian terhadap hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini secara ringkas 
ditunjukkan pada Tabel 8. 


Faktor sarana/media pelatihan budidaya 
perikanan 


Variabel sarana/media pelatihan 
budidaya perikanan berpengaruh positif 
signifikan terhadap variabel efektivitas 
pelatihan budidaya perikanan yang dilakukan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan Makokha 
dan Ongwae (2007) yang menyatakan bahwa 
sarana / benda bantu digunakan untuk 
membantu instruktur dalam persiapan 
pelajaran , presentasi (mengajar) pelajaran 
dan memfasilitasi belajar trainee. Pendapat 
tersebut juga diperkuat oleh Marpaung dan 
Giri (2003) yang menyatakan bahwa dengan 
pemilihan media komunikasi yang tepat 
dapat memaksimalkan pencapaian tujuan 
komunikasi . 


Faktor kualitas peserta pelatihan budidaya 
perikanan 


good fit, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas peserta pelatihan tidak 
model sudah bisa digunakan dalam berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
penelitian ini. variabel efektivitas pelatihan budidaya 
Tabel 7. Hasil Pengujian Kelayakan Model pada Full Model. 
Table 7. Feasibility Test Results on the Full Model Model. 
Goodness of Fit Index Cut off Value Hasil/ Palu. Model 
Model Evaluation 
Result 
Chi-Sguare < 294,321 (x2 , dengan 
= P abel i i 
db:256 dan p:5%) 415,164 Tidak Baik/Bad 
Probability 20,05 0,000 Tidak Baik/Bad 
RMSEA < 0,08 0,077 Baik/Good 
GFI > 0,90 0,787 Marginal 
AGFI 2 0,90 0,707 Tidak Baik/Bad 
CMIN/DF « 2,00 1,622 Baik/Good 
TLI 2 0,95 0,836 Marginal 
CFI 2 0,95 0,871 Marginal 
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Tabel 8. Pengujian Hipotesis/Kausalitas. 
Table 8. Hypothesis Testing / Causality. 
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Std Esti Esti SE. CR. p Keputusan/ 
mate mate Decision 
Efektifitas_ Pelatihan (Y1)/ <--- Sarana Pelatihan .819 .903 .297 3.044 .002  Signifikan/ 
Training Effectivity (Y1) (X1)/Training Significant 
Means (X1) 
Efektifitas Pelatihan (Y1)/ <--- Kualitas Peserta -.085 -.071 172 -.415 678 Tidak 
Training Effectivity (Y1) (X2)/ Quality of Signifikan/ 
Participants (X2) Not Signifi- 
cant 
Efektifitas Pelatihan (Y1)/ <--- Kualitas Modul .277 182 .165 1.102 271 Tidak 
Training Effectivity (Y1) (X3)/ Quality of Signifikan/ 
Module (X3) Not Signifi- 
cant 
Efektifitas Pelatihan (Y1)/ <--- Ketepatan -.556 -.516 .227 -2.269 .023 Signifikan/ 
Training Effectivity (Y1) Metode (X4)/ Significant 
Accuracy of 
Methode (X4) 
Efektifitas_Pelatihan (Y1)/ <--- Kualitas Pelatih .375 .406 .342 1.187 235 Tidak 
Training Effectivity (Y1) (X5)/ Quality of Signifikan/ 
Trainer (X5) Not Signifi- 
cant 
Efisiensi Kinerja (Y2)/ <— Efektifitas .760 1.585 .371 4.272 *** Signifikan/ 
Performance Efficiency (Y2) Pelatihan (Y1)/ Significant 
Training 
Effectivity (Y1) 
perikanan yang dilakukan .Temuan ini Kualitas isi bahan ajar pelatihan budidaya 


merupakan hal yang serius dan mendesak 
untuk segera mendapat perhatian dan tindak 
lanjut agar variabel ini tidak menjadikan 
permasalahan terhadap efektivitas pelatihan 
yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan 
pendapat Shahril Bin Baharim (2008) yang 
menyatakan bahwa banyak peneliti telah 
mengakui bahwa transfer pelatihan akan terjadi 
hanya ketika trainee memiliki motivasi atau 
keinginan untuk menggunakan pengetahuan 
dan keterampilan yang dipelajari pada 
pekerjaan. Temuan ini diduga karena adanya 
perbedaan pada indikator tingkat pendidikan 
antar peserta yang terlalu tinggi dan perbedaan 
umur antar peserta yang terlalu jauh berbeda, 
serta adanya dominasi peserta dengan usia 
mendekati usia tidak produktif (mendekati 
55 tahun sebesar 25,7 X). Hal ini sesuai 


dengan pendapat (World Health 
Organization, 2001) menemukan bahwa 
pekerja yang lebih tua melaporkan 


keluhan kesehatan lebih sering dari pekerja 
muda. 


perikanan 


Variabel ini tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Efektifitas Pelatihan. Temuan ini 
merupakan hal yang serius dan mendesak untuk 
segera mendapat perhatian dan tindak lanjut 
untuk mendapatkan solusi. Kualitas bahan 
ajar berdasarkan indikator kelengkapan dari 
materi yang diberikan, kesesuaian isi materi 
dengan kebutuhan pelatihan , sistematika dari 
isi modul dan indikator bahwa modul yang 
disampaikan merupakan informasi yang baru 
bagi peserta pelatihan ini tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan diduga karena 
berdasarkan hasil pengamatan langsung 
terhadap modul-modul yang gunakan kurang 
memberikan informasi yang lengkap terhadap 
kebutuhan yang diperlukan oleh peserta 
pelatihan, walaupun isi materinya merupakan 
informasi yang baru dan sistematis, tetapi 
karena jumlah informasinya terlalu sedikit (tidak 
lengkap), maka berdampak pada tidak 
terpenuhinya kebutuhan materi yang 
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diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
(Kenny, 1996) bahwa persyaratan bahan ajar 
yaitu volume bahan, diperlukan keseimbangan 
untuk memastikan peserta tidak merasa 
kewalahan dengan materi, tetapi mereka 
juga tahu bahan referensi untuk studi lebih 
lanjut jika mereka memilih untuk mempelajari 
topik lebih terinci. Modul harus meliputi ranah 
kognitif, psikomotor dan afektif serta modul 
yang dibuat harus aktual/terkini. 


Faktor ketepatan metode pelatihan budidaya 
perikanan. 


Variabel kualitas Ketepatan Metode 
pelatihan berdasarkan hasil pengujian, 
berpengaruh tetapi tidak signifikan dan arahnya 
negatif terhadap Efektifitas Pelatihan budidaya 
perikanan yang dilakukan. Hasil penelitian 
ini tidak sesuai dengan pendapat Halim dan 
Ali (1997) untuk mencapai tujuan pelatihan, 
pelatih harus memilih metode pelatihan yang 
paling sesuai dengan isi, untuk melibatkan 
peserta dalam proses pembelajaran dan lebih 
lanjut dijelaskan bahwa pelatihan memiliki 
peluang kesuksesan yang lebih baik ketika 
metode pelatihan dipilih secara cermat. 


Berkaitan dengan hal tersebut, ketepatan 
metode pelatihan akan menjadi masalah 
yang serius terhadap efektifitas pelatihan. 
Berdasarkan hasil analisis konfirmatori, keadaan 
ini diduga karena adanya pengaruh dari 
variabel lain seperti variabel kualitas peserta, 
khususnya dari indikator tingkat pendidikan 
, (hasil analisis konfirmatori kedua variabel 
tersebut saling mempengaruhi dengan arah 
koefisien negatif (- 0,24) dan (-0,09) indikator 
umur peserta , sehingga semakin memberi 
pengaruh kearah negatif terhadap variabel 
efektivitas pelatihan 


Kualitas Pelatih 


Variabel kualitas pelatih tidak 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pelatihan, variabel kualitas pelatih yang diukur 
berdasarkan indikator pengalaman pelatih, 
kemampuan pelatih mentransfer materi 
dan penguasaan pelatih terhadap materi 
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yang dilatihkan ternyata tidak berpengaruh 
signifikan, variabel ini tentunya akan berpotensi 
menjadi masalah yang serius terhadap 
efektivitas pelatihan yang diselenggarakan . 


Hasil temuan dalam penelitian 
ini bertentangan dengan pendapat dari 
Marpaung dan Giri (2003) menjelaskan strategi 
pembelajaran yang komunikatif bagi pelatih 
yang profesiaonal secara umum yaitu dapat 
dinilai dari kemampuannya mengembangkan 
kompetensi diri dan keterampilan melakukan 
tugas dan tanggungjawab yang berhubungan 
dengan pengajaran. 


Berdasarkan hasil analisis konfirmatori , 
variabel kualitas pelatih terutama dipengaruhi 
oleh indikator pengalaman pelatih dengan 
koefisien 1,26 kemudian disusul indikator 
penguasaan pelatih mentransfer materi 
1,04. Berdasarkan pengamatan langsung oleh 
peneliti, diperoleh fakta bahwa adanya pelatih 
budidaya perikanan yang memilki pengalaman 
melatih relatif belum lama (kurang dari 5 
tahun ) berjumlah 43 X dari pelatih budidaya 
perikanan yang ada di BPPP Banyuwangi 
(Laporan Tahunan BPPP Banyuwangi, 
2010 diolah). Indikator penguasan pelatih 
dalam mentransfer materi pelatihan diduga 
berkorelasi kuat dengan indikator pengalaman 
pelatih. 


Efektivitas Pelatihan Budidaya Perikanan vs 
Efisiensi Kinerja Pembudidaya Perikanan. 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel efektivitas pelatihan budidaya 
perikanan berpengaruh signifikan terhadap 
Efisiensi Kinerja Pembudidaya Perikanan 
dan memberikan pengaruh secara langsung 
terhadap efisiensi kinerja pembudidaya 
perikanan sebesar 76,0 X. Hasil penelitian 
ini sama dengan hasil penelitian (Agmala, 
2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
efektivitas pelatihan penjualan maka semakin 
tinggi kinerja tenaga penjualan. 


Hal ini artinya bahwa walaupun secara 
sendiri-sendiri ada tiga variabel yang tidak 
mempengaruhi secara signifikan, tetapi 
secara bersama sama variabel —variabel 


tersebut ternyata memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel kinerja yang 
dilakukan purnawidya pelatihan budidaya 
perikanan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Berdasarkan hasil analisis seperti 
tersebut di atas maka untuk meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan pelatihan budidaya 
perikanan di BPPP Banyuwangi maka BPPP 
Banyuwangi disarankan untuk mempertahankan 
penggunaan sarana atau media alat bantu 
pelatihan yang sudah ada dan dipergunakan 
dalam pelatihan budidaya perikanan. Peserta 
pelatihan budidaya perikanan agar diberikan 
materi dasar (pengantar tentang dasar-dasar 
budidaya perikanan), mengingat peserta yang 
mengikuti pelatihan budidaya perikanan 
memiliki latar belakang disiplin ilmu pendidikan 
formal yang berbeda-beda (Semacam Program 
Matrikulasi pada Pendidikan di Perguruan 
Tinggi). 


Kemudian, bahan ajar/modul pelatihan 
perlu ditingkatkan dari segi kelengkapan isi 
materi, sehingga informasi secara lengkap 
tetang materi budidaya perikanan yang 
diperlukan oleh peserta dapat diperoleh 
dari modul pelatihan. Mempertahankan 
penggunaan metode yang selama ini telah 
digunakan. Dan tetap memperbaharui jika 
ada perkembangan metode baru. Pelatih 
budidaya perikanan perlu lebih banyak lagi 
mengkaji tentang pengembangan teknologi 
khususnya pada komoditas perikanan yang 
akan dilatihkan, lebih banyak memahami 
latar belakang sosial, budaya dan pendidikan 
peserta pelatihan. 
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